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ABSTRACT

P.T in historical line is the translation from Naamloze Vennotscap (N.V)‘ ,

starting to be wellknown in Indonesia together with the validation of Wet Boek Van
Koop Handel in Netherlands in 1848.The form of this effort is arranged at the beginning:
in code of bussines law, existed only in 20 articles namely from article 36 until article
56, the arrangement of Anthorizotion. Court of first instance, in carrying out some
inspection into limited company, is not really regulated in the code of business law.

If code of business law remains being defended to regulate the company in
globalization era nowdays, so it will not answer some raising problems.

With the birth of the constitution number 1 year Of 1995 dealing with the
limited company which is a national law product, its arrangement becomes 129 articles
cconsisting of 12 chapters, 4 articles regulate the autorization on court of first instance.
The court of first intance in carrying out some inspection into fimited company takes
from article 110 until artile 113. This ferm 15 the most progressive step for Indonesian
Government. It is a separete pride because, after more and less 148 years, Indonesians
can make a constitution about limited company.

With being constituted, the constitution number 1 year of 1995 deal with
limited company, so life of business law practice in Indonesia is getting more
progessive, why not, if the limiiited company is only controlled by the code of business
law which provides only 20 articles (article 36 until article 56). But the constitution of
limited company provides 129 articles but it does not mean that all of the other articles,
besides from code of business law, are the new things at all. Because most of the articles
from code of business law is the further description from the articles in code business
law. The are only some regulations which are really new, most of them are taken from
foreign law, commonly from system of Anglo Saxon.

The aim of the court carrying out some inspection into limited company 1n it’s
law area. Is to abtain data or information in the ferms that limited company perfoms the
wrong doing against the law which causes the company’s disavantages, shave investor,
the third party, article 110 verse (1) constituion No.1 year of 1995.

Business that, it does not mean that constituion of limited company (const.
No.l year of 1995) has been extraordinary as a human masterpiece whithout any
weaknesses and lackness. It plainly exists, only the court thourgh juridical prudential
sense or regulatiton its implemenntation ccan cover the weakness and the holes. This is

~ definitely all what we hope..

To face economical globalization era, especially in the arrangement of business
law must be able to anticipate the development of many business wordl and trading. So,
it cancreate a condussive situation for economic perfomens to do some business..
Healthily, this ferm is reflected in the general descnptlon of the constitution number 1
year of 1995 dealing with the limited company..

We can say that the role of limited company, as a coorporation which has the
body of law, is hopefully able to become one of the pillars for National Economic
Development which is based on familial relationship in accordance with economic basis
as a manifestation from the five basic principles of Republic Indonesia and the
constitution 1945. :
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ABSTRAK

PT dalam lintasan sejarah merupakan terjemahan dari Naamloze
Vennootschap (NV) mulai dikenal di Indonesia bersamaan berlakunya Wet Boek Van
Koop Handel di Hindia Belanda tahun 1848. Bentuk usaha ini semula diatur dalam
KUHD hanya dalam 20 pasal saja (mulai Pasal 36 s/d 56). Pengaturan tentang
kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemerikasaan terhadap Perseroan
Terbatas sama sekali tidak diatur di dalam KUHD tersebut. Seandainya KUHD tetap
dipertahankan mengatur perseroan dalam era global dewasa ini maka tidak akan dapat
menjawab permasalahan — permasalahan yang timbul.

Dengan lahimya Undang-Undang Nomor [ Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas yang merupakan produk hukum nasional pengaturannya menjadi 129 Pasal,
yang terdiri dari 12 Bab, 4 Pasal mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri
untuk melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas (yaitu Pasal 110 s/d 113) hal ini
merupakan langkah sangat maju bagi Pemerintah Indonesia. Suatu kebangggan
tersendiri karena setelah kurang lebih 148 Tahun kemudian Bangsa Indonesia mampu
membuat sendiri Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas maka kehidupan praktek hukum bisnis di Indoensia semakin maju.,
betapa tidak bila sebelumnya Perseroan Terbatas hanya dikendalikan oleh KUHD yang
hanya menyediakan 20 Pasal saja (Pasal 36 s/d 56) tapi UUPT menyediakan 129 Pasal
akan tetapi tidak berarti bahwa semua Pasal yang lain selain dari KUHD merupakan hal
yang baru sama sekali, sebab banyak juga Pasal UUPT merupakan penjabaran lebih
lanjut dari pasal-pasal dalam KUHD, Hanya beberapa ketentuan saja yang benar- benar
baru banyak diambil dari hukum luar negeri umumnya dari sistem Anglo Sexon.

Adapun maksud Pengadilan melakukan pemeriksaan terhaap Perseroan
Terbatas diwilayah hukumnya untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada

dugaan bahwa Perseroan Terbatas melakukan dugaan perbuatan melawan hukum,.

direksi, komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan
Perseroan, Pemegang Saham, Pihak Ketiga (Pasal 110 Ayat (1)) Undang-Undang No.1
Tahun 1995.

Di samping itu tidak berarti pula Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas sudah luar biasa sebagai karya anak manusia tanpa kelemahan, dan
kekurangan jelas ada. Hanya Pengadilan lewat Yuris Prodensi nya atau peraturan
pelaksanaannya dapat menutupi kelemahan dan lubang- tubang tersebut, inilah tent’unya
yang kita harapkan semuanya.

Untuk menghadapi era globalisasi ekonomi terlebih dalam penataan hukum
bisnis harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan dunia usaha dan
perdagangan sehingga menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi
untuk melakukan usaha seara sehat hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang
No.1t Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa peranan Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha yang berbadan
hukum diharapkan dapat menjadikan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional
yang berazas kekeluargaan mienurut dasar- dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari
Pancasila dan UUD 45,
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BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
. Eksistensi dan Peranan Perseroan Terbatas di dalam masyarakgtt
sangat p.esat sekali. Keberadaan dan sumbangan Perseroan Terbatas sebaga'li
pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan
keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.
Perseroan Terbatas sebagai institusi hukum, sebagai bentuk kerjasama yang
paling banyak dijumpai di dalam masyarakat, masyarakat lebih menyukai
terhadap institusi tersebut, sebab mempunyai beberapa karakteristik
tersendiri yang berbeda dengan institusi badan usaha yang lain. Karakteristik
tersebut adalah :
Pertama Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada
haita kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi kecuali Perseroan
Terbatas dalam dunia perbankan.
Kedua  Sifat mobilitas atas hak penyertaan.
Ketiga Prinsip pengurusan melalui suatu organ.
Secara ekonomis suaty pertanggungjawaban terbatas tadi
merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong kesediaan

1
menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas.

! Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia, PERSEROAN TERBATAS Aditya
Bakti, Bandung, 1995, Hal 65
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Dari karakteristik vyang pertama adalah dimaksudkan dengaﬁ
pertanggungjawaban yang terbatas disini dalam pengertian bila terjadi
hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan dibayar dari kekayaan
dalam Perseroan Terbatas tersebut dan bagi yang menanam modal dalam
Perseroan Terbatas (pemegang saham) tidak akan memikul kerugian hutang
lebih dari bagian ha!rta kekayaan yang tertanam dalam Perseroan Terbatas.
Jadi makna “terbatas” tersebut sekaligus mengandung arti keterbatasan balk
dari sudut Perseroan Terbatas rﬁaupun dari sudut si penanam modal.
Tanggungjawab terbatas tersebut sangat penting karena juga sebagai
pendorong agar pemilik modal bersedia ikut menanamkan modalnya dalam
Perseroan Terbatas tersebut dan juga bisa memprediksi lebih dahutu berapa

besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita.

Perseroan Terbatas dalam pengertian asosiasi modal akan menghimpun
modal yang besar dart masyara'kat schingga ada kesulitan apabila pemegang
saham bertanggung jawab sampai pada kekayaan harta pribadi para
pemegang saham kecuali yang ditentukan dalam Undang-Undang

Perbankan.

Karakter yang kedua adalah sifiat mobilitas atas penyertaan .dari karakter
ini pemodal dapat dengan jelas baﬁwa di dalam Perseroan Terbatas mobilitas
penyertaan modal sangat besar sekali, undang—undang dan anggaran
dasar Perseroan Terbatas dapat mengakomodasikan peralihan saham secara

jelas, baik itu dijualbelikan atau digantikan ahli waris karena meninggal.




Karakter yang ketiga bahwa penanam modal {pemodal) dapat mengetahui
dehgan jelas bahwa Perseroan Terbatas tersebut dikelola oleh suatu organ.
Maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh lembaga
tersendiri yang terpisah kedudukannya dengan pemegang saham. Ada tiga
organ dalam Perseroan Terbatas yang masing-masing memiliki tugas da:n
kewenangan sendiri, yaitu organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris (pasal 1 ayat | UU No. 1 Tahun 1995)°

Selanjutnya Prof. Dr Sri Redjeki Hartono, SH berkata bahwa ;
bentuk usaha Perseroan Terbatas sebagai badan usaha ekonomi mempunyai
kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena :
1. Perseroan Terbatas dapat menghimpun dana yang cukup besar,

dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.

)

Perseroan Terbatas dapat mempunyai kemampuan untuk berkembang
dengan pesat.

Perseroan Terbatas dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi

Ly

dengan jangka panjang pada usaha skala besar baik taraf lokal, normal,

* internasonal.
4. Perseroan Terbatas dapat bekerja sama dengan Perusahaan lain dengan
tetap mempertahankan diri, siapa ‘saja sebagai pendukungnya

(pemegang saham)’

Ibld halaman 13-14

3 Sri Redjeki Hartono, Beberapa Aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas, dalam Semmar
Nasional menyongsong berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan
implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia, Yogyakarta, 1995




Perseroan Terbatas itu sendiri adalah bentuk badan usaha yang
dahulu diatur dalam bagian III dari buku I Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Nederlandsch Indie) dari pasal ?6
sampai pasal 56. sekarang telah diatur dalam Undang- Undang Nomori'l
Tahun 1995. Bentuk ini menurut aslinya sebagaimana ditetapkan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama  Naamloze
Vennotschap (disingkat NV) yang berarti suatu persekutuan yang tidak
menggunakan nama bersama dari para perseronya. Setelah Indonesia
merdeka diganti nama Perseroan Terbatas. Terkandung maksud adanya
pembatasan tanggung jawab parﬁ .pemegang saham.

Adapun maksud Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya adalah untuk
mendapatkan data atau keterangaﬁ «dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan
Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum dan atau Direksi atau
Komisaris melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan, pemegang
saham, pihak ketiga.’

Konsekuensi hukumnya Perseroan Terbatas dipandang sebagai
badan usaha, maka segala perbuatan badan, keuntungan yahg diperoleh
sebagai hak dan harta kekayaan ibadan itu sendiri, begitu pula sebaliknya
bila ada kerugian maka badanla;h yang menanggungnya. Manusia orang
perorangan yang ada lepas dari Perseroan Terbatas kecuali Perseroaﬁ

Terbatas dalam dunia Perbankan.

* UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas




“Persona Standi in Judicio” ungkapan latin yang dipergunakan
untuk menggambarkan status kemandirian Perseroan Terbatas tersebut.’ |

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (UU Perseroan Terbatas) maka kehidupan dan praktek Hukum
Bisnis di Indonesia semakin maju. Betapa tidak, bila sebelumnya Perseroan
Terbatas hanya dikendalikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dégang
yang menyediakan hanya 21pasal saja (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56).
Akan tetapi UU Perseroan Terbatas menyediakan 129 pasal namun tidak
berarti bahwa semua pasal yang lain selain dari KUHD merupakan hal yang
baru sama sekali sebab banyak juga pasal UU Perseroan Terbatas
merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal-pasal dalam KUHD. Hanya
beberapa ketentuan saja yang benar-benar baru kebanyakan diambil dan
hukum luar negeri umumnya dari sistem hukum Anglo Saxon.®

Disamping itu, tidak berarti pula UU Perseroan Terbatas sudah luar
biasa sebagai karya anak manusia tanpa kelemahan. Kelemahan dan
kekurangan jelas ada, hanya pengadilan lewat yuris prudensinya atau
peraturan pelaksanaannya dapat menutupi kelemahan dan lubang-lubang
tersebut. Inilah tentunya yang sangat diharapkan kita semua.’

UU Perseroan Terbatas yang baru tersebut bermaksud untuk

menata kembali penggunaan perseroan dalam melakukan kegiatan usaha.

5 Ny. Sri Redjeki Hartono, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga, FH UNTAG,
Semarang, hal 49
¢ Ratnawati Prasodjo, Makalah Teknis ersns:al Peningkatan Pengetahuan Hukum untuk hakin -
hakim wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta oleh Mahkamah Agung RI tanggal 13-24 Juni
1995 di Hotel Patrajasa Semarang

" Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Penerbit PERSEROAN TERBATAS
Citra Aditya Bakti, Bandung 40015; hal 3




Karena ketentuan tentang perseroan yang diatur dalam KUHD, serta bentuk
usaha yang diatur dalam ordonansi maskapai andil Indonesia sudah tidak
lagi  dapat mengil&uﬁ dan memenuhi kebutuhan perkembangan
perekonomian dunia usaha yang sangat pesat ini. Mengingat pereroan
terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya
terdiri dari saham-saham maka dalam undang-undang ini ditetapkan syarat-
syarat tertentu yang berkaitan dengan modal perseroan dan mekanisme bagi
perlindungan kepentingan kreditur dan pihak ketiga serta kepentingan
perseroan itu sendiri dan pemegang sahamnya dengan menegaskan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab organ perserocan baik RUPS, Direksi
maupun Komisaris.*

Di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga
diatur mengenai penggabungan (merger), peleburan (consolidasi) dan
pengambilalihan (acuisisi). Yang mana sebelumnya berlaku efektif. Praktek
merger, konsolidasi dan acuisisi dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam
Buku 1I1, KUH Perdata mengenai prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya
sebagai ketentuan umum. Dalém KUH Perdata khususnya Buku III terdapat
beberapa ketentuan yang dapat diberlakukan terhadap pelaksénaan merger,
konsolidasi, acuisisil yaitu menggunakan ketentuan perikatan pada
umumnya, misalnya ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian,
ketentuan berlakunya perjanjian, akibat hukum yang timbul dari suatu

perjanjian dan hapusnya perikatan.

® Nindyo Pramono,Seriifikasi Saham PERSEROAN TERBATAS Go Publik dan Hukum Pasar
Moedal di Indonesia, Penerbit Universitas Gajahmada;hal 21-22




Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Pasal 1657 sampat
dengan Pasal 1560 KUH Perdata juga dijadikan dasar merger, konsolidasi
dan acuisisi.”

Selain itu mengenat peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga
penegak hukum antara lain di dalam pemeriksaan terhadap perseroan
terbatas di wilayah hukumnya dan terobosan tentang badan hukum (Piercing
the Corporate Veil) yang merupakan konsep lain yang diperkenalkaﬁ [§]8]
No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Terlebih dalam menghadapi era globalisasi ekonomi terlebih dalam
penataan hukum  bisnis harus mampu mengantisipasi  berbagai
perkembangan dunia usaha dan perdagangan, sehingga menciPerseroan
Terbatasakan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk
melakukan usaha secara sehat. Semangat untuk menciptakan keadaan yang
kondusif tersebut tercermin didalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun
1995 tentang Preseroan Terbatas.

Bahwa peranan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang
berbentuk badan hukum, diharapkan dapat menjdi salah satu pilar
pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut

dasar-dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD

19451

® R. Subekti,Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Penerbit Pradnya Paramita.

1 Undang-undang Perseroan Terbatas UU No. 1 Tahun 1995 opcit

" Sudargo Gautama, Komentar Undang-undang Perseroan Terbatas (bary) UU No. 1 Tahun 1995
Perbandingan dengan Peraturan lama, Aditya Bakti, Bandung, 1996,hal 9




Dengan bentuk dan peranan perseroan terbatas tersebut diharapkan
keberadaan perseroan terbatas sebagai salah satu pelaku usaba dapat ikut
menggerakkan dan mengarahkan serta memajukan kegiatan di bidang
ekonomi. Dengan demikian perlu terus diusahakan iklim usaha yang
kondusif sehat dan efisien. Sehingéa sangat terbuka kesempatan yang cukup
luas bagi perseroan terbatas untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih
dinamis sehubungan dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan
yang sangat pesat."”
B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERMASALAHAN
Kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan
Terbatas di wilayah hukumnya menurut UU No. 1 Tahun 1995 sangat lua;s
sekali, maka prelu diadakan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam
penulisan tesis iéi mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya '
yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Ketentuan ini adalah hal baru
dimana sebelumnya didalam KUHD tidak diatur demikian. Kewenangan
pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya yang kami maksudkan ingin mempermasalahkan
beberapa segi daripadanya yaitu :
1.  Mengapa Pengadilan Negeri diberi kewenangan melakukan
pemeriksaan terhadap Perseroan Te_rbatas yang ada di wilayah

hukumnya.‘

12 pustaka Peradilan Jilid XII Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik
Indonesia, 1996,0pcit halaman 107




2.  Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan negeri

terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

3.  Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pengadilan Neger:.

KERANGKA TEORI

Untuk memberikan suatu arahan terhadap suatu penelitian maka
disusunlah suatu kerangka teori. Kerangka teori atau teori bagi suatu
penelitian mempunyal beberapa kegunaan antara [ain :

a.  Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan
fakta-fakta yang hendak diselidiki kebenarannya.

b. Teon sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta,
membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-
definisi,

¢.  Teori biasanya suatu satu ikhtiar dari pada hal-hal yang diketahui dan
diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.

d.  Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh
karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan -

mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
e. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada
pengetahuan peneliti.

Dalam penelitian ini kerangka teori disusun dengan menggunakan
metode klasifikasi, yaitu dengan memilih ruang lingkup, pengumpulan
istilah-istilah pokok dan kemu_dian menyusunnya secara sistematis.”® Arah
penelitian dalam tesis. ini dimulai dari pembahasan Perseroan Terbatas
sebagai wadah kegiatan usaha, kewenangan pengadilan ﬁegeri untuk
mengadakan pemeriksaan terhéldap Perseroan Terbatas di wilayah
hukumnya. |

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 1
Tahun 1995 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

1 Soerfono Soekanto, Penganiar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta 1986; hal 21




dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta

peraturan pelaksanaannya.” Dari pengertian Perseroan Terbatas di atas,

- bahwa Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

a.

Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi
syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain
memiliki harta kekayaan sendiri secara terpisah dari harta kekayaan
sendirl atau pengurusnya.

Didirikan berdasarkan perjanjian

Atinya Perseroan Terbatas harus ada sekurang-kurangnya 2 orang
yang bersepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang diusun
dalam 1 anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris.

Melakukan kegiatan usaha

Setiap Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan
dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan atau laba, melakukan kegiatan usaha
artinya menjalankan perusahaan.

Modal dasar. o

Setiap Perseroan Terbatas harus mempunyai modal dasar ang terbagi
dalam saham, modal dasar merupakan harta kekayaan Perseroan
Terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan
sendiri, harta kekayaan pendiri, organ perusahaan.

Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan UUPT dan
peraturan pelaksanaannya.

Dari unsur-unsur yang harus dimiliki Perseroan Terbatas tersebut salah satu

diantaranya Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Dalam

melakukan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas menjalankan kegiatah

ekonomi dalam rangka mencari keuntungan atau laba, sehingga dengan

demikian Perseroan Terbatas dari segi ekonomi merupakan wadah kegiatan

usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha acap kali dijumpai suatu Perseroan

Terbatas yang mengalami kesulitan, hambatan tertentu yang mengakibatkan

'* Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas opcit
¥ CST Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I Halaman 90
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suatu kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatés tersebut. Oleh karena
1tu menimbulkan tanggungjawab baru yang harus dipikul oleh Perseroan
Terbatas. Secara sederhana harus segera dilakukan pembenahan yang
mendasar terhadap seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan
tercapainya daya saing dan kompetisi yng baik. Pembenahan permasalahan
perusahaan tidak har;ya meliputi aspek bisnis saja, akan tetapi juga

menyangkut aspek organisasi menajemen, keuangan, maupun aspek legal

atau hukum.'®

KEWENANGAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSERQOAN
TERBATAS YANG ADA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI
Sﬁatu kemajuan yang sangat baik didalam bidang penegakan
hukum ( law inforcemen) dimana suatu Pengadilan Negeri dapat melakukan
pemeriksa suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang
berada di wilayah hukumnya. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan supaya
dapat dapat melindungl pemegang saham dan fihak ke tiga aturan
pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap PERSEROAN TERBATAS.
Imi dahulu belum diatu;‘oleh KUHD maupun aturan lainnya. '’
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH PENGADILAN NEGERI
TERHADAP PERSERQAN TERBATAS YANG ADA DI WILAYAH

HUKUMNYA

' RR Sutanto R Hadikusuma, Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Press,
hal 47 :
' Gautama Sudargo, Komemtar atas UUPERSEROAN TERBATAS (baru) UU No. 1 Tahun 1995
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Pemeriksaan PERSEROAN TERBATAS oleh Pengadilan Negen
dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis disertai
alasan-alasannya.

3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENGADILAN
NEGERL |

Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap
Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya pasti akan menghadapi
kendala-kendala yang akan timbul baik dari segi internal maupun dari seggi
external. Kendala-kendala tersebut kiranya dapat diatasi bilamana para
pemeriksa dari Pengadilan Negeri memiliki kemampuan yang cukup dalam

bidang pengetahuan dan juga mempunyai ketrampilan yang memadai."®

D. TUJUAN PENELITIAEV

Menurut pandangan umum bahwa tujuan diadakannya penelitian
dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas
tentang kewenangan pengadilan negeri untuk dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas' yang ada diwilayah hukumnya menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ( tentang Perseroan Terbatas ) dimana
secara khusus pada penelitian ini dimaksudkan untuk :
- Mengetahui mengapa Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

*® Sudargo Gautama, Komentar Undang-undang PERSEROAN TERBATAS (baru) No.I Tahun
1993 opcit hal; 124
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- Untuk mengetahui  bagaimana pelaksanaan pemeriksaan oleh
pengadilan negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah
hukumnya.'”

- Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan

Negeri dalam pemeriksaan Perseroan Terbatas.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari
segi praktis.

1. Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum khususnya
hukum perusahaan.
2. Praktis
a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran  bagi penyﬁsunan peraturan  pelaksana yang
berhubungan dengan kewenangan pengadilan negeri terhadap
pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnyé. |
b. Menjadikan bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan di
bidang hukum bisnis khususnya di bidang hukum perusahaan.
c.  Bermanfaat bagi Perseroan Terbatag dan para pengurusnya serta

para persero. agar mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya

' Undang-undang No. 1 Tahun 1995 opeit
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sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut
diatas.
d. Dapat menciptakan badan usaha yang berbentuk Perseroan
Terbatas yaﬁg ideal yang sesuai dengan harapan bagi pihak-pihak.
F. METODE PENELITIAN |
Penulisan tesis ini berjudul kewenangan pengadilan negeri
terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya
menurut UU No. 1 Tahun 1995. Penelitian ini membutuhkan data yang
akurat baik data primer maupun data sekunder data tersebut dapat diperoleh
melalui prosedur sebagai berikut :'
1. Obyek penelitian
Obyek penelitian ini mengenai kewenangan pengadilan ﬁegeﬂ terhadap
pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya menurut
UU No. 1 Tahun 1995,
2. Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan
gabungan dari penelitian normatif untuk menemukan hukum inconcreto
 dan sinkronisasi vertikal dan horisontal serta empiris. Pendekatan
normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-
asas hukum peraturan perundang—undangah, yuris prudensi dan pendapat

ahli hukum.?! Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bekerjanya

2 Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Yrm‘métri, Jakarta, Ghalia Indonesia
1998 ; hal22

2 Soekanto Soeryono dan Mamudji Sri, Penelition Hulum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta, PERSEROAN TERBATAS Raja Grafindo Pustaka, 1985 hal 29
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hukum yang dihubungkan dengan kewenangan pengadilan negeri
terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah

hukumnya.

. Spesifikasi penelitian

Dilihat dari spesifikasi peneitian ini merupakan peneliti;fﬁ
deskriPerseroan Terbatasif analitis. Dikatakan deskriptif karena dalam
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci
sistematis dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berkaitan
dengan kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Peréeroan
Terbatas yang ada diwilayah hukumnya. Analitis dimaksudkan dalam
penelitian ini akan diuraikan secara cermat segi teoritis maupun segi
praktis dari kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan

Perseroan Terbatas yang ada diwilayah hukumnya.

. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang

diperoleh dalam penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh
dari penelitian kepustakaan.
4.1. Lokasi penelitian
Penelitian ini mengambil lokaéi di wilayah DKI Jakarta dengan
‘pertimbangan Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pusat
segala kegiatan untuk berusaha baik perorangan maupun oleh
badan hukum seperti seprti Perseroan Terbatas.

4.2, Penelitian kepustakaan
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Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data
sekunder. Selain data sekunder diperoleh juga dari bahan-bahan
hukum yang terdiri dari :
42.1. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
a  Peraturan dasar yang mencakup Pancasila, UUD
1945 dan Ketetapan MPR.
b. Peraturan perundang-undangan yang terdir dar :
- KUH Perdata
- KUH Dagan g
- Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang

PERSEROAN TERBATAS.

- Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 .

tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998
tentang penggabungan, peleburan,
pengambialihan Perseroan Terbatas.
¢.  Yuris prudensi
4272. Bahan-bahan hukum sekunder lain yang terdiri dari
literatur-literatur yang berkaitan dengan kewenangan
pengadilaﬁ negeri terhadap pemeriksaan Perseroan
Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
42.3. Bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus

hukum dan kamus bahasa Indonesia.
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5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data diperlukan cara-

cara atau teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang

| 5.1.

5.2.

digunakan dalam penelitian ini adalah :

Kuesioner

Pada - masing-masing responden diberikan kuesioner yang
berbeda-beda satu sama lain. Disesuaikan dengan tingkat
keterlibatannya terhadap kewenangan pengadilan negeri
terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada diwilayah
hukumnya. Dalam kuesioner ter;ebut dimuat daftar pertanyaa;
untuk mengungkap pemahaman responden, bentuk kuesioner
biasanya | dibuat secara tertutup sehingga responden tinggal
memilih jawaban yang sudah disediakan, namun juga terbuka
bila responden diluar pilihan yang ada.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara struktur dengan menggunakan
pedoman pertanyaan, pedoman pertanyaan yang digunakan
bersifat fleksibel sehingga arah pertanyaan dapat diperluas.
Wawancara dapat dilajkukan pada ketua pengadilan negeri, para
hakim, Direksi, Komisaris para pemegang saham, dan pihak lain

yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas .
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5.3. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yakni penelitian terhadap berbagai data
sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.22 Studi
dokumen dilakukan baik terhadap bahan-bahan hukum primer,
sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan Perseroan
Terbatas khususnya tentang kewenangan pengadilan negeri
untuk memeriksa :Perseroan Terbatas yang ada diwilayah
hukumnya.
6. Alat-alat pengumpulan data
Alat-alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini -
adalah sebagai berikut :
a. Manusia atau peneliti sendin
b. Catatan lapangan
¢. Alat perekam dan kuesioner
7. Teknik analisa data
Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriPerseroan
Terbatasif. Data . diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara
sistematis sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang
kewenangan pengadilan negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas
yang ada di wilayah hukumnya. Kemudian terhadap data yang diperoleh
terhadap studi lapangan diperiksa kembali mengenai kelengkapan,

kejelasan, keragamannya, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan

2 Warasih Esmi Puji Rahayu, Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Diponegoro,
Semarang, tahun 2002
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kemudian dicari hubungannya dan dibandingkan dengan kaidah-kaidah -

hukum yang berlaku.

Langkah-langkah penelitian :

Langkah penelitian dapat digolongkan dalam 3 tahap :

a. Tahap peréiapan pengumpulan data

b. Tahap analisa data

c¢. Tahap penyusunan ﬁesis

Tahap persiapan pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data
literatur, pra survey penyusunan proposal, dan mengkonsultasikan
dengan dosen pembimbing sampai seminar proposal. Selanjutnya
peneliti menyusun kuesioner dan pedoman wawancara serfa mengurus
ijin penelitian.

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang paling sulit. Kesulitan
pertama adalah sulitnya menemukan responden karena kesibukan
masing-masing pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pada
tahap pengumpulan data selain dilakukan dengan wawancara juga
dilakukan dengan studi pustaka. Pada tahap analisis data , data dianalisis
dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

Tahap yang terakhir adalah tahap penyusunan tesis. Tahap ini dilakukan
secara bertahap peneliti mengajukan secara bab per bab atau sclesainya
peneliti mengerjakan penyusunan tesis konsultasi dengan dosen
pembimbing dilakukan secara continue sehingga diperoleh arahan,

masukan yang baik untuk menyusun tesis ini.
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KERANGKA PEMIKIRAN

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan salah satu
pelaku bisnis diantara pelaku bisnis yang ada. Sebagai pelaku bisnis
aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi cksternal maupun internal. Kondisi
eksternal lebih dipengaruhi oleh keadaan pasar dari kegiatan ekonomi yang
dijalani sedang kondisi internal diantaranya adalah karena keadaan modal
dan kepemilikan saham. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang
harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. =
Kedudukan pemegang saham perseroan dalam RUPS oleh hukum
dipandang Sama dengan organ yang lain dalam perseroan. Namun
kenyataannya dapat berbeda sebab pemegang saham tidak melakukan
pengurusdn perseroan. Lain halnya Direksi dan Komisaris yang melakuka:n
pengurusan perseroan. Sebagai manusia biasa dapat melakukan kesalahan,
sehingga merugikan perusahaan, untuk itu diperlukan perangkat peraturan
yang lebih baik dan memadai supaya pemegang saham dalam perseroan
dapat terlindungi. Dengan diundangkannya UUPERSEROAN TERBATAS
yang baru Perseroan Terbatas sediki memberikan peraturan perlindungan
yang lebih baik terhadap Perseroan Terbatas dengan diaturnya kewenangan
pengadilan negeri untuk melakukan pemériksaan terhadap Perseroan
Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Tetapi dalam praktek masih

membutuhkan kajian yang mendalam.

3 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas opcit
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SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4
bab supaya memudabkan pemahaman terhadap tesis ini maka disusunlah
suatu sistematika sebagai berikut ; |

BABI : berisi gambaran mengenai tesis yaitu latar belakang penulisan
tesis, serta metodologi penelitian. Bab 1ni bertujuanl untuk
mengantarkan pembaca agar lebih mudah memahami uraian-
uraian pada bab-bab selanjutnya.

BAB Il : merupakan tinjauan pustaka mengenai kewenangan pengadilan
negeri terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas di\;vﬂayah
hukuﬁmya. |

BABIII ;. pada bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang telah
dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang
menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil
penelitian mengenai kewenangan pengadilan negeri terhadap
pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya yang
meliputi : mengapa pengadilan negeri melakukan pemeﬁksaan
terhadap Perseroan Terbatas yang berada diwilayah
hukumnya, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan. oleh
pengadilan negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya dan kendala- kendala apaka};l yang
dihadapi' oleh pengadilan negeri. Setelah diuraikan hasil

penelitian tersebut di atas pada bagian pembahasaﬁ akan’
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dianalisa masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik
analisis yang telah diuraikan pada bab scbelumnya. Sehingga

| dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.
BABIV  : merupakan bagian penutup, pada bagian ini disajikan
kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dari hasil
penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan oleh

penulis sebagai penyempurnaan kebijaksanaan di bidang

ekonomi.
L JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
2. Tahap persiapan penyusunan proposal = 15 harn
3. Tahap observasi awal = 15 hart
4. Tahap pengumpulan data = 20 han
5. Tahap pengolahan data = 20 hari
| 6. Tahap analisis data = 25 hari
7. Tahap penyusunan laporan ‘ = 40 hari

JUMLAH = 135 hari




BABH
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN |
NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS DI

WILAYAH HUKUMNYA

A. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS

1.  Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ckonomi yang dapat kita jumpai dalém
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D) dan perundang-undangan
diluar K. U.H.D. Tetapi dalam K.iU.H.D sendiri tidak dijelaskan pengetian
tentang pérusahaan. Istilah “pierusahaan” baru kemudian timbulnya,
sedangkan sebelum itu yang lazim dengan istilah “perdagangan”.25

Perbuatan perdagangan pada umumnya adalah membeli barang
untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau
sudah jadi, atau hanya untuk disewakaﬂ pemakaiannya (Pasal 3 K.UH.D).
Dari ketentuan terscbut bahwa pengertian perbuatan perdagangan hanya
meliputi perbuatan membeli, dan tidak termasuk perbuatan menjual, artinya
menjual adalah tujuan dari perbuatan membell.

Menurut ketentuan Pasal 4 KU H.D perbuatan menjual termasuk
juga dalam pcrdagangén, 1nisﬁlnya menjual surat wesel. Hal ini tentu saja
menimbulkan kesulitan dalam penerapan, maka sejak tanggal 17 Juli 1938

pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 sampai

¥ H.MLN. Purwosutjipto, 1991. Pengertian Pokok Hakum Dagang, Jilid 1, Jakarta : Djambatan.
Hal, 15,
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dengan Pasal 5 KUHD dihapus dan dfganti dengan pengertian

“perusahaan”.

Secara ilmiah ada beberapa pendapat tentang pengertian

perusahaan diantaranya ﬁialah ;%6

1.

(8]

Menurut Pemenntah Belanda, dalam “memorie van toelichting” rencana
undang-undang “Wethoek van Koophandel” di muka Parlemen,
menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan” ialah keseluruhan
perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-
terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri
sendiri). !

Menurut Prof. MolengTaaft perusahaan adalah keseluruhan perbuatan
yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk
mendapatkan penghasilan,d engan cara memperniagakan barang-barang,
menyerahkan baréng, atau mengadakan perjanjian-perjanjian
perdagangan Di sini Molengraaft memandang perusahaan dar sudut
“ekonomi”,

Menurut Polak, bafu ada perusahaan, apabila diperlukan perhitungan-

perhitungan tentang laba- -rugi, yang dapat diperkirakan, dan segala
sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pendapat Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”,

dengan menambahkan unsur “pembukuan laba-rugi” pada unsur-unsur lain

sepertl yang telah dikeniukakan oleh Molengraaft. Sudut pandang int adalah

sama dengan Molengraaft, tetapi unsur pengertian perusahaannya lain.

Perusahaan menurut Moglengraaft mempunyai 6 (enam) unsur yaitu :

I8

o

S5

Keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus,
Bertindak keluar, ,

Untuk mendapatkan penghasilan,

Dengan cara mempefrniagakan barang-barang,

% purwosutjipto, Ibid. hal. 15-16
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5. Menyerahkan barang, dan
6. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Sedangkan menurut Polak pengertian perusahaan cukup hanya
memenuhi 2 (dua) unsur antara lain ;

1. Apabila diperlukan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang
dapat diperkirakan, dan
2. Segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pasal 1 angka ke-1 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang

Dokumen Perusahaan, menyatakan secara tegas tentang pengertian
Perusahaan bahwa :
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara
tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan definisi perusahaan adalah :
“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam
wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba.”

Atas dasar rumusan-rumusan tentang pengertian perusahaan di atas
maka dari segi hukum Abdulkadir Muhammad mengidentifikasi definisi

perusahaan sebagai berikut 27

“Setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang
ckonomi secara terus menerus dan terang-terangan dengan tujuan

27 Abdulkadi Muhammad. 1993, Pengantar Hukum Peruschaan Indonesia. Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti. Hal. 13
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memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibukitkan dengan
pembukuan,” |

Menurut Abdulkasir Mihammad agar suatu perusahaan dapat

didaftarkan, sehingga suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur 28 f

Sebagai badan usaha,

Suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi,
Kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus,

Kegiatan itu dilakukan dengan terang-terangan,

Tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan atau laba, dan
Menjalankan pembukuan,

Y T

N

Bentuk-bentuk Perusahaan dan Landasan hukumnya %

Bentuk-bentuk perusahaan yang dapat dijumpai di Indonesia
sekarang ini beragam jumlahnya;, sebagian - besar merupakan
peninggalan zaman penjajahan Belanda. Pengaturannyapun beragam
pula, baik yang diatur dalam kodifikasikan menjadi perusahaan
persckutuan dan perusahaan perseroan. Dilihat dari status pemilik,
perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan
Perusahaan Negara.

Perusahaan  dilihat dari status hukumnya, dapat

diklasifikasikan menjadi pgarusahaan yang berstatus sebagai badan
hukum dan perusahaan :bukan berbadan hukum. Berdasarkan ?
klasifikasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa perusahaan yang sering
dipergunakan dalam dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Persekutuan dengan Firma (Fa),

2. Persekutuan Komanditer (CV), dan

% Abdulkadir Muhammad, 7bid. hal. 10-13
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~

3. Perseroan Terbatas (PT)
Ad. 1. Persekutuan dengan Firma

Persekutuan dengan Firma diatur dalam K.U.H.D Pasal 16

sampai dengan Pasal 35 K.U.H.D (kecuali Pasal 19,20,21 KUH.D). °

Firma ini merupakan bentuk lanjut daripada Persekutuan Perdata,

perbedaannya Firma merupakan persekutuan yang didirikan untuk

menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Hal-hal yang.

tidak diatur dalam pasal-pasé] yang mengatur Firma tunduk pada
pengaturan Persekutuan Perdata (pasal 1618 sampai dengan 1652
K.U.H Perdata). Untuk mengetahui secara tepat mengenai
Persekutuan dengan Firma kita lihat ketentuan Pasal 16 K.U.H.D yang
menyebutkan bahwa :

“Persekutuan Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata
yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Persekutuan dengan
Firma merupakan Persekutuan Perdata khusus. Kekhususannya
terletak pada tiga unsur mutlak yang dimilikinya sebagai tambahan
pada unsur Persekutuan Perdata, yaitu.”

1. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 K.U.H.D) maksudnya adalah
adanya unsur :
a. Kegiatan yang dilakukan itu secara terang-terangan.
b. Kegiatan itu juga dilakukan terus menerus dan
¢. Bertujuan mencari laba.,

2. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 K.U.H.D) maksudnya
adalah bahwa nama yang dipakai di dalam Firma dapat merupakan
a. Nama salah seorang sekutu.

¥ Abdulkadir Muhammad. Jbid. hal.21-23
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b. Nama salah seorang sekutu ditambah dengan Bersaudara, and
companis.

c. Nama serhua sekutu (singkatan).

d. Nama dari jenis usaha yang dijalankan.

(5 ]

Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk
keseluruhan (Pasal 18 K.U.H.D) vaitu tanggung jawab renteng
bagi perjanjian-perjanjian/perikatan-perikatan (hoofdelijk voor het
geheel aansprakelijk). ‘

Mendirikan Persekutuan Firma :

Untuk mendirikan Firma tidak disyaratkan harus secara
tertulis, hal ini dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 22 K UH.D
bahwa “tiap-tiap Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta
otentik, akan "tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat
dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Ketentuan Pasal 22 K U.H.D ini membingungkan, dimana
kalimat yang pertama memberikan arti bahwa untuk mendirikan
Pefsekutuan Firma diperlukan akta otentik untuk keabsahannya; tetapi
kalimat selanjutnya membawa akibat kalimat yang pertama tidak
mempunyai arti.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Persekutuan
dengan Firma cukup apabila sudah ada kata sepakat, sedangkan fungsi
akta hanya sebagai alat pembuktian adanya Firma. Dalam praktek,
orang mendirikan Firma selalu dengan Akta Pendirian bahkan secara
otentik (di depan Notaris), sebab Akta Pendirian mempunyai fungsi
sehagai alat pembuktian yang kuat tentang adanya sebuah Firma.

Apalagi Pasal 22 K.UH.D ini jika dihubungkan dengan Pasal 23
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K.U.H.D tentang kewajiban pendaftaran Akta Pendirian dan Pasal 28
K.U.H.D tentang kewajiban pengumuman akta pendirian.

Pasal 23 KUHD : “Para sekutu diwajibkan untuk mendaftarkan
akta pendirian Firma di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri setempat”.

Pasal 28 KUHD  : “Para  sekuti diwajibkan pula untuk
- mengumumkan petika akta pendirian dalam
Berita Negara Republik Indonesia”. :

Sebagai suatu kewajiban maka apabila Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD

tidak dilaksanakan akan terkena sanksi yang diatur dalam Pasal 29

KUHD yang berbunyi :

1. Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung,
maka terhadap pihak ketiga persekutuan Firma itu harus dianggap
sebagai persekutuan umum, ialah untuk segala urusan.

2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dan

Seolah-olah tiada seorang sekutu yang dikecualikan dari hak
bertindak dan hak untuk menandatangani Firma itu.

(U]

Para pendiri Firmapun harus mendaftarkan Akta Pendirian pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum Firma berada sesuai
dengan ketentuan Pasal 23 KUHD. Di samping itu para pendiri juga
diharuskan mengumumkan Akta Pendirian dalam Berita Negara
Republik Indonesia. Dalam praktek pengurusan ini semua biasanya
sudah diseraehkan kepada Kantor Notaris. | |
Modal Firma

Modal Firma seperti halnya pada Persekutuan Perdata juga

dari pemasukan anggota sekutu. Modal suatu Persekutuan sangat
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tergantung daripemasukan masing-masing sekutu, yang menurut
ketentuan Pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata menetapkan bahwa tiap-
tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke

dalam kas persekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini

i

dapat terdiri atas™ :

1. Uang, atau ~

2. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan
(inbreng), misalnya : rumah/gedung, kendaraan bermotor/truk, alat
perlengkapan kantor, kredit, manfaat/kegunaan atas suatu benda,
good-will, hak pakai dan sebagainya.

3. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

Kepengurusan Firma

Kekuasaan tertinggi dalam Firma berada pada para sekutu
(Firmant) secara keseluruhan, yang memutuskan segala persoala.n
dengan musyawarah untuk mufakat. Pengurusan Firma dilakukan oleh
sekutu yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan dapat
ditentukan sekaligus pada waktu pendirian atau diatur dalam
perjanjian tersendiri (Pasal 32 KUHD). Pengurus dapat pula diangkat
dari orang luar (bukan gnggota sekutu), bila diantara anggota sekutu
dipandang kurang mampu untuk dapat melakukan kepengurusan.
Apabila ternyata tidak ditentukan siapa yang harus melakukan
kepengurusan maka dianggap semua anggota sekutu berhak

melakukan kepengurusan.

3% Purwosutjipto, apcit. Hal. 20
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Pada prinsipnya keluarnya sekutu dapat mengakibatkan

" bubarnya persekutuan, demikian juga masuknya sekutu baru harus

mendapat persetujuan dari semua anggota sekutu.

Pertanggungan jawab sekutu Firma

Pada prinsipnya tiap-tiap sekutu Firma vyang tidak
dikecualikan berhak melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga
atas nama Firma (Pasal 17 KUHD). Disinilah letak perbedaan yang
prinsipil antara anggota sekutu Firma dengan sekutu Persekutuan
Perdata. Di dalam persekutuan dengan Firma, tiap sekutu Firma bebas
melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan itu
otomatis mengikat sekutu yang lain.

Sesuai ketentuan Pasal 18 KUHD walaupun sebelumnya
hubungan hukum itu belum Iﬁendapat persetujuan dari sekutu yang
lain maka tanggung jawab para anggota sckutu adalah secara pribadi
untuk seluruhnya terhadap perikatan persckutuan. Berbeda dengan
Persekutuan Perdata, hubungan hukum itu hanya mengikat sekutn
yang melakukan hubungan hukum saja, kecuali hubungan hukum itu
sebelumnya mendapat kuasa dari sekutu yang lain atau hubungan

hukum itu sudah menimbulkan manfaat bagi sekutu yang lain.
1

Pembagian keuhtungan dalam Persekutuan Firma
Dalam Persekutuan Firma pembagian keuntungan dapat
diperjanjikan di dalam Akta Pndirian, jika tidak diperjanjikan

sebelumnya maka pembagian keuntungan seimbang dengan
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pemasukannya (Pasal 1633 a yat 1 KUH Perdata). Dengan catatan
bahwa yang memasukkan tcnaga kerja diperhitungkan sama dengan
yang memasukkan uang atau benda terkecil (Pasal 1633 ayat 2 KUH
Perdata). Bagi sekutu yang merugikan Firma harus memberikan ganti
kerugian kepada Firma (Pasal 1630 KUH Perdata).

Bubarnva Persekutuan dengan Firma

Sebelum Persekutuan dengan Firma dibubarkan, menurut
ketentuan Pasal 32 KUHD para pengurus Firma diwajibkan untuk
melakukan pcmberésan dimana dalam masa pemberesan int semua
hak dan kewajiban Firma diselesaikan. Semua hutang-hutang Firma
dibayar, semua piutang ditagih, kalau masih ada kekayaan dan Firma
wajib dibagi diantara para sekutu dan dibagi menurut asas
keseimbangan, kalau mengalami kerugian harus ditanggung bersama.

Setelah fase pemberesan selesai maka resmilah Firma bubar,
untuk Firma yang dibubarkan sebelum jangka waktu berdiri habis
maka pengurus Firma wajib mendaftarkan dan mengumumkan
pembubaran tersebut, sehingga Persekutuan Firma dapat berakhir
karena :

1. Tujuan untuk mana Firma didirikan telah tercapat,

2. Musnahnya benda persekutuan,

3. Karena kehendak seorang atau beberapa orang anggota sekutu,

4, Seorzlmg sekutu pailit, dibawah pengampuan atau meninggal dunia,

5. Jangka waktu berlakunya Firma berakhir dan tidak diperpanjang.




33

Ad. 2. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD dari Pasal
19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Menurut ketentuan dalam Pasal
19 KUHD : “Persekutuan Komanditer adalah persekutuan Firma yang
mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer”. Jadi
persekutuan ini mirip dengan persekutuan Firma, hanya bedanya

menurut Sutantya dan Sumantoro’ di dalam CV terdapat dua macam

sekufu yaitu :

a Sekutu Kompelementer atau sekutu aktif diebut juga sekutu
pengurus, adalah sekutu yang tidak hanya memasukkan sejumlah
uang/benda/tenaga kerjanya- saja ke dalam persekutuan, tetapi
sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum
serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. '

b Sekutu Komanditer adalah sekutu yang hanya memasukkan uang,
benda atau tenaga kepada persekutuan seperti apa yang telah
disanggupkannya dan urituk itu berhak menerima keuntungan dari
persekutuan. '

Mendirikan Persekutuan Komanditer

Mendirikan Persekutuan Komanditer sama dengan Firma,
karena Persekutuan Komanditer sebenarnya juga berasal dari sebuah

Firma, sehingga harus memenuhi persyaratan Firma berdasarkan Pasal

1 23 KUHD. Hanya dalam Persekutuan Komanditer tidak ditentukan
untuk melakukan publikasi. Tetapi di dalam prakiek para sekutu
secara suka rela menundukkan diri pada asas publisitas tersebut,

schingga organisasi- inj dikenal oleh pihak ketiga. Seperti

' R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, 1995. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan.

Bentuk-bemtnk Peruschaan yang berlaku di Indonesia. Jakarta : Perseroan Terbatas Raja
Grafindo Persada. Hal 34
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dikemukakan oleh 1.G Rai Widjaya® mendirikan CV bisa dilakukan
secara tertulis atau secara lisan, batk dengan akta otentik ataupun
dibawah tangan, juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan
pendaftaran dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.

Kepengurusan Persekutuan Komanditer

Kepengurusan dalam Persekutuan Komanditer dilakukan oleh .,

sekutu  Kompelementer, sedang sekutu Komanditer tidak
diperkenankan melakukan kepengurusan, walaupun 1a diberi kuasa
sekalipun (Pasal 20 KUHD). Apabila sekutu Komanditer turut
melakukan kepengurusan maka kepadanya akan diperlakukan
sebagaimana layaknya sekutu Kompelementer yaitu pertanggungan
jawab secara pribadi untuk seluruhnya (Pasal 21 KUHD). Sekutu
Komanditer vang terkena sanksi Pasal 21 KUHD ini tak ubahnya
scbagai seofrang Firman yang lalu bertanggung jawab secara pribadi
untuk keseluruhan atas hutang-hutang Firma pada pihak ke-3.

Di dalam Persekutuan Komanditer harus selalu ada 2 (dua)
macam sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Komposist ini harus
selalu dipertahankan, karena tanpa salah satu anggota sekutu ini maka

tidak ada Persekutuan Komanditer.

3 1.G. Rai Widjaya, 2000, Hukum Perusahacn, jakarta : Kesaint Blanc, Hal 52-53




Pertanggungan fawab dalam CV

Persekutuan Komanditer dan Persekutuan dengan Firma
_digolongkan ke dalam bentuk usaha yang tunduk pada hukum
Persekutuan yaitu bentuk usaha dengan ciri khas sebagai berikut :
a. Adanya tanggung jawab pribadibagi anggota sekutu untuk

kepentingan hutang-hutang persekutuan, dan

b. Eratnya hubupgan pribadi antar anggota sekutu

Firma dan CV seringkali disebut sebagai Persekutuan orang
yaitu lebih mengutémakan Il<epada akumulasi orang daripada sebagai
akumulasi modal. Kedua Epersekutuan tersebut bukan merupakan
Badan Hukum, wakaupun ada sarjana yang berpendapat Firma dan
CV adalah badan hukum yang belum sempurna seperti dikutip oleh
Purwosutjipto daripendapat Eggens dan beberapa sarjana lainnya_33
Eggens seorang Guru Besar pada Recthshogeschool (RHS) di Jakarta
menganggap bahwa persekutuan Firma itu adalah badan hukun:L
Pendapat itu juga didukung dengan suara terbanyak pada Konggres
para Sarjana Hukum tahun 1936 di Jakarta.

Dalam Persekutuan Komanditer karena ada 2 (dua) macam
sekutu maka ada 2 (dua) jenis hubungan hukum, vaitu hubungan

" hukum ke dalam dan hubungan hukum ke luar.** Hubungan hukum ke

dalam meliputi hubungan kerja antara sesama sekutu komplementer

dan antar sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Hubungan

33 Lihat Purwosutjipto, Opcit. Hal 62-63
3 Abdulkadir Muhammad. Opeir. Hal. 64
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hukum ke luar meliputi hubungan hukum antara sekutu dan pihak

ketiga. Demikian pula perrtanggungan jawab para sekutu dibedakan

- antara sekutu Komplementer dengan sekutu komanditer. Sekutu

Komplementer pertanggungan jawabnya adalah secara pribadi untuk

keseluruhan, sedangkan sekutu Komanditer pertanggungan jawabnya

hanya sebesar pemasukan atau inbrengnya saja (Pasal 20 KUHD)
Kecuali sekutu Komanditer ini telah melampau batas kewenangannya
yaitu turut serta mencampuri kepengurusan, maka akan terkena sanksi
Pasal 21 KUHD.

Karena Persekutuan Komanditer pada hakekatnya adalah
Persekutuan Firma, maka cara berakhirnya Firma juga berlaku pada
Persekutuan Komanditer (Pasal 31 KUHD), yaitu dapat terjadi apabila
a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Akta Pendirian;
b. Pengunduran diri atau pemberhentian sekutu sebelum waktunya

berakhir, dan
¢. Akibat perubahan Akta Pendirian.
Ad, 3, Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan terjemahan dari Naamloze
Vennootschap (NV). Mulai dikenal di Indonesia bersamaan deengan
berlakunya Wetboek Van Koophandel di Hindia Belanda tahun 1848,
setelah kemerdekaan Indonesia pengaturan tentang Perseroan Terbatas
hanya satu kali mengalami perubahaﬁ yaitu tentang system hak suara

dari pemegang saham Perseroan Terbatas (Pasal 54 KUHD).




Bentuk usaha ini semula diatur dalam KUHD yaitu mulai

Pasal 36 sampai dengan Pas:al 56 dengan lahirnya UU Nmor | Tahun

i

1995 tentangn Perseroan Tefbatas pengaturannya menjnjadi 129 pasal.
Hal ini merupakan langkéh yang sangat maju bagi Pemerintah
Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat
ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal,
tidak mempertimbangkan lagi I;ltar belakang dari pemegang sahamnya
terutama pada jenis Perseroan Terbatas Terbuka. Hubungan antar
pribadi para pemegang saham bukan lagi menjjadi pertimbanga:n
utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam
dalam saham Perseroan Terbatas tersebut.

Apakah dalam kenyataan motivasi pembentukan Perseroan
Terbatas merupakan asosiasi modal ? Banyak penulis meragukan,
tetapi factor kelaziman merupakan salah satu factor yang mungkin
mempengaruhi seseorang dalam memilth pembentukan Perseroﬁn
Terbatas.” Di samping itu Perseroan Terbatas merupakan bentuk
usaha yang disukai masyarkat disebabkan pertanggqngjawabannya
yang terbatas, juga memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya
untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada orang lain ataupun
kepada Perseroan Terbatas tersebut. Menurut Sri Redjeki Hartono™,
Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi tampil dalam kiprah

pembangunan ekonomi di Indonesia dapat disebabkan karena

% Rudhi Prasetya. 1995. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung : PTCitra Aditya
bakti. Hal.40.
36 8ri Redjeki hartono, 2000. Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung : Mandar Maju.




beberapa nilai lebih yang melekat pada Perseroan Terbatas itu sendiri
yaitu

“bahwa Pt pada umumnya mempunyai kemampuan unntuk
mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan
sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuuntunngan baik
bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang
saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini (Perseroan Terbatas)
sangat diminati oleh masyarakat.”

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah
“badan hukum yang didirikan - berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Pasal 1 angka 1 UU
Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995). Dari definisi di atas ada 5
(lima) hal pokok yang merupakan unsur-unsur dari Pt yaitu :
1. Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum,
2. Didirikan berdasarkan perjanjian,
3. Menjalankan Usaha tertentu,
4, Mempunyai. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

dan

5. Memenuhi persyaratan Undang-undang.
Ad.1). Unsur pcrtama Perseroan Terbatas merupakan suatu

badan hukum

Badan hukun adalah badan yang memenuhi syarat keilmuan

sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta

kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau
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. pengurusnya. Kedudukannya disamakan dariharta perorangan,
sehingga bisa digugat dan menggugat. Sebagai organisasi ekonomi
Perseroan Terbatas telah memenuuhi ciri-ciri sebuah badan hukum

yaitu®’ :

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pendiri ;- . .

Hérta kekayaan merupakan modal dasar perseroan yang terdiri atas
seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat 1 UU No. 1 Tahun
1995); dan bias berupa uang, dan atau dalam bentuk lainnya (Pasal
27 ayat 1 UU No. 1 Tahun 195).

b. Mempunyai tujuan tertentu
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 butir b UU No. 1 Tahun
1995, bahwa maksud dan tujuan kegiatan perseroan dimuat dalam
Anggaran Dasar yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Karena perseroan menjalankan
perusahaan, maka tujuan utama perusabaan adalah mencari
keuntungan dan atau laba.

¢. Mempunyal kepentingan §endiri_ yang terlepas dari kepentingan
para anggotanya.
Sebagai institusi yang berbadan hukum, perseroan melakukan
sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh
Direksi mendapatkan nasehat dan pengawasan Komisaris (Pasal 97

UU No. 1 Tahun 1995).

7 Chidir Ali, ,1987. Badan Hukum, Baﬁdung : Alumni, ,hal.97
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d. P;danya organisasi yang teratur.
Organisasi yaﬁg teratur dalam Perseroan Terbatas dapat kita lihat
dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 1995, yang
menyebutkaﬁ bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum
Pemlegang Saham, Direksi dan Komisaris. Keteraturan organisasi
ini jga dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995,
juga dari Anggaran dasarnya dan dari Rapat Umum Pemegang
Saham.

Ad.2). Unsur kedua Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan

perjanjian.

Perseroan Terbata*is adalah badan hukum wyang didirikan
berdasarkan perjanjian (Paéal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1995).
Sebagai konseluensinya harus ada minimal 2 (dua) orang atau lebih
pemegang saham, ,yang setuju mendirikan perseroan dengan
dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk Anggaraﬁ Dasar.
Kemudian dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di muka Notaris,
dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan
didirikan. UU No. 1 Tahun 1995 ;nengatﬁr lebih lanjut dalam Pasal 7
ayat (1(, (2), (3), dan (4) dengan pengecualian Pasal 7 ayat (5).

Timbul perrtanyaan disini, perjanjian manakah yang dipakai
unntuk mendirikan perseroan ? Apakah perjanjian seperrtti yang
dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata atau perjanjian jenis lain.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KULH Perdata adalah “suatu perbuatan
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dengan mana satu orang atau lebth mengtkatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih”.

Perjanjian menurut Pasal 1 KUH Perdata ini akan
mengakibatkan :

» Perjanjian itu mengikat para pendiri,

» Perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antar pendiri,

» Kedudukan para pendiri saling berhadapan,

¢ Apabila salah satu wanprestasi, maka pihak lainnya bias menuntut.

Menéenai perjanjjian ini belum ada kesepakatan diantara para
sarjana, hanya ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan scbagai
acuan vaitu ;

s Menurut Molengraaft seperti didukung pendapat Purwosutjipto38
bahwa untuk mendirikan perseroan dasarnya adalah perjanjian
seperti apa yang dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata.

» Polak berpendapat lain bahwa ntuk mendirikan perseroan dasarnya
bukan perjanjian seperti yang dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata
tetapi perjanjian jerﬁs lain. Perjanjnian yang dimaksud Polak ini
adalah “suatu perjanjian, tetapt mereka para pendinj tidak saling
mengikat dirinya pada yang lain, melainkan mereka masing-
masing mchgucapkan keterangan yang bersifat sepihak (eenzijdig)
dan berrbunyi sama, ialah mereka mcnghendéki berdirinya secbuah

persekutuan”. Perjanjian ini merupakan jenis tertentu yang

*# Purwosutjipto. Opeit. Hal.10-11
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mengikat antara para pendiri dengan badan baru. Sehingga
kedudukan antara para pendiri sejajar atau saling berdampingan.
Apabila salah satu pendiri wanprestasi maka yang berhak
menuntut adalah badan‘ baru tersebut (tentu saja diwakili oleh

3

pengurus).

Ad.3). Unsur ketiga adalah menjalankan usaha tertentu

Kegiatan yang dilakukan perseroan tertentu dalam bidang

ekonomi; baik industri, perdagangan, maupun jasa yang bertujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba. Menjalankan usaha tentunya

membutuhkan modal, dan terbagi dalam saham. Menilik kembali

ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa suatu perjanjnian hanﬁa

sah jika :

Ada kata sepakat bagi mereka yang mengadakan perjanjian,

Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, d alam

pengertian bahwa para pihak mampu melakukan perbuatan hukum,

Adanya suatu obyek tertentu yang diperjanjikan,

Perjanjian tersebut ‘meliputi sesuatu yang halal, maksudnya
diperkenankan oleh unndang—undaﬂg, tidak bertentaﬁgan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan.

Melihat ketentuan diatas menunjukkan obyek Perseroan

Terbatas adalah dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan

untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Sehingga tidak
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dapat mendirikan perseroan apabila belum mempunyai tujuan dan
kegiatan usaha yang jelas.
Ad.4) Unsur keempat Perseroan Terbatas mempunyai modal
yang séluruhnya terbagi dalam saham

Perseroan Terbatas sebagai institusi berbadan hukum
mempunyai hak dan kewajiban yangmendiri, yang terlepas dari hak
dan kewajiban dari para pemegang saham maupun para pengurusnya.
Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas harus
mempunyai modalyang terpisah dari kekayaan dari para pemegang
saham dan pengurusnya. Saham merupakan bentuk konkrit dari modal
perseroan, vaitu bagian dari pemegang saham di dalam perusahaan,
yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat
saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Dalam UU No. 1 Tahun 1995
ditentukan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian
saham pada saat perseroan didirikan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun
1995. Menurut ketentuan undang-undang bahwa pada saat perseroan
didirikan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar perseroan tersebut harus sudah ditempatk:an (Pasal 26
Avat 1 UU lNo. 1 Tahun 1995). Setiap penempatan modal tersebut,
50% (lima puluh persen) daﬁ nilai nominal setiap saham ang
dikeluarkan harus telah disetor Pasal 26 Ayat (2) UU No. 1 Tahun
1995, dan sisanya (50%) lagi atau seluruh saham yang telah

dikeluarkan harus sudah penuh pada saat pengesahan perseroan oleh
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Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan bukti penyetoran

- yang sah (Pasal 26 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1993).

Ad.5) Unsur yang kelima Perseroan Terbatas harus memenuhi

persyaratan undang-undang

Setiap Perseroan Terbatas wajib memenuhi persyaratan
dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan juga peraturan pelaksanaannya.
Mulai dari pendiriannya, beroperasinya, hingga berakhimya suatu
Perseroan Terbatas. Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi
olehpendiri perseroan adalah Akta Pendirian harus dibuat di muka
Notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman
dan Hak-hak Asasi Manusia. Sebagaimana ditentukan bahwa terhadap
perseroan berlaku undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas), Anggaran Dasar perseroan dan peraturan
perundang-undangan lainnyﬁ.

Organ Persercan

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum memili_ki
segala hak dankewajiban seperti halnya orang perorangan. Untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya itﬁ tentunya dibutuhkan suatu
organ. Sebagaimana dinyatakan dalanﬁ Pasal 1 angka ke-2 Undang-
ndang No. 1 Tahun 1995 bahwa organ Perseroan terdiri atas : RUPS,

Direksi dan Komisaris. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan
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dengan ketentuan dalam KUHD yang tidak cukup lengkap dan jelas

pengaturan tenteng organ Perseroan Terbatas.”
¢ Organ RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
RUPS semula dalam KUHD hanya disebut dalam 1 pasal
saja yaitu Pasal 55 ayat 2 KUHD, tetapi sekarang dalam UU No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diatur sendiri dari

Pasal 63 sampai dedngan Pasal 78 UU No. 1 Tahun 1995.

menixebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
| adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi dan Komisaris”. Kewenangan tersebut merupakan
kewenangan ekslusil yang tidak dapat diserahkan kepada organ

lain yang telah ditetapkan datam UU No. 1 Tahun 1995 dan

Anggaran Dasar*’. Kewenangan ckslusif yang diberikan UU No. 1

Tahun 1995 akan tetap berlangsung selama UUPT tersebut tidak

mengalami perubahan, sedangkan kewenangan ekslusif dalam
Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan ‘d‘apat diubah
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun
1995. rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangannya

sendiri, dan kewenangan tersebut menﬁrut Pasal 63 ayat (1) UU

No.l Tahun 1995 tidak diberikan baik kepada Direksi maupun

¥ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta :
PTRaja Grafindo Perkasa. Hal.1
* Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Opcit. Hal.78

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 1995 )
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Komisaris. Adapun kewenangan eksklusif RUPS yang ditetapkan
dalam UU No. 1 Tahun 1995 adalah :
1. Kewenangan untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar

(Pasal 14),

ro

Kewenangan untuk menetapkan Pengurangan Modal (Pasal

37),

9%

. Pemeriksaan, Persetujuan, dan Pengesahan Laporan Tahunan

(Pasal 60), :
4, Penetapan Penggunaan Laba (Pasal 62),
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, ,Komisaris (Pasal

80, .91 dan Pasal 92),
6. Kewenangan Penetapan Penggabungan, Peleburan dan

Pengambilalihan (Pasal 105), dan
7. Penetapan Pembubaran Perseroan (Pasal 105).
Direksi

Organ Direksi menurut Pasal 80 ayat 92) UU No. 1 Tahun

1995 untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan oleh para
pendirri dengan cara men@ntumkan nama dan susunan anggota
Direksi dalam Akta Pendirian. Selanjutnya pengangkatan tersebut
' dilakukanl oleh RUPS, untuk jangka waktu tertentu dengan
kemungkinan dapat diangkat kembali. Menurut ketentuan Pasal 79
ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 kepengurusan Perseroan Terbatag

dilakukan oleh Direksi, artinya ketentuan itu menugaskan Direkst
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untuk mengurus perseroan schari-hari. Kepengurusan itu antara
lain menjalaﬁkan pembukuan, membuat neraca laba/rugt tahunan,
mengundang RUPS, mewakili perseroan di dalam maupun di luar
Persidangan (Pasal 86 UU No. [ Tahun 1993).

Setiap anggota Dircksi wajib dedngan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan
usaha perseroan. Mengingat tugas Direksi itu berat, maka dalam
Pasal 79 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa *“untuk
Perseroan yang bidang usahanya mengérahkan dana masyarakat,
menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka
wajib mempunyai paling sedikit 2 orang Direks1”.

¢ Komisaris

Dalam UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995
keberadaan Komisaris diperlakukan secara wajib dalam struktur
organisasi Perseroan Terbatas yang menurut ketentuan dalam KUHD
Komisaris itu tidak wajib diadakan. Sepertti halnya Direksi, untuk
pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan
mencantumkan susunan dan nama Komisaris itu -dalam Akta
Pendirian. Komisaris sebagai salah satu organ dalam perseroan
mempunyai kewenangan serta kewajiban yang ditetapkan délam
Anggaran Dasar, demikian ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) UU No.
1 Tahun 1995. selain melal;ukan pengawasan, Komisaris seolah-olah

i .
mewakili kepentingan dari seluruh pemegang saham. Komisaris
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bertugas mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi,
serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu Direksi
dalam menjalankan tugasnya. Komisaris yang dianggap lalai dalam
melakukan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan
dapat diajukan gugatén ke Pengadilan.

Modal Perseroan

Mengelola suatu persercan diperlukan adanya modal, yang
disebut modal dasar perseroan. Modal perseroan dibedakan antara

modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor."’

¢ Modal dasar (authoried capital) adalah kekayaan berupa uang
yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya
perseroan.

¢ Modal ditempatkan (placed capital) adalah kekayaan berupa uang

yang telah ditentukan presentasenya dari modal yang disanggupi
oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan.

e Modal disetor (paid up capital} adalah kekayaan berupa uang yang
telah ditentukan presentasenya dari modal ditempatkan yang harus
dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan. Struktur
modal ini dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Undang-unndang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa
modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp 20.000.000,- (Pasal

25 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995). Modal Perseroan Terbatas terdiri

dari saham-saham, sero atau andil yaitu merupakan tanda bukt

keikutsertaan seseorang pada suatu perseroan, juga merupakan tanda
bukti hak dari pemiliknya atas bagian keuntungan yang diperoleh

suatu perseroan. Saham ini terdiri dari bukti deviden dan talon, bukti

deviden dipergunakan uuntuk mendapatkan bagian keuntungan suatu

' Abdulkadir Muuhammad. Opciz. Hal 29
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Perseroan Terbatas pada satu tahun buku (jika keuntungan itu
memang ada).

Talon adalah tanda untuk memperoleh bukti deviden baru.
Deviden sendiri artinya adalah bagian keuntungan suatu Perseroan
Terbatas (setelah dikurangi gaji, cadangan, dsb) yang dibagikan

kepada para pemegang saham.

Jika pada suatu tahun buku Perseroan Terbatas tidak

memperoleh laba bahkan menderita rugi maka kepada pemegang

saham tidak diberikan deviden. Saham ini dapat dikeluarkan dalam

bentuk :

e Saham atas nama, yaitu saham dimana pemiliknya dicantumkan
dalam saham tersebut, atau

e Saham atas tunjuk, yaitu saham yang didalamnya tidak
dicantumkan nama pemiliknya.

Kedua jenis saham ini dibedakan pula dalam cara
peralihannya. Untuk saham atas nama, bila akan dialihkan maka harus
mendapat persetujuan teélebih dahuhiu dari Direksi maupun
Komisaris Perseroan Terbataé, sedang untuk saham atas.tunjuk dapat

demikian saja dialihkan tanpa prosedur apa-apa.

Penvebab bubarnya Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1995 suatu

Perseroan Terbatas dapat menjadi bubar dikarenakan :
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a. Jangka waktu berdirinva yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
telah berakhir, -dan tidak diperpanjang lagi (biasanya untuk 75
tahun).

b. Keputusan dari RUPS (2/3 modal Perseroan Tel;batas diwakili dan
2/3 yang hadir menyetujut).

¢. Penetapan Pengadilan.

Setelah Perseroan Terbatas bubar belum berarti keberadaan
Perseroan Terbatas itu berakhir, karena masih ada yang disebut
dengan fase pemberesan. Fase pemberesan adalah fase dimana
Perscroan Terbatas sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan.
Kegiatan yang boleh dilakukan hanyalah kegiatan untuk menagih
semua piutang Perseroan Terbatas dan pembayaran semua hutang-
hutangnya. Dalam fase pembere_san ini, semua hutang-hutang
Perseroan Terbatas harus sudah dilunasi (sering diumumkan dalafn
mass media, kepada pihak ke-3 yang mempunyai piutang pada
Perseroan Terbatas agar segera menagih). Siapakah yang
melaksanakan pemberesan ? Yang melakukan pemberesan adalah
Direksi dengan diawasi olch para Komisaris (kecuali dalam Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas ditentukan lain).

Setelah fase pemberesan selesai, ,para pemberes harus
membuat laporan mengenal tugas-tugas yang dilaksanakannya.
Laporan ini ditandatangani oleh para pemmberes dan Komisaris

Perseroan Terbatas dipertanggungjawabkan pada RUPS terakhir. Jika
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setelah pemberesan selesai ternyata masih ada saldo, maka saldo
dibagi rata diantara para pemegang saham. Kemudian semua buku-
buku perseroan disimpan oleh orang yang telah ditunjuk dalam
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, bila dalam Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas tidak ditentukan maka dapat ditentukan dalam

RUPS terakhir tersebut. Bila tidak dapat diputuskan, maka dapatlah \

mohon kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan siapa
yang harus menyimpan buku-buku atau arsip Perseroan Terbatas yang
bersangkutan.

Kepailitan Perseroan Terbatas

Perseroan Terba‘casi Imerupakan badan hukum, sebagaimana
hainya dengan orang-persézorangan dapat dijatuhi putusan pailit.
Sedangkan kepailitan pada badan usaha non badan hukum Firma sama
dengan Persekutuan Komanditer, kepailitannya adalah kepailitan dari
para sekutu. Tetapi kepailitan Persekutuan Komanditer hanya
menyangkut sekutu komplementer atau sekutu aktif saja. Kepailitan
diatur dalam UU No. 4 PRP/1998 yang.scmula merupakan Perpu No.
1 Tahun 1998 yang mengubah dan menambah | Failisement
Verordening S. 1995 — 217 jo S. 1906-348.

Sebagai syarat permohonan kepailitan hanya dapat diajukan
kepada debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak
membéyar sedikitnya satu utang (pokok/bunganya) yang telah jatuh

tempo dan telah dapat ditagih (Pasal 1 UU Kepailitan). Dalam Pasal 2
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UU Kepailitan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh
penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan
Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum
debitur, jadi dimintakan kepada hakim oleh kreditur Perseroan .
Terbatas.

Perseroan Terbatas dinyétakan pailit apabila Perseroan
Terbatas tersebut telah berhenti membayar hutang-hutangnya. Bila
suatu Perseroan Terbatas dijatutii putusan pailit, tetapi kemudian
mengajukan perdamaian (akwr/accord) maka berakhirlah kepailitan
tersebut, Perseroan Terbatas kembali berjalan lagi. Jika tercapai
perdamaian maka Persefoan Terbatas akan kehilangan penguasaan
atas harta kekayaannya. Penguasaannya kemudian beralih pada Balai
Harta Peninggalan (wesskamer), dan Balai Harta Peninggalan yang
akan menyelesaikan segala urusan hutang-piutang Perseroan Terbatas.

Dalam hal kepailitan Perseroan Terbatas terjadi karena
kesalahan/kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup
untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap
anggota Direksi secara tanggung renteng bertangguhg jawab atas
kerugian itu (Pasal 90 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995).

Perseroan Terbatas di Indonesia
a. Latar Belakang berdirinya Perseroan Terbatas di Indonesia
Setiap bangsa tentu mempunyai tujuan dan cita-cita

yanghendak dicapai dalam hidup bersamanya. Tujuan dan cita-cita itu
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ditetapkan atas dasar suatu landasan atau asas tertentu, dan selalu
diupayakan oleh bangsa tersé:but uuntuk dapat diselenggarakan dalam
kehidupan bersamanya. Tuj Lll’:lIl dan cita-cita tersebut selalu diusahakan
apar terwujud wnenjadi kenyataan atau realita. Untuk itu dibutuhkan
suatu cara pandang yang harus dimiliki oleh suatu bangsa.

Proses dan pengalaman histories bangsa Indonesia
membangkitkan reaksi terhadap penjajahan dalam bentuk usaha
memerdekakan diri, serta mencari jati diri sebagai suatu bangsa. Di
bidang ekonomi saat itu dapat dikatakan sepenuhnya dikuasai oleh
penjajah Belandg. Semula VOC (Vereenigde Qost Indische
Companigne) menguasai perdagangan di seluruhh Nusantara.
Kemudian setelah VOC runtuuh maka-.bentuk-bentuk usaha swasta
berdasarkan WVK (Wetboek Vun Koophandel) yang berlaku secara
konkordan sejak tahun 1848 di Hindia Belanda serta perusahaan milik
pemerintah Hindia Belanda yang menggantikannya.

Perseroan Terbatas yang dulunya dikenal dengan NV itu
bukan' lembaga usaha yang asli Indonesia, tapi lembaga usaha asing
yang dibawa masuk ke Indonesia bersamaan masuknya WVK di
Indonesia (Hindia-Belanda sejak tahun 1848). Tampaknya Bangsa
Indonesia sendiri (Golongan Bumi Putra) ternyata tidak bias
memanfaatkan secara baik lembaga ini. Hal ini karena lembaga

tersebut sama sekali aing bagi bangsa Indonesia.
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Lembaga yang dinamakan Perseroan Terbatas itu adalah
lembaga vyang lebih bersifat individual, karena sifatnya yang
merupakan akumulasi modal. Karenanya tidak menghiraukan légi
siapa pemilik modal tersebut, ,dan yang penting adalah modal/bukan
orangnya. Padahal bangsa Indonesia lebih bersifat menyukai
paguyuban atau kelompok bukan patembayan dimana kepentingan
individunya menonjol. Hal-hal inilah yang menyebabkan lembaga
Perseroan Terbatas/NV tidak bisa berkembang.

Pemerintah Belanda kemudian membuat sebuah lembaga yang
mirip PT/NV yang disebut IMA (Indonesische Maatschapij op
Andeelen), tetapi lembaga inin juga tidak berkembang di kalangan
Bumi Putra. Justru yang dapat memanfaatkan lembaga usaha Perseroan
Terbatas ini adalah warga keturunan asing khususnya Tionghoa. Hal
ini wajar karena pada waktu itu kedudukan golongan Timur Asing
Tionghoa adalah sebagai pedagang perantara, yang menghubungkan
antar pengusaha bangsa Belanda dengan Bumi Putra (baik sebagai
konsumen atau produsen hasil pertanian).

Wajarlah  golongan Timur Asing Tiongﬂoa mampu
memanfaatkan lembaga usaha PT/NV dalam kegiatan usahanya,
karena pada umumnya memang golongan Timur Asing Tionghoa sejak
dari daerah asalnya di daratan China memang pedagang, terutama
yangmendarat di Pulau Jawa. Sédangkan golongan Bumi Pufra sama

sekali tidak punya pengalaman sebagai pedagang, apalagi dalam
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lingkup yang lebih luas (padagang besar). Karena sejak dulu golongaﬁ
Bumi Putrta berkedudukan sebagai konsumen/produsen hasil
pertanian,

Tahap perkembangan lebih lanjut adalah proklamasi
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang
merupakan detik penjebolan tata hukum Indonesia. Dengan
- diberlakukannya Pasal II Aturan Peralihan maka berlakulah semua
ketentuan jaman kolonial sebelum ada ketentuan yang baru (termasuk

pengarutan tentang Perseroan Terbatas).

Jadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

Tentang Perseroan Terbatas telah terjadi diskriminasi yang
menyebabkan dualisme dalam permberlakuan hukum pereroan.
Tampaknya hal ini memang dikehendaki oleh pemerintah kolonial
Belanda, yang waktu itu membedakan golongan penduduk dan hukum
yang berlaku bagi mereka. Bagi golongan Eropa atau yang
dipersamakan berlaku ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56
KUHD. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra berlaku ketentuan
Ordonansi Maskapai Andili Indonesia. Baru sekarang ini-WNI asli
banyak yang berhasil di i)idang usaha, bahkan beberapa sempat
menjadi konglomerat deﬁgan bentuk usaha yang dipilih adalﬁh

Persercan Terbatas.
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Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja pergantian

pengaturan tentang Perseroan Terbatas dari KUHD ke UU No, 1

Tahun 1995 ada 4 alasan seperti diuraikan di bawah ini* :

).

2).

4).

Karena peraturan tentang perseroan yang diatur dalam KUHD
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang pesat.
KUHD dibuat lebih dari seratus tahun yang lalu, tentu saja sudah
tidak bisa mengimbangi perkembangan ekonomi saat ini. Apalagi
sckarang dibuthkan pengaturan bidang hukum ckonomi yang
menunjang pembangunan nasional.
Adanya dualisme Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Seperti disebutkan di atas sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun
1995 telah terjadi dualisme pengaturan tentang Perseroan Terbatas
yaitu ; : 2
a. Pada Buku I Bab III Bagian III Pasal 36 sampai dengan Pasal
56 KUHD (Wetboek Van Koophandel, Staatsbiad 1847 : 23)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 4
Tahun 1971 (per tanggal 7 Maret 1996), dan
b. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonansi op de
Indonesische Maatschappij op Aandelen) yang diatur dalam
Staatsblad 1939 No. 569 jo No. 717 per tanggal 7 Maret 1999.
Keduanya merupakan warisan kolonial yang tentu saja suah tidak
sesuai lagi karena tidak berakar pada Pancasila dan UUD 1945,

. Perlu adanya unifikasi dan kepastian hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memacu
pembangunan nasional, dan untuk menjamin kepastian dan
penegakan hukum, diperlukan sarana penunjuang antara lain
tatanan hukum yang mampu mendorong menggerakkan, dan
mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang
ekonomi. Khususnya adalah kesatuan dankepastian hukum
mengenai Perseroan Terbatas sebagai pilar pembangunan ekonomi
nasional.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Sebagai wujud pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-
dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
yaitu pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk
mufakat, kepentingan bersama lebih diutamakan, perlindungan
terhadap kepentingan umum, perlindungan terhadap pemilik
saham minoritas, mencegah persaingan tidak sechat, mencegah
timbulnya monopoli maka dibutuhkan pembaharuan hukum
perseroan. '

2 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Opcit. Hal.2-3
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Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas merupakan suatu perubahan yang mendasar di
dalam hukum perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan pertama

keluar dari kungkungan salah satu kodifikasi yaitn WVK atau KUHD.

Melalui UU No. 1 Tahun 1995 banyak dilakukan terobosan dengan

dimuatnya konsepsi-konsepsi Hilkum perseroan yang baru, sehingga
dipandang mempunyai nilai lebih dibanding dengan bentuk usaha lain.
Kgbedaraan Perseroan Terbatas di Indonesia semakin banyak disukai
orang dalam upaya mencari keuntungan, karena sifatnya yang lebih
fleksibel itu. |
b. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroani Terbatas tidak dapat kita jumpai dalam
KUHD hanya istilahnya Esaja yang disingkat dengan Perseroan
Terbatas. Dalam KUHD pengertian Perseroan Terbatas itu hanya
tersirat pada pasal-pasal seperti di bawah ini :

Pasal 36 ayat ] KUHD yang menyebutkan “Perseroan Terbatas
tak mempunyai sesuatu Firma, dan tak memakai nama salah seorang
atau lebth dari para peseronya namun diambilnyalah nama pereroan itu
dari tujuan perusahaannya semata-mata”, Dapat diartikan bahwa
Perseroan Terbatas iti tidak menggunakan nama salah seorang atau
lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan mempei;oleil

namanya dari tujuan perusahaannya saja.
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Pasal 36 ayat 2 KUHD mengisyaratkan bahwa sebelum suatu
Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka Akta Pendifian harus
dimohonkan pengesahan terlebih dahulu epada Menteri Kehakiman,
dan pengesahan juga harus dilakukan apabila ada perubahan baik pada
syarat-syarat pendiriannya maupun perpanjangan waktu bagi perseroan
tersebut. Dari  ketentuan tersebut pembuat undang-undang
menghendaki agar suatu Perseroan Terbatas itu sah, maka harus
dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 40 ayat 1 KUHD menentukan bahwa modal perseroén
terdiri dari saham atas nama atau saham atas pembawa, sedang ayat (2)
nya menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas
pada jumlah nominal dari saham-saham yang similikinya. Hal ini
menunjukkan balﬁva pada Perseroan Terbatas ada kekayaan terpisah
antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pemegang sahamnya.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam UU No. 1 Tahun 1995
ditentukan secara tegas, dan dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 1 UU
No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut peresroan adalah
badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut definisi tersebut, di atas tampak jelas unsur-unsur

Perseroan Terbatas. Merupakan suatu bentuk badan hukum, dengan

dasar pendiriannya adalah pérjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih,
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modal dasarnya terbagi dalam saham-saham, dan harus memenuhi
ketentuan undang-undang.

Pengertian Perséroan Terbatas menurut Purwoswtjipto43 adalah
“persekutuan yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari
sero-sero  atau saham-sah?ﬁ] (aandel, aktien), sedangkan kata
“terbatas” itu tertuju pada ta:nggung jawab pemegang saham atau sero
yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham
yang dimilikinya”, Dari definisi tersebut tampaknya beliau secara tegas .'
berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan
hukum seperi halnya dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang modalnya
terdiri dari saham-saham. Lebih lanjut oleh Beliau dikatakan bahwa
kata “terbatas™ menunjuk pz;.‘da tanggung jawab pemegang saham yar;g
terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian dalam hal-
hal tlertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab
terbatas pemegang saham tersebut bisa dihapus, yang dikenal dengan
istilah piercing the corporate veil **
¢. Macam-macam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dilihat dari besarnya ‘modal dan jumlah
pemegang saham serta perolehan sahamnya, dapat dibedakan menjadi
2 (dua) macam, yaitu® :

1. Perseroan Terbatas Tertutup (private) dan

3 purwosutjipto. Opcit. Hal.85

*1.G. Rai Widjaja. Opcit. Hal4

** R.T. Sutantya R. Hadikusuma. Sumantoro. 1995. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Jakarta
: rajawali Pers. Hal 43-44
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2. Perseroan Terbatas Terbuka (public)

Dalam hal Perseroan Terbuka pada akhir nama persefoan

- ditambah singkatan kata “Tbk™ (Pasal 13 ayat 3 UU No. 1 Tahun

1995), ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPT secara tidak langsung
memberikan pengertian adanya Perseroan Terbatas Tertutup dan
Perseroan Terbatas Terbuka. Berbeda dengan KUHMHD yang tidak
pernah menyebut baik tentang Perseroan Terbatas Tertutup rﬁaupun
Perseroan Terbatas Terbuka. Perseroan Terbatas Tertutup atau
Perseroan Terbatas Bi_asa% adalah Perseroan Terbatas yang didirikan

dengan tiada maksud menjual sahamnya pada masyarakat luas (bursa)

dengan ‘kata lain Perseroan Terbatas Tertutup didirikan tanpa

sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal. Perseroan Terbatas °

Tertutup biasanya pemegang sahamnya atau peseronya terbatas di.
kalangan sendiri/teman sendiri. Pada Perseroan Terbatas Tertutup
masih ada sifat kepribadian; biasanya sahamnya pun bersifat atas nama
(op naam). Beberapa sarjana menamakan bentuk Perseroan Terbatas
yang demikian sebagai Perseroan Terbatas keluarga, ka;ena umumnya
sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluai‘ga.

[stilah Perseroan Terbatas Terbuka dapat ditemui dalam Pasal 1
ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :
“Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang

melakukan penawaran umum, sesual dengan peraturan perundang—
undangan di bidang pasar modal”.

“¢ 1.G. Rai Widjaja. Opcit. Fal.140
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Pengertian Perseroan Terbatas Terbuka juga dirumuskan dalam
UU No. 8 Tahun 1995 dengan menggunakan istilah Perusahaan Publik
(Pasal 1 angka 6 jo. angka 13, 15, 20 dan 22 UU No. 1 Tahun 1995).
“Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah memiliki
sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan
memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,0 (tiga
miliar rupuah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

.Menurut Ahmad Yaﬁi dan Gunawan Muhammad Perseroan
Tcrbatés Terbuka bersifat khusus, hal ini tampak dalam bc—bérapa
rumusan UU No. 1 Tahun 1995 yang memberikan perlakuan khusus
bagi Perseroan Terbatas Terbuka berupa :

1. Pemberian nama harus disertai singkatan “Tbk” (Pasal 13 ayat 3);

2. Besarnya modal dasar minimum yang berbeda dengan perusahaan
tertutup (Pasal ;?.5 ayat 3);

3. Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tabunan persroan untuk
diperiksa oleh akuntan publik (Pasal 59 ayat 1) sebelum
perhitungan tahunan tersebut dapat disahkan oleh RUPS (Pasal 59
ayat 2);

4, Kewajiban untuk mengumpulkan hasil perhitungan yang telah
disahkan oleh RUPS dalam surat kabar (Pasal 59 ayat 4);

5. Kewajiban mengumumkan akan diadakan RUPS (Pasal 70 ayat 1);

6. Kewajiban untuk memiliki sekurang-kurangnya dua orang Direktur

(Pasal 79 ayat 2) dan dua orang Komisaris (Pasal 94 ayat 2).
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Untuk hal-hal lain yang tidak ada dalam ketentuan tersebut,
maka berlaku ketentuan séperti pada Perseroan Tertutup. Jadi apa yang
dinamakan Perseroan Terbatas Terbuka adalah suatu Pérseroan
Terbatas yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui pasar
modal dalam rangka memupuk modal untuk infestasi usaha, yang
disebut dengan “go public”.

Menurut 1.G. Rai Widjaya Perseroan Terbatas dapat dibedakan
antara lain®’ ;

I. Perseroan Terbatas Biasa yaitu badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 serta
peraturan pelaksanaannya,

2. Perseroan Terbatas PMDN atau Perseroan Terbatas dalam rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu penggunaan bagian dari
kekayaanmasyarakat INDonesia, termasuk hak-hak dan denda-
denda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun oleh Swasta
Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang
disisthkan atau vang disediakan guna menjalankan suatu usaha
sepanjajng modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan
pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan UU No. 1
Tahun 1967 tentang PMA.

3. Perseroan Terbatas PMA atau Perseroan Terbatas dalam rangka

Penanaman Modal Asing yaitu hanya meliputi penanaman Modal
Asing secara langsung yang dilakukan menurut atan berdasarkan
ketentuan-ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan
yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam
arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari
penanaman modal tersebut.
Sedangkan yang dimaksud dengan Modal Asing adalah alat
pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

4, Perseroan Terbatas PERSEROQO atau Perseroan Terbatas Perusahaan
Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk
Perusahaan Negara atau Pengadilan Negeri yang kemudian demi

71.G.Widjaya. Opcir. Hal.13-14
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efisiensi diubah menjacii i)entuk Perseroan Terbatas sesuai dengan

UU No. 1 Tahun 1995 yang modalnya seluruh atau sebagian

merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Langkah-langkah Persercan Terbatas untuk menjadi sebuah
Badan Hukum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada umumnya tidak dapat
dipisahkan dengan kebijakan | politik ekonomi yang sangat be"salr_
pengaruhnya terhadap politik hukum khususnya dibidang perusahaan.
Bertolak dari perkembangan khususnya pengaturan tentang Perseroan
Terbatas, ada beberapa nilai lebih yang melekat dan berbeda dengan
badan usaha lain schingga bentuk usaha ini semakin diminati
masyarakat,
Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai sarana hukum
yang mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan
pembangunan dibidang ekonomi, baik saat ini maupun dimasa yang
akan datang, khususnya dalam rangka menghadapi globalisasi
dibidang ekono;ﬁi yang‘ sangat berpengaruh terhadap dqnia usaha di
Indonesia®®. Sejalan dengan adanya berbagai kemudahan “yang
tersedia, bentuk badan usaha Perseroan Terbatas memberikan peluang
beursaha semakin terbuka. Bahkan dalam perkembangannya
Perseroan Terbatas semakin mempunyai kemampuan untuk

mengembangkan diri.

* Undang-undang Nomor | Tahun 1995. Tentang Penjelasan. Jakarta : Sinar Grafika. 1996




64

Menurut Sri Rejeki Hartono® Perseroan Terbatas tampil
sebagai organisasi ekonomi dalam kiprah pembangunan ckonomi di
Indonesia disebabkan beberapa hal, antara lain
I). Perseroan .Terbatas mempunyai kemampuan menghimpun dana

lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu
eksistensinya.

2). Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan mengembangkan diri
tanpa mempengarvhi cksistensinya.

3). Perseroan Terbatas dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi
jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional
maupuﬁ internasional,

4). Perseroan Terbatas mampu melakukan kerjasama antara
perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dimya termasuk
siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham)

Dengan karakteristiknya tersebut diatas Perseroan Terbatas
sangat disukai masyarakat iusaha, bukan sekedar undang- undang,
pemerintah  mewajibkan ic,uatu kegiatan usaha tertentu harus
diusahakan oleh organisasi ekonomi yang berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas Undang-Undang tidak memberikan penjelesan
mengenai ciitentukannya Perserqan Terbatas scbagai bentuk

organisasi ekonomi yang harus menyelenggarakan suatu kegiatan

usaha tertentu. Keadaan ini dapat dikatakan bahwa tampakny':a

¥ Sri Redjeki Hartono. 2000. Opcit. Hal 4
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pemerintah memberikan kepercayaan kepada Perseroan Terbatas
sebagai suatu organisasi ckonomi yang berbau liberal, untuk menjadi
pelaku ekonomi dalam bidang usaha tertentu. Demikianlah i’erseroan
Terbatas tampil scbagai bad?m hukum yang cukup dominan dalam
kegiatan usaha di Indonesia disamping badan hukum yang lain.
Tampilnya Perseroan Terbatas tersebut tentunya dapat menimbulkan
pengaruh luas dibidang perekonomian.

Menurut ketentuan UU.No.1 Tahun 1995, untuk mendirikan
perseroan harus ada sedikitnya 2 ( dua ) orang sebagai pihak, kerane
UU No.1 Tahun 1995 menganut asas perjanjian. Pendirian perserloan
dibuat dalam 1 (satu) akta yang meliputi susunan modal dan
pemegang saham, karena perscoran merupakan asosiasi modal. Untuk
mengatur kegiatan perseroan harus dibuat Anggaran Dasar dengah
Aka Notaris. Dalam menjalankan kegiatannya ada hal- hal perseroan
yang harus disesuaikan, seperti modal, maksud dan tujuan perseroan.
Oleh karena itu perlu diadakan perubahan- perubahan, Terhadap Akta
Pendirian yang dibuat pada tanggal 7 Maret 1996 dan sesudahnya
sudah barang tentu Anggaran Dasamnya harus dibuat sesuai dengan
ketentuan UU.No.! Tahun 1995 dan beberapa Peraturan Pemerintah
sebagai pelaksanaanya serta ke—tentuan perundang- undangan lainnya.

Dengan berlakunya U.U.No,1 Tahun 1995 akan berdampak
besar terhadap tata cara pendirian sebuah perseroan. Sccara garis

besar, pada prinsipnya mereka mau tidak mau harus mengadakan
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penyesuaian- penyesuaian dalam batas waktu selambat- lambatnya
tanggal 7 Mar¢t 1998. Keharusan melakukan penyesuaian tersebut
sesuai dengan ketentuan yang térrnuat dalam ketentuan Peralihan
U.U.No.1 Tahun 1995 yang diatur dalam pasal 125.

Ada 4. langkah yang harus dilakukan oleh para pendiri dalam
mendirikan- Perseroan Terbatas agar nantinya tujuan Perseroan
Terbatas dapat tercapai, vaitu
1). Dimulai dari pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas;
2). Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Menteri
Kehamikan;
3). Pendaftaran Aka Pendirian berdasarkan UU.No.3 Tahun 1982, dan
4). Mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik
{ndonesia.
a. Pemhuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas
Dalam mendirikan Perseroan Terbatas yang paling penting
untuk diperhatikan adalah syarat-syarat apa yang harus dipenubhi,
yait’: |
] Sebagaﬁ bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan oleh
sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum); ketentuan
ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap
mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang- kurangnya

dua orang,
2 Dibuat dengan Akta Notaris

% Abdulkadi Muhammad. Opeir. Hal.11-30
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Dalam bahasa Indonesia

4 Mencantumkan perkataan Perseroan Terbatas (atau Perseroan

Terbatas Tbk untuk Perseroan Terbatas Terbuka)

Disahkan oleh Menteri Kehakiman

6 Didaftarkan berdasarkan U.U.No.3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan termasuk semua perubahannya;

7 Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya;

8 Untuk Perseroan Terbatas tertutup, ditentukan besarnya modal

dasar sekurang- kurangnya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-

kurangnya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal

dasar. Dari modal yang ditempatkan ini pemegang saham wajib

untuk menyetor 50% (lima puluh persen) sebagai modal setor pada

saat perseroan didirikan, dan sisanya pada saat perseroan

L5 ]

W

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Demikian juga °

setiap perubahan- perubahan atas;

* Nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan;

* Perpanjangan jangka waktu perseroan;

* Peningkatan dan atau penurunan modal;

* Perubahan status Perseroan Terbatas dari tertutup menjadi

terbuka, dan sebaliknya;
* Penggabungan, peieburan dan pengambilalihan.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka barulah ékan berlakti
bagi pihak ketiga. Untuk segala perubahan atas anggaran dasar
Perseroan Terbatas, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari
Menteri Kehakiman dan HAM, untuk kemudian didaftarkan dalam
daftar perusahaan dan selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara.

Perseroan Terb:atas meruﬁakan suatu bentuk kerjasama di
bidang usaha yang harus didirikan dengan suatu akta otentik (Pasal 38
KUHD). Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 akia itu discbut
dengan Akta Notaris. Baik dalam KUHD maupun dalam UUPT No. 1

Tahun 1995 selanjutnya disebut dengan Akta Pendirian. Akta Otentik
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tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendirikan sebuah Perseroan

Terbatas’'.

KUHD tidak menyglf:butkan secara tegas tentang isi Akta
Pendirian suatu i’erseroan Terbatas , hanya dalam beberapa pasal yaitu
Pasal 36 ayat 3; Paseﬂ 37 ayat 1 dan ayat 4; Pasal 45 ayat 2; Pasal 48;
Pasal 49 ayat 1; Pasal 50; Pasal 53: Pasal 54 ke(4) dan pasal 56 KUHD
dapat diketahui tentang apa yang dapat dan yang tidak dapat diatur
dalam Akta. Akan tetapi tidak disebutkan secara fegas ketentuan-
ketetuan itu dimasukan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas . Hal tersebut berbeda dengan dengan ketentuan
dalam UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 yang secara tegas
dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“ Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain,

sekurang- kurangnya:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
dan kewarganegaraan pendiri;

2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,

tempat tinggal, dan kewarganeraan anggota Direksi dan Komisaris

yang pertama kali diangkat; dan

Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham,

rincian  jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang

diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada

saat pendirian”. '

8]

Pasal 8 (2) UU No.1 Tahun 1995 menyebutkan tentang hal yang tidak-
boleh dimuat dalam akta pendirian, yaitu:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

U Sr Redjeki. 1980. Bentuk-bentuk kerjasama dalam dunia niaga. Semarang : IKIP Semarang
Press. Hal.50




69

2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri

atau pihak lain.

KUHD sama sekali tidak pernah menyebut- nyebut tentang
Anggaran Dasaf suatu Perseroan Terbatas hanya dalam praktek
serta dalam buku-buku literatur dapat diketahui bahwa Akta

Pendirian suatu Perseroan Terbatas itu mengandung juga apa saja

yang harus diatur dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas. *.

Isi Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas hanya dapat diketahui
dalam praktek. Berbeda dengan KUHD dalam UU Perseroan
Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 secara tegas dinyatakan pada Pasal
8 ayat (1) nya bahwa : “ Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar
...” Dan seterusnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 UU Perseroan
Terbatas No.l Tahun 1995 disebutkan tentang hal- hal yang
setidak-tidaknya dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas, yaitu sebagai berikut;

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;

2. Maksud dan tujuan serta usaha perseroan yang sesuai dengan

peraturan perundang—-undangan yang berlaku;

Jangka waktu berdirinya perseroan;

4. Besarmnyz jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan
modal yang disetor;

5. Jumlah saham, jumiah klasifikasi saham apabila ada berikut
jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak- hak yang melekat
nada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham,

6. Susunan jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komasaris;

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

8. Tata cara pemelihan, pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan

10. Ketentuan- ketentuan lain menurut Undang- Undang ini

w




70

Sehingga menurut UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dapat diketahui
dengan jelas, hal-hal yang sekurang- kurangnya harus dimuat baik
dalam Akta Pendirian maupun dalam Anggaran Dasar suatu
Perseroan Terbatas.

Untuk pemakaian nama Perseroan diatur dalam Pasal 13
UU No.1 Tahun 1995 (terdiri dari 4 ayat) dan dijabaran lebih lanjut
dalam PP No.26 Tahun 1998. Bagi suatu perseroan, nama seperti
halnya identitas bagi orang- perorangan merupakan salah satu jati
diri perseroan dan membedakannya dengan perseroan lain. Dalam
PP No.26 Tahun 1998 Pemerintah menghimbau agar nama
perseroan mempergunakan Bahasa Indonesia dan tunduk pada
kaedah-kaedah baku bahasa Indonesia pula. Hal ini perlu
diperhatikan terutama bagi perseroan yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh orang- peroangan WNI atau badan hukum Indonesia.
PP No.26 Tahun 1998 melarang perseroan memakai nama yang
sama, mifip maupun berkonotasi dengan merek- merek terkenal,
kecuali penggunaan nama tersebut telah disetujui oleh pemeééng
hak yang sah. Dengan ketentuan ini tampaknyé pemerintah
memproteksi pemilik merek.

Tempat kedudukan merupakan istilah hukum untuk

menyatakan tempat berada atau alamat suatu badan hukum.

Sebagai suatu badan hukum perseroan mempunyai tempat
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kedudukan, yaitu tempat dimana perseroan didirikan, beralamat,
dan melakukan perbuatan- perbuatan hukum.

Dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa
perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara
Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat
perseroan. Pérseroan wajib  memilih alamat, ditempat
kedudukannya, yang harus disebut antara lain dalam surat
menyurat, dan melalui alamat mana perseroan tersebut dapat

dihubungi.

b. Permohonan pengesaha:n Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas H

Merupakan langkah berikutnya setelah Akta Pendirian dibuat,
jalah permohonan Pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan Hak
Hak Asasi Manusia. Baik KUHD maupun UU Perseroan Terbatas
No.1 Tahun 1995 mengatur tentang hal ini sebagai berikut:
Pasal 36 ayat 2 KUHD menentukan bahwa:
“ Sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri sendiri dengan sah,
maka Akta Pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus

disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk
mendapat pengesahan

Pasal 7 ayat (6) UU Perseroan Terbatas No.l Tahun 1995

menyebutkan:

“ Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri
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Menurut ketentuan Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 KUHD,
permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang
diberikan oleh Menteri Kehakiman dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
kriteria yaitu :

a. Pengesahan bersyarat (Pasal 37 ayat 3 KUHD), artinya Menteri
Kehakiman dapat membubarkan Perseroan Terbatas vyang
bersangkutan demi kepentingan umum.

b. Pengesahan tidak bersyarat (Pasal 37 ayat 4 KUHD), dalam hal ini
Perseroan Terbatas hanya dapat dibubarkan setelah mendengar
ﬁemyataan Mahkamah Agung bahwa para pengurus Perseroan
Terbatas yang bersangkutan telah lalai memenuhi akan ketentuan-
ketentuan dan syarat- syarat dalam Akta Pendirian Perseroan
Terbatas tersebut,

Adakalanyé ditentukan dalam Pasal 37 ayat 2 KUHD, bahwa
permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga dapat
ditolak oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila ditolak, maka
alasan penolakan itu harus diberitahukan agar dpat diketahui oleh
pemohon. Alasan penolakan tidak akan diberitahukan kepéda pemohon,
jika pemberitahuan itu dianggap tidak baik.

UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 tidak mengatur
tentang kriteria pengesahan seperti dalam KUHD, UU Perseroan

Terbatas No.1 Tahun 1995 hanya mengenal dua kemungkinan yaitu:
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1 Permohonan pengesahan itu diterima (dapat diketahui dari bunyi
Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2); dan

2 Permohonan pengesahan itu ditolak (Pasal 9 ayat 3). Dalam hal
permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan itu harus
diberitahukan kepada pemohonan secara tertulis beserta alasannya
dalam waktu 60 hari setel%h berkas permohonan diterima.

KUHD maul:)un UUi Perseroan Terbatas No.l Tahun 1995,
tidak mengatur tentang jangka waktu beberapa lama suatu Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dimohonkan
pengesahan kepada Mentert Kehakiman. Hanya dalam UU Perseroan
Terbatas No.l Tahun 1995 telah ditentﬁkﬁn tentang jangka waktu
pemberian pengesahan dan penolakan permohonan pengesahan, yaitu
60 hari setelah permohonan diterima (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No.1
Tahun 1995). Hal tersebut tidak dijumpai dalam KUHD, sehingga
menurut KUHD tidak dapat diketahui berapa lama pengesahan Akta
Pendirian itu harus diberikan olch Menteri Kehakiman.

Pada fase ini(setelah pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri
Kehakiman), bagi suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu
momentum yang sangat penting, sebab sejak saat itu Perseroan
Terbatas mulai berstatus badan hukum. Hanya saja kalau dibandingkan
antara pengaturan dalam KUHD dengan pengaturan dalam UU No.1
Tahun 1995, terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam KUHD tidak

pernah disebutkan sejak kapan Perseroan Terbatas berstatus sebagai
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badan hukum, kita hanya dapat mengetabuinya menurut kebiasaan
dalam praktek. Merupakan suatu langkah yang maju bahwa dalam UU
No.1 Tahun 1995 secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) bahwa
~ Perseroan Terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum sejak Akta
Pendiriannya disahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Ditegaskan oleh Normin.S Pakpahanﬂ, bahwa status badan
hukum perseroan diperoleh seteah Akta Pendirian disahkan oleh
Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 UU No.1 Tahun 1995). Menurut
beliau dengan diperolehnya status badan hukum, maka perseroan
merupakan badan mandiri sebagai subyek hukum (persona standi in
judicio) terlepas dari adanya hubungan dengan pemegang saham
meskipun pemegang saham terdiri dan orang- orang yang sama yang
secara ekonomis merupakan kesatuan. Oleh karena itu perbuatan yang
dilakukan oleh perseroan harus dipandang sebagai perbuatan yang
dilakukan oleh perseroan itu sendiri, seakan-akan perseroan seperti
halnya manusia alamiah yang dapat melakukan perbuatan hukum.
Sebagai konsekwensinya segala tanggung jawab yang timbul dar
perbuatan tersebut hanya dpat dibebankan atau dipikul oleh badan
hukum itu sendiri, terlepas dari orang perorangan yang melakukan
perbuatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut. menuru‘t Normin.S Pakpahan apabila status badan

hukum Perseroan‘Terbatas itu dikaitkan Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995

*? Normin S. Pakpahan. 1995. Hukum Perusahaan I;rzfanes{a. Jakarta : Proyek Elips.
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tentang kewajiban pendaftaran dan pengumum;m, akan menimbulékan
pertanyaan kenapa Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai ditentukan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.1 Tahun 1995 masih
bertanggung jawab renteng ?.

Pasal 7 ayat 6 UU No.l Tahun 1995 menyebutkan:

“ Perseroan memperoleh status badan hukum setelab Akta Pendirian
disahkan Menteri . .

Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995 berbunyi:

“ Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka
Direkst secara tanggung renteng bertangung jawab atas segala
perbuatan hukum yang dilakukan perseroan “.

Sesual uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut beliau
perseroan yang sudah memperoleh pengesahan dar menteri Kehakiman
merupakan Perseroan Terbatas yang sudah berstatus sebagai badan
hukum yang sempuma. Sedangkan ketentuan Pasal 23 UU No.1 Tahun
1995 tentang sangsi atas -pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran
dan pengumuman hanya merupakan sangsi bagi Direksi yang tidak
melaksanakan ketetuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.1 Tahun 1995.

Menurut penﬁlis pendapat Normin ini sesuai dengan ketentuan
dalam UU No.1 Tahun 1995, yang tidak mempermasalahkan tentang

perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas dengan ketentuan

Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.1 Tahun 1995.
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Menurut Rudhi Prasetya™ selama Perseroan Terbatas belum
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, maka Perseroan Terbatas
itu masih belum ada, baru “akan” ada; oleh karena itu tidak mungkin
dimintakan pertanggung jawabannya kepada Perseroan Terbatas nya.
Rudhi Prasetya yang mewakili pendapat para sarjana bahwa adanya
Perseroan Terbatas yang belum begbadan hukum sempurna dan yang
sudah berbadan hukum sempurna hanya didasarkan pada anggapan
tentang tidak adanya pemisahan harta kckaya-un dircksi  dengan
keayaan perseroan. Jadi hanya n;enunjuk kepada sangsi pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 39 KUHD atau Pasal 23 UU No.l Tahun
1995 setelah KUHD tidak berlaku lagi.

c. Pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas

Pasal 38 ayat 2 KUHD antara lain menyebutkan: Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang sudah
memperoleh pengesahan dain' Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan
oleh para pesero dalam Reéister Umum yang disediakan untuk itu di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan menurat UU
No.1 Tahun 1995 dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan;

“ Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaiaman
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6)

*3 Rudy Prasetya. 1995. Opcit. Hal. 164
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Mencermati antara ketentuan pendaftaran yang diatur dalam KUHD
dengan ketentuan pendaftaran dalam UU No.1 Tahun 1995 tersebut:,
tampak telah terjadi peralihan .kewenangan bagi lembaga yang
berwenang untuk melakukan pendaftaran Akta Pendirian dan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Semula menurut KUHD,
Kepaniteraan Pengadilan Negeri didaerah hukum Perseroan Terbatas
berkedudukaniah yang berwenang melakukan pendaftaran (Pasal 38
ayat 2 KUHD). Kemudian setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1995,
kewenangan ini beralih ke lembaga yang berwenang menelola Daftar
Perusahaan (Pasal 21 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995).

Daftar Perusahaan yang dimakgud menurut penjelasan Pasal

21 ayat (1) UU No. | Tahun 1995 adalah :

......... daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.”

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan dalam Pasal 1 huruf a tentang Ketentuan Umum, yang
dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah :
...... daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan
ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan
pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh
setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dan
kantor pendafiaran perusahaan.”

Lembaga yang mengelola Daftar Perusahaan serta melakukan
pendaftaran menurut UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan, adalah Departemen  Perdagangan ¢/q Kantor

Perdagangan. Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 huruf ¢
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tentang Ketentuan Umum UU No. 3 Tahun 1982 yang berbunyi :
“Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
perdagangan.” Selanjutnya jﬁga dapat diketahui dalam Penjelasan
Umum atas UU No. 3 Tahun 1982 kalimat terakhir yang berbunyi :

“Pengaturan  penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar
Perusahaan menurut Undang-undang imi dilakukan oleh Pemerintah

dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang
perdagangan.” '

Karena pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Pcrséroan Terbatas menurut UU I:;IO. 1 Tahun 1995 mengacu kepada
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,s erta tidak
ada ketentuan lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksanaan, maka
cara dan tempat serta waktuf pendaftaranpun harus sesuai dengan UU
No. 3 Tahun 1982. Adapunlcara dan tempat serta waktu pendaftaran
menurut UU No. 3 Tahun 1982 diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi

sebagai berikut :

[—

. “Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran
yang ditetapkan olch Menteri pada kantor tempat pendaftaran
perusahaan”.

2. “Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor

perusahaan yaitu :

a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;

b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu
perusahaan atau kantor anak perusahaan;

c. di tempat kedudukan kantor agen dan perwakilan perusahaan
yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian”.

“Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada

kantor pendaftaran di Ibu Kota Propinsi tempat kedudukannya”.

(WA

Dengan demikian pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas juga harus dilakukan dengan cara mengisi
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formulir pendaftaran yang sudah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1)

UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut.

Kemudian penyerahan formulir pendaftaran * dilakukan seperti

ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a UU No. 3 Tahun 1982, yaitu
“ditempat kedudukan kantor perusahaan”, mengingat bahwa salinan
resmi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang
sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman itu berada
pada kantor perusahaan/kantor pusat dari Perseroan Terbatas yang
bersangkutan. Hal ini juga berhubungan dengan penentuan kedudukan
hukum dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yaitu di wilayah
hukum di tempat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas didaftarkan.

\: Jangka waktu pendaftaran Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995, diatur dalam Pasal
21 ayat (2) yang menentukan paling lambat 30 (tiga puluh) haﬁ
setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal
penerimaan laporan. Sedangkan jangka waku pendafiaran menurut
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan diatur dalam
Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut : “Pendaftaran wajib
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai
menj aIankar; usahanya”. _

Mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995

dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
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ada perbedaan pengaturan tentang jangka waktu pendaftara. Dalam
UU No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa jangka waktu pendaftaran
adalah 30 (tiga puluh) hari, sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 1982
jangka waktu pendaftaran adalah 3 (tiga) bulan. Apakah perbedaan ini
dapat menimbulkan masalah ? Menurut hemat penulis tidak, sebab
jangka waktu pendaftaran y?ang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun
1995 lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu pendaftaran
yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982, Apabila Direksi Perseroan
Terbatas mendaftarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas nya dalam tenggang waktu 30 hari setelah Akta Pendirian
dan Anggaran Dasar itu disahkan oleh Menteri Kehakiman, tentunya
perbuatan Direksi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diatur
dalam UU No. 3 Tahun 1982. |
Hanya saja apabila Direksi Perseroan Terbatas tersebut
mendaftarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
nya melampaui tenggang waktu 30 hari setelah pengesahan diberikan
oleh Menteri Kehakiman maka Direksi Perseroan Terbatas tersebut
telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU
No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut | |
“Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan
atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan”.
Sebagai akibat hukumnya tentu saja Direksi akan terkena sanksi Pasal

23 UU No. 1 Tahun 1995.
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d. Pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas
Setelah Akta Pendirian dan Anggaran dasar Perseroan itu
didaftarkan,  selanjutnya- para  pesero  diwajibkan  untuk
mengumumkannya dalam Berita Negara (Pasal 38 ayat 2 KUHD).
Kewajiban mengumumkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas setelah pendaftaran, dalam UU No. 1 'Tahun 1995

diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia™.

2. “Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran”.

“Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

(¥ ]

Jika kita cermati ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHD
dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1995 dapat
diketahui bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995 telah diatur tentang
tenggang waktu pengumuman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas yaitu paling lambat 30 hari sejak Akta Pendirian
dan Anggaran Dasar Perserioan Terbatas telah didaftarkan (Pasal 22
ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995;).

e. Perseroan Terbatas sebagai organisasi berbadan hukum

Keberadaan perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas telah

lama dipergunakan di Indonesia. Pengaturan Perseroan Terbatas




82

dalam KUHD tidak ada satu pasalpun yang menyatakan perseroan
sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995
tentang' Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan bahwa perseroan
adalah badan hukum (Pasal 1 angka 1).

Status badan hukum diperoleh Perseroan Terbatas scjak Akta
Pendiriannya “disahkan” Menteri Kehakiman. Menurut ketentuan
KUHD status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan
dalam Berita Negara Republik ‘Indoncria. Ini berarti bahwa KUHD
lebih menekankan pada asas publisitas, sedangkan UU No. 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas memisahkan antara pengesahan dan
publikast, dan lebih menekankan pada pengesahannya. Dengan status
badan hukum perseroan memenuhi syarat keilmuoan sebagai
pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan
sendiri terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, dan dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum
diwakili oleh Direksi yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar perseroan.

Konsep “badan hukum” adalah konsep hukum yang baik sekali
karena memecahkan beberapa masalah hukum. Jadi Perseroan
Terbatas sebagai badan hukum
1. Merupakan subyek hukum tersendiri yang dapat melakukan

tindakan hukum (persona standi injudicio) sehingga mempunyat
hak dan kewajiban sendiri;

2. Mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para
pemegang saham Perseroan Terbatas.

¥ Kartini Muljadi. 1995. Beberapa dampak Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun
1995. makalah : Jakarta ‘*
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3. Mempunyai pemegang-pemegang saham dengan hak dan
kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
dan peraturan perundang-undangan; dan

4. Mempunyai pengurus dan tanggung jawab juga hak sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas disahkan olch
Menteri Kehakiman dan HAM, barulah Perseroan Terbatas:
mempunyai status sebagai badan hukum. |

Sifatnyapun menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan
institusi yang tidak berbadanl hukum, sebab institusi ini bersifat
akumulasi modal bukan akumulasi orang (sebagaimana dalam
Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
atau (CV). Perseroan Terbatas ini juéa bersifat unik, karena menurut

hukum (UU) setelah lewat fase tertentu (disahkannya Akta Pendirian
i

oleh Menteri Kehakiman dan HAM) lalu bermetamorfosa menjadi
suatu institusi yang berstatus badan hukuk (legal emtity) yang dapat |
mendukung hak dan kewajiban layaknya orang-perorangan.

5.  Kepengurusan

Menjalankan perbuatan Pengurusan dan Kepemilikan

.hﬁ

Tugas dari pengufus adalah melakukan kegiatan-kegiatan tertentu,
yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menjalankan pengurusan.
Perbuatan pengurusan (dalam arti iuas) dibedakan menjadi>

1. Menjalankan pekerjaan pengurusan atau pemeliharaan (daden van
beheer); dan :

% Rudy Prasetya. Loc.cit
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2. Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan sitilah lain sebagai
menjalankan pekerjaan “penguasaan” (daden van eigendom atau daden
van beschiking).

Ad.1) Perbuatan pengurusan atau pemeliharaan (daden van beheer)

Menjalankan perbuatan pengurusan dalam pengertian (dadén van
beheer) adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari
dalam hubungan dengan tujuan persekutuan bersangkutan®™. Dengan kata
lain perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan selalu berhubungan dengan
tujuan persekutuan, berkenaan dengan jalannya usaha persekutuan sehari-
hari (ordinary course of business).

Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang menyangkut hukum
'benda maupun hukum perjanjian. Ketentuan di dalam KUH Perdata yang
mengatur perbuatan pengurusan cukup banyak. Praduga yang dipakai oleh
pembuat undang-undang adalah apabila tidak diatur secara khusus, para
sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa supaya yang satu
melakukan pengurusan bagi yang lain (Pasal 1639 ayat 1 KUH Perdata).

Prinsip penting dalam perbuatan pengurusan adalah bahwa para
sekutu hanya boleh bertindak dengan persetujuan bulat dipertahankan, tanpa
terlalu mengekang kebebasan masing-masing sekutu. Selanjuinya menurut
ketentuan Pasal 1636 KUH Perdata bahwa sekutu yang berdasarkan
perbuatan pengurusan atau pemeliharaan meskipun tindakannya tidak

disetujui oleh sekutu lainnya, asalkan ia beretindak dengan itikad baik.

%6 Rudy Prasetya. Loc.cit
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Ad.2) Perbuatan penguasaaﬁ (beschikkingsdaden)
Perbuatan penguasaan adalah semua perbuatan yang mengakibatkan

perubahzin-pérubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat -akan
| keadaan-keadaan dalam kenyatannya®. Menurut Rudhi Prasetya yang
dimaksud dengan perbuatan penguasaan adalah perbuatan itu tidak secara
langsung ﬁlenyangkut bidang usaha yang menjadi tuyuan dari
persckutuan®®. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus perbuatan
penguasaan, karena adanya kaidah bahwa perbuatan penguasaan oleh para
sekutu hanya dapat dilakukan den{gan sah atas persetujuan lebih dahulu dari
sekutu yang lain atau perbuatan lgenguasaan itu telah nyata-nyata memberi
manfaat dan sudah dinikmati bersama oleh para sekutu. Ini berarti bahwa
masing-masng sekutu mempunyai hak veto tentang perbuatan pemilikan,
yang tentunya harus mereka jalankan dengan itikad baik.

b.  Prinsip Pengurusan Perseroan Terbatas oleh suatu organ

Keberadaan suatu organ dalam KUHD pengaturannya sangatla:h

kurang apabila dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas UU No. 1 Tahun 1995 mengatur secara khusus
mengenai eksistensi serta peranan organ Perseroan Terbatas yang dengan
tegas dalam Pasal 1 angka ke-2 disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah
Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris”. Selain 1tu rumusan

mengenai masing-masing organ juga tidak kita jumpai dalam KUHD.

*T Purwosutjipto. Opcit
*® Rudhi Prasetya. Opcit. Hal.210
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Ke-3 (tiga) organ Llalam Perseroan tersebut masing-masing memiliki
tugas dan wewenangny:li‘ sendiri. Dari kewenangan dan tanggung jawab
yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing organ tersebut,
diharapkan pengelolaan atas Persgroan Terbatas akan dapat betjalan dengan
maksimal. Pemodalpun akan ter;hindar dari resiko-resiko merugi dalam
melakukan investasi pada Perseroan Terbatas karena pemodal sebagai
pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dapat mempercayai Direksi
scrta Komisaris, dan sccara langsung melalui Rapat Umum Pemegang
Saham pemodal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Direksi
maupun Komisaris. Apa artinya pengurusan oleh suatu organ, maksudnya
tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri,
yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham’.

Menilik ketentuan yang mengatur tentang organ perseroan dalam
UUPT No. | Tahun 1995 hubungan antara organ-organ tersebut satu sama
lain dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu® :

1. Hubungan organis, dan
2. Hubungan fungsional.

Selanjutnya menurut Bagir Manan, hubungan organis adalah hubungan yang
berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) organ-organ tersebut, sedangkan

hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan

% Rudhi Prasetya. Opeif. Hal.16-17
59 Bagir Manan. 1995. Interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas dan perlindungan yang diberikan
kepada pemegang saham dan kreditur menurut UU No. 1 Tahun 1995, Makalah : Yogyakarta.
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fungsi masing-masing organ sebagai penetapan kebijaksanaan, pelaksana

kebijakan, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan lain-tain®".

¢.  Untuk kepentingan siapa [;engarus harus bertindak

Melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 1995 bahwa

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang
segala wewenang vang tidak diserabkan kepada Direksi dan Komisars.
Dapat disimpulkan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan
yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris,
adapun wewenang Direksi dan Komisaris tidak bersumber dari RUPS tetapi
dari undang-undang. Mengenai kedudukan RUPS suatu Perseroan Terbatas
dalam hubungannya dengan organ lain, sebenarnya terdapat 2 (Dua)
paham/pandangan yaitu® :

1. Paham Klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan
kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dalam arti segala sumber
kekuasaan yang ada dalam Perseroan Terbatas tersebut tiada lain
bersumber pada RUPS.

2. Paham Institusional (institusionele opvating) yang berpandangan bahwa
ketiga organ Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan
yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang
diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa
wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.

Pgham institusional merupakan paham baru yang didasari putusan
kasus yang dikenal dengan Forum Bank Asrest. Dengan penetapan bahwa

RUPS bukan pemegang kekuasaan tertinggi dalam NV. Forum Bank;

masing-masing organ dalam NV mempunyai kewenangan sendiri-sendiri

8! Bapir Manan. Loc.cit

62 Man. S. Sastrawidjaja. 1995. Eksistensi dan Peranan Direksi, KOMisaris, RUPS dan Pemegang
Saham dalam suatu Perseroan Terbatas dengan berlakunya UU NO. 1 Tahun 1995. Makalah :
Seminar, Unpad. Bandung.
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yang bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar NV. Jadi kalau

memang putusan RUPS itu dipandang dapat merugikan NV, maka Direksi
dan (Komisaris) berhak untuk tidak -melaksanakan putusan tersebut. Dari
putusan ini dapat disimpulkan bahwa da!am melaksanakan tugas perseroan,
Direksi kepentingannya tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham
tapi juga untuk kepentingan perseroan. Berbeda dengan paham Klasik yang
berpandangan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan
berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS. Akibat yang terjadi tentu saja
segala putusan RUPS harus dilaksanakan oleh Direksi dan (Komisaris),
sehingga kemungkinan keputusan yang cenderung untuk kepentingan
pemegang saham dapat mengalahkan kepentingan perseroan.

Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan dengan tegas
bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta
Pendiriannyé. disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya dalam
ketentuan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa “RUPS
mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau
Anggaran Dasar”. Tampaknya UU'PT menganut paham institusional, yaitu
kedudukan masing-masing organ tidak bersumber kepada RUPS tapi
kekuasaan itu diberikan oleh undang-undang.

Sepanjang Direksi menjalankan perbuatan dalam batas-batas

kewenangannya maka kebijaksanaan Direksi harus bebas dari campur




tangan Rapat Umum Pemegang Saham®. Lebih lanjut Rudhi Prasetya ada 2
(Dua) hikmah dari yurisprudensi Forum Bank Arrest yaitu :

1. tentang “Direksi”, “Komisaris” dan “Rapat Umum Pemegang Saham”
sebagai organ dari Perseroan Terbatas pada asasnya satu sama lain
mempunyai kedudukan yang sama/sejajar yang satu tidak berada di
bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. -
tidak berarti selalu Direksi atau Komisaris semata-mata harus berkiblat
pada kepentingan pemegang saham yang selalu harus menjadi sentral
dari kebijaksanannya.

konsep ini tiada lain atas dasar konsep ke badan hukum.

S84
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Menurut Paham  Institusional selama Direksi menjalankan
wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan Anggaran
Dasar, maka Direksi berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah dari
organ lainnya baik dari Komisaris maupun RUPS. Dengan kata lain
wewenang vang ada pada organ Perseroan Terbatas bukan limpahan dart
RUPS tetapi bersumber dari undang—undang dan Anggaran Dasar.

Dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa Direksi
mengurus perseroan dengan selalu berpedoman pada kepentingan perseroan
dan tujuan perseroan. Dapat diartikan bahwa pengurus p‘erseroan tidak saja
dituntut harus memperhatikan_ kepentingan perseroan, tetapi lebih dari it
juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa
tanggung jawab. Selain itu setiap anggota pengurus ini dituntut untuk
menjalankan tugasnya secara maksimal :sesuai kemampuannya dan dengan
cara dilandasi sikap kehati-hatian yang tinggi guna menghindari terjadiﬁya

kemungkinan kenigian bagi perseroan (duty of skill and care). Hal ini sesuai

% Rudhi Prasetya. Opcit, Hal.219
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dengan pendapat Rudhi Prasetya® yang mengutip pendapat Schilfgaarde
bahwa berbicara tentang kepentingan dalam Perseroan Terbatas sebenarnya
banyak kepentingan yang harus diperhatikan. Selain kepentingan pemegang
saham dan “kepentingan perseroan sendiri” masih ada kepentingan lain
yang patut pula diperhatikan seperti kepentingan karyawan, kepentingan
pihak ketiga, dan kepentingan nasional.

d.  Pengurus menurut UU No. 1 Tahun 1995

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi (Pasai 79 ayat 1 UU

No. 1 Tahun 1995). Tugas Direksi yang dikualifikasikan sebagai
kepengurusan sehari-hari itu harus dilihat dalam arti ekstern dan intern yang
menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas dan krediturnya®.
Selanjutnya menurut Emmy Pangaribuan  kepengurusan  intern
dikualifikasikan pengurus yang harus memelihara semua harta kekayaan
perseroan dan menjalankan usaha vyang menjadi tujuan. Sedang
kepengurusan ekstern dikualifikasikan apabila pengurus berhubungan
“dengan pihak ketiga®. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 teniang Perseroan
Terbatas tugas intern ini ditetapkan dalam Pasal 86 antara lain :

1. a. membuat dan nmemelihara daftar pemegarig saham, membuat risalah

RUPS dan risalah rapat Direksi dan
b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

2. Menyimpan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan itu di
tempat kedudukan pereroan. ‘

% Rudhi Prasetya. /bid. hal. 221

5 Emmy Pangaribuan. 1995. Interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas dan perlindungan yang
diberikannya kepada pemegang saham dan kreditur berdasarkan UUPT, makalah seminar,
Yogyakarta.

% Emmy Pangaribuan. Ibid. hal.8-9
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Kepengurusan ekstern dalam UU No. 1 Tahun 1995 dapat dilihat
dalam Pasal 83 ayat 1, 84 dan 88. Pasal 83 ayat 1 yang menentukan bahwa :
“dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang
berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar™.

Dalam penjelasannya perwakilan yang dimaksud adalah sistem perwakilan
kolegial tetapi untuk kepentingan praktis anggota Direksi berwenang
mewakili perseroan. Pada dasarnya kepéngurusan kegiatan usaha ada di
tangan pengurus, yang dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan.
Sctiap anggota Direksi mempunyai kewenangan mewakili perseroan,
kecuali ditentukan lain dalam UUPT atau Anggaran Dasar.

Pasal 84 UU No. I Tahun 1995 menentukan sebagai berikut :

1. Anggota Direksi tidak berwenang:mewakili perseroan apabila :
a  Terjadi perkara di depan pengadilan antara pereroan dengan anggota
Direksi yang bersangkutan, atau
b Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan perseroan.
2. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan
apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 92), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang
saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

L2

Ketentuan Pasal 84 UU No.. 1 Tahun 1995 ini tampaknya merupai(an
pembatasan wewenang bagi Direksi dalam mewakili perseroan di samping
pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Pasal 88 UU No. !
Tahun 1995 yang menyebutkan béhwa :

. Direksi wajib meminta persetuyjuan RUPS untuk mengalihkan atan
menjadikan jaminan hutang selutuh atau sebagian besar kekayaan
perseroan. ‘ |

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh
merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
selutuh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadin oleh

o

(5
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pemegang saham yang mewakili paling sedikit % (tiga perempat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

e. Kiqusula Oligarchis b

Modal Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 24 UU No. _1
Tahun 1995 ‘tentang Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal
saham. Baik dalam KUHD maupun UU No. 1 Tahun 1995 tidak dijelaskan
mengenal pengertian tentang Saham. Hanyal dart Pasal 24 sampai dengan
Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1995 secara tersirat memberikan pengertian
bahwa saham adalah sepucuk surat berharga yang merupakan tanda
penyertaan modal di dalam Perseroan Terbatas ini adalah saham biasa.
Dalam praktek dapat dijumpai bermacam-macam saham, yaitu saham
utaima, saham utama kumulatif, saham prioritas, saham pendiri dan saham
bonus®,

Menurut Purwosutjipto®™ saham prioritas (prioriteitsaabdelen) adalah
saham yang pemiliknya mempunyai Bak berbicara khusus (bijzondere
zeggenschsrecthen)

Ini merupakan kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang
kepada RUPS, inilah hak yang teﬁnaSHk dalam klausul “oligarchie” Kepada
para pemegang saham prioritas ini diberikan hak atau kekuasaan berbicara
yang sangat penting. Titik berat kekuasaan ini terletak pada keputusan

RUPS prioritas ini yang mempunyai kekuatan mutlak.

67

Purwosutjipto. Opcit. Hal 113
% Purwosutjipto. Ibid, hal 114
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Menurut Rudi Prasetyaw yang dimaksud dengan saham prioritas
adalah “suatu saham Kkhusus yz;mg memberikan hak istimewa kepada
pemegang/pemiliknya. Ditentukan dalam status hanya “pemegang saham
prioritaslah yang berhak memajukan calon yang akan dipilih menjadi
pengurus. Sedang pemegang saham biasa hanya tinggal membertkan
suaranya untuk memilih siapa yang -akan ditunjuk sebagai pengurus dari
calon yang telah diajukan oleh para pemegang saham prioritas”.

Sebagaimana perubahan Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969 tentan;g
Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan pelaksanaan dari UU No.
9 Tahun 1969 bsd. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang dirubah dengan PP No. 3
Tahun 1983 untuk kemudian diperbaharui lagi dengan FP No. 12 Tahun
1998 dalam Pasal 7 ayat 1 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi
kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, adanya saham-saham
Prioritas dalam pembagian modal Persero merupakan suatu keharusan.
Bertolak dari landasan pemikiran perlunya jaminan penguasaan dan
kepentingan negara, terutama dalam Persreo yang tidak seluruh sahamnya
milik negara.

Tetapi tujuan tersebut tidak dapat diperoeh melalui sistem hak suara
karena sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHD yang berlaku pada wakfu
diundangkannya PP No. 12 Tahun 1969 sistem hak suara yang berlaku
adalah sistem hak suara yang éerbatas, schingga dipandang perlu

mempergunakan Klausula QOligarchie.

% Rudhi Prasetya. Opcit. Hal.223
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Dalam rangka mengantisipasi UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA
maka pemerintah mengundangkan UU No. 4 Tahun 1971 tentang perubahaﬁ
dan penambahan Pasal 54 KUHD yang memberikan kemungkinan
penggunaan sistem hak suara terbatas dan sistem hak suara bebas. Berkaitan
dengan hal tersebut maka dipandang perfu oleh pemerintah untuk meninjau
kembali ketentuan Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969. kemudian pada tanggal
17 Juli 1972 dikeluarkan PP NO. 4 tahun 1972 tentang perubahan Pasal 7
PP No. 12 Tahun 1969. dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1972 ditegaskan
bahwa Pasal 7 PP No. 12 Tahun 1969 diubah sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham
lainnya. modal Persero disamping terbagi dalam saham-saham Prioritas
dan biasa, dapat pula terbagi hanya saham-saham biasa saja.

2. Dalam hal modal Persero tidak seluruhnya merupakan penyertaan
Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan perlu tidaknya
pembagian modal Persero yang bersangkutan dalam saham-saham
Prioritas termasuk jumlahnya yang dimiliki oleh Negara, akan
diselesaikan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pemegang
saham berdasarkan kepentingan Negara dalam Persero tersebut.

Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, mak?a mekanisme kerja kehidupan Perseroan

didasarkan pada ketentuan Unda}lg-undang tersebut. Hal ini berlaku pula
bagi Persero yang pada dasarnya berbentuk Perseroan Terbatas dalam PP

No. 3 Tahun 1983 dikenal adanya Menteri Teknis yang berwenang

mclakukan pembinaan bidang usaha BUMN sekaligus berperan sebagai

Kuasa Pemagang Saham. Sementara itu dalam PP No 12 Tahun 1998

Mentert Keuangan berkedudukan sebagai RUPS bila seluruh saham Persero

dimiliki oleh negara dan sebagai pemegang saham bila hanya sebagian
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saha}n Persero yang dimiliki oleh Negara. Sedangkan para Menteri Teknis
sesuai fungsi pemerintah dan berdasarkan pembagian tugas yang berlaku
melﬁpunyai kewenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk
yangj dihasilkLm batk barang maupun jasa, yang berlaku umum baik bagi
BUMN maupun bagi usaha swasta.

Jadi kalai Perseroan Terbatas menerbitkan Saham Prioritas maka di
dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan dijumpai klausula oligarchie.
Klausula ini biasanya berisi bahwa yang berhak mengajukan calon Direksi
dan calon Komisaris adalah pemegang saham priontas. Pada Perseroan
Terbatas swasta yang berklausula Oligarchie ini Akta Pendiriannya biasanya
tidak akan disahkan oleh Menteri Kehakiman, karena hal ini akan
menghambai perkembangan Perseroan Terbatas yang mana biasanya
pemegang saham Prioritas ini adalah para pendiri Perseroan Terbatas yang
tidaﬁ ingin pengurus Perseroan Terbatas jatuh diluar orang-orang pendiri
Perscroan Terbatas.

Pada Perseroan Terbatas BUMN klausula Oligarchie diperbolehkan,
dengan alasan klausula ini digunakan untuk menyelamatkan kekayaén
negara, pemegang saham Prioritas di dalam Perseroan Terbatas BUMN
adalah Menteri Keuangan. Jadi hanya Menteri Keuangan yang berhak
mengajukan calon Direksi dan calon Komisaris pada Perseroan Terbatas
BUMN.mengingat modal Perseroan Terbatas BUMN seluruh atau sebagian
adalah milik negara. Bagi Persero yang modalnya sebagian milik negara

dengan adanya klausula Oligarchie tenfuﬁya juga akan: meﬁgalami kendala.
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Investor akan mempertimbangkan karena dengan adanya Klausul_a
Oligarchie akan menghambat pemegang saham yang tidak mewakili negara
untuk tidak bisa menentukan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan
tersebut. Oleh karena itu Klausula Oligarchie dalam Persero bisa menjadi
kendala apabila Persero akan mengembangkan usahanya atau akan menarik
investor, |

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan adanya kemungkinan para
pemegang saham untuk dapat menguasai dan mempengaruhi para pengurus,
maka dalam praktek tumbuh penyusunan klausula oligarchies atau klausula
“otokratis” (dalam WVK tidak dikengl lembaga ini)"”. Klausula itu tidak
selalu ada dalam setiap statuta Persercan Terbatas tetapi dapat diadakan
bilamana dikehendaki. |

Namun demikian dalam UU No. 1 Tahun 1995 juga tidak secara tegas

disebutkan kemungkinan adanya saham dengan kalusula oligarchie ini.

" Rudhi Prasetya. Loc.cit
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6. MODAL DALAM PERSEROAN TERBATAS
a. Pengertian Tentang Modal Perseroan Terbatas

Pengertian tentang modal perseroan tidak dapat ditemukan dalam
KUHD. KUHD hanya menyebut saja tentang modal persekutuan’’
dalam kalimat Pasal 50 dan Pasal 51. Modal perseroan tersebut menurut
Soekardono adalah sungguh-sungguh gemeenschappelijk kapital, tetapi
beliau juga tidak menjelaskanlebih lanjut tentang pengertian modal
perseroan tersebut. Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa apa yang
dimaksud dengan modal pereroan (maatschappelijk kapital ataﬁ
gemeenschappelijk kapitaal) atauw dalam bahasa Inggrisnya “autorized
capital” tiada lain adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada
dalam Perseroan Terbatas.”
Sri Redjeki Hartono memperjelas pengertian tentang modal perseroan
dengan mengatakan bahwa, modal perseroan ialah jumlah modal yang
disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum
sampai jumlah mana dapat dikeluarkan saham, sehingga merupakaﬁ
jumiah maksimum yang té:rdabat pada seluruh persero bersama. Lebih
lanjut dikatakan oleh beliau bahwa modal perusahaang atau modal
perseroan ini merupakan modal nominal yang ditetapkan dalam

permulaan berdirinya Perseroan Terbatas dan merupakan modal yang

"' Demikian menurut KUHD ferjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
™ Soekardono, Opcit, hal, 133 X
7 Rudhi Prasetyo, kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Opcit. Hal, 178
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tetap. Menambah atau mengurangi modal itu hanya dapat dilakukan
setelah diadakan perubahan anggaran dasar/akta pendirian.™

Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang
dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal
ditempatkan dan modal disetor, sehingga menurut undang-undang
perseroan yang baru ini, penge;rtian modal perseroan itu mencakup baik

mmodal dasar perseroan maupun modal yang ditempatkan dan modal

yang disctor. Akan tetapi masing-masing bagian dari stuktur modal

perseroan tersebut mempunyai pengertian sendiri-sendiri.
b. Modal Dasar l’erseroén Terbatas

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham,
demikian ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995,
penjelasan atas Pasal 24 ayat (1) tersgbut hanya menyebutkan “ cukup
jelas™ sehingga dari UU No. | Tahun 1995 tersebut tidak dapat kita
ketahui dengan jelas yang dimaksud dengan modal dasar perseroan. Kita
hanya dapat mengetahui bahwa modal dasar perséroan itu merupakan
jumlah dari keseluruhan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh

perseroarn.

Modal dasar menurut Rudhi Prasetya dinamakan pula sebagai “modal
statuta” atau “modal dasar” karena sekadar dicantumkan dalam anggaran

s
dasar.””

™ 8ri Redjeki Hartono, opcir. Hal. 53
” Rudhi Prasetyo. Opcit.
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Mengenai besarnya modal dasar perseroan KUHD sama sekali tidak
mengatur tentang jumlah minimal modal perseroan, schingga mengenai
besarnya modal perseroan disesuaikan dengan tujuan kegiatan perseroaﬁ_
Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1995 paling sedikit adalah Rp
20.000.000,— (Dua puluh juta rupiah), demikian menurut ketentuan Pasal
25 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995.

Menurut keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna mengenai
RUU tentang Perseroan Terbatas tanggal 27 Mei 1994, mendasar
Perseroan Terbatas jumlahnya ditentukan sekurang-kurangnya Rp
10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). |

Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI dan Fraksi ABRI dalam
Pendapat Akhir Terhadap RUU tentang Perseroan Terbatas
mengusulkan besarnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp
20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Kedua usulan tersebut ternyata
sama dengan ketentuan yang akhimya diundangkan tentang besarnya
modal dasar perseroan dalam UU No. 1 Tahun 1995.

Sekalipun UU No. 1 Tahun 1995 telah menentukan besarnya minimal
modal dasar perseroan, namun ketentuan dalam Pasal 25 ayat 92)
memberi keleluasaan bagi peraturan perundang-undangan lainnya untuk
mengatur/menetapkan jumlah minimal modal dasar perseroan. Tentunya
ketentuan lain tersebut tidak bgoleh lebih kecil dari ketentuan dalam UU

No. 1 Tahun 1995.
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. Modal yang ditempatkan dalam Persercan Terbatas

Pengertian mengenai modal .ditempatkan it tidak dapat kita
jumpai dalam undang—undang; bai dalam KUHD maupun UU No. 1
Tahun 1995, KUHD -sama sckali tidak menycbut tentang modal yang
ditempatkan, dalam Pasal 50 KUHD hanya disebutkan tentang adanya
kewajiban bagi para pesero pendiri untuk mengambil (asli tertulis ©
mewakili’) paling sedikit seperlima dari modal Perscroan Terbatas
scbagal syarat agar akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan
Terbatas dapat disahkan oleh Menteri Kehakiman.

UU No.I Tahun 1995 dalam Pasai 26 ayat (1) hanya menyebut bahwa
pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus
telah ditempatkan. Pada 'penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU.No.l Tahun
1995 hanya disebutkan” Cukup Jelas” saja. Pada penjelasaﬁ Pasal 34
ayat (1) U.U.No.1 Thun 1995 juga hanya menyebut saja adanya modal
ditempatkan, tanpa memberi pengertian sama- sekali.

Oleh karena Undang-Undang tidak memberi pengertian tentang modal
ditempatkan ini, dicari pen'gertian.dalam kepustakan.

Menurut Soekardono, modal yang ditempatkan (geplaatst k&pitaa[) ialah
yang disanggupi akan dimasukan.” Achmad Ichsan mengatakan bahwa
modal yang ditempatkan adalah modal dalam bentuk saham-saham yang
telah diserahkan pada para pemiliknya. Modal yang ditempatkan ini

pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pescro

78 Soekardono. Opeit. Hal. 155
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pendiri dalam peseroan dan menurut KUHD jumlahnya paling sedikit1/5
dari modal perseroan.”’ Menurut Soemitro, modal yang ditempatkan
pada waktu pendirian mlerup'%zkan jumlah ikut sertanya para pesero
pendiri.”® Sedangkan Prasetyzf meng;takan bahwa dan sekalian harga
nomtinal saham yang ditempatkan itu dinamakan “ modal ditempatkan”(
geplaats kapitaal ) atau dalam bahasa Inggris disebut “issued capital”

Setelah mencermati pendapat para sarjana tentang pengertian dari modal
ditempatkan, yang pada pokoknya sama yaitu sejumlah modal yang
harus diambil oleh para pendiri perseroan.

Kemudian dari ketentuan dalam Pasal 50 KUHD yang mewajibkan
paling sedikit 1/5 dari modal perseroan harus diambil oleh pesero pendiri
sebagai syarat pemberian pe—_.—ngesahan akta pendirian dan anggaran dasar
Perseroan Terbatas. oleh Menteri Kehakiman,

Sedangkan Pasal 26 ayat (1) U.UNo.1 Tahun 1995 juga menentukan
bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal
dasar Perseroan Terbatas. harus ‘Lelah ditempatkan (diambil) oleh para
pendiri.

Maka dapat diketahui bahwa maksud dari pembuat Undang- Undang
mensyaratkan adanya modal ditempatkan dalam perseroan, tidak lain
bertujuan agar para pendiri Perseroan Terbatas juga berpartisipasi dalam
modal perseroan. Dengan berpartisipasi dalam modal perseroan, pendiri

Perseroan Terbatas. turut bertanggung jawab paling sedikir 1/5 bagian

77 Achmad Ichsan. Dunia Usaha Indonesia. Jakarta, Pradnya Paramita. 1986, hal. 365
® Rochmat Soemitro. Opeit. Hal. 23
™ Rudhi Prasetya, Opeit. Hal. 179
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dari modal menuruf Pasal 50 KUHD atau 25% dari modal dasar menurut
Pasal 26 ayat (1) U.U.No.1 Tahun 1995.
Ketentuan tentang modal ditempatkan tersebut dijumpai baik dalam
KUHD maupun U.U. No.l Tahun 1995, mengingat bahwa Perseroan
Terbatas. adaah suatu lemb"aga konsentrast modal, Sehingga
dimungkinkan untuk 'menghimpun " penyertaan modal dari investor,
dengan adanya ketentuan tersebut setidaknya ada jaminan bagi invest;).r
bahwa para pendiri Perseroan Terbatas. itu bersungguh- sungguh dalam
mendirikan perseroan. Tidak hanya sepenuhnya mangandalkan dana dari
para investor tersebut.
. Modal yang harus disetor dalam Perseroan Terbatas

Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya
sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya, demikian
ditentukan dalam Pasal 51 KUHD.
UU. No.1 Tahun 1995 dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa setiap
penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetor
paling sedikit 50% dari ni_lao.E nominal setiap saham yang dikeluarkan,
Secara tegas kedua Undang-g Undang tersebut mensyaratkan adanya
bagian dari modal perseroan vang sudah harus disetor dalam kas
Perseroan Terbatas Pada waktu proses pendirian perseroan.
KUHD menentukan bahwa penyetoran sebagian modal tersebut sebagai
syarat agar Perseroan Terbatas mulai dapat melakukan kegiatan

usahanya. UU. No.I Tahun 1995 tidak menentukan penyetoran sebagian
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modal perseroan sebagai suatu persyaratan tertentu, dan mengaturnya
berbeda dibandingkan dengan KUHD.

Menurut Pasal 51 KUHD, penyetoran tersébut sedikitnya sebesar 10%
dari modal persekutuan. Pengertian 10% dari modal persekutuan ini juga
meenimbulkan berbagai pendapat dari para sarjana dalam kepuistakaan.
Polak seperti dikutip oleh Soekardono, menyétakan bahwa pengertian™
modal” didalam Pasal- pasal 50 dan 51 WVK. Ned. dahulu dapat
dianggap sama , schingga menurut beliau didalam bukunya cetakan ke 3
itu didalam Pasal 51 dimaksudkan sungguh- sungguh modal perseroan
(geme;em'chappelijk kapitaal) dan bukan modal yang ditempatkan
(geplaats kapitaal). Tetapi dalam bukuniya termaksud, cetakan ke 5,
hélaman 349, beliau tclah.mengubah pendapatnya dengan menulis
bahwa menurut W.V.K lama (/e oorsponkelijke wetboek) diharuskan
penyetoran 10% atas modal yang ditempatkan seluruhnya, tidak justfu
10% atas tiap- tiap saham yang ditempatkan.® |
Soekardono sendiri menyatakan bagaimanapun juga makna Pasal 51
KUHD ialah: hendaknya Perseroan Terbatas jangan mulai bertindak
sebagai bacian hukum dengan kas Perseroan Terbatas .yané kosong. Ini
akan sangat merugikan para kreditur. K‘;xrena itu mesti ada persediaan
minimum dalam kas Perseroan Terbatas bagi jaminan para kreditur.

Tentang ini tak mungkin ada perbedaan pendapat. Terang juga bahwa

¥ Soekardono. Opeit. Hal 133
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persediaan minimum dalam kas Perseroan Terbatas sebanyak 10% dari
modal dasar akan iebih memperkuat jaminan tersebut.*!

Soekardono berbeda pendapat dengan Polak, belian menyatakan bahwa
penyetoran 10% tersebut adalah dan modal dasar bukan dari modal yang
ditempatkan (sesuai dengan putusan H.G.H. tanggal 11 Septembér
1913.T.101- 199 yang menyatakan secara tegas 10% dari
“maatschapelitk kapitaal” atau modal perseroan). Alasan beliau, akan
lebih memperkuat jaminan terhadap para kreditur Perseroan Terbatas
bahkan lebih lanjut beliau mengatakan bahwasannya di Nederland
dicukupkan dengan penyetoran 10% atas tiap- tiap | saham yang
ditempatkan, itulah urusan Neéerlands sendiri.*?

Purwosutjipto memberikan peindapat lebih luas, bahwa penyetoran 10%
dart modal perseroan kepada kas Perseroan Terbatas adalah merupakan
Jjaminan bagi para kreditur terhadap semua perikatan yang dibuat oleh
Perseroan Terbatas. Bila syarat ini tidak dipenuhi, sehingga pihak ketiga
menderita rugi, maka ini adalah kesalahan pengurus (ﬂireksi). Menurut
beliau, sudah wajar bila kerugian itu dibebankan kepada pengurus, yang
bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Purwosudjipto mensejajarkan ketentuan dalam Pasal 51 KUHD tersebut
dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHD, yakni syarat bagi kepentingan
pihak ketiga. Beliau menekankan bahwa dari kata- kata vyang

ipergunakan dalam Pasal 51 KUHD yang berbunyi °.....tak akan dépat

* Sockardono, Jbid. hal. 134
21 oc.cit
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mulai berjalan’ men‘ﬁnjukan bahwa syarat dalam Pasal 51 KUHD
tersebut untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, schingga menurut .
beliau harus diberi sanksi.

Pendapat Purwosudjipto tentang besarnya penyetoran 10% dari modal
perseroan berbeda dengan Soekardono, beliau berpendapat bahwa 10%
dari modal yang disanggupi para pendiriuitulah yang wajar, sebab kalau
para pendiri sudah fnenyanggupi akan membayar 20 juta rupiah kepada
perseroan, kiranya adalah sudah selayaknya bila mereka harus menyetdr
1.0%-nya untuk modal kerja permulaan.®

UU. No.l Tahun 1995 menentukan berbeda dengan KUHD, menurut
Pasal 26 ayat (2) U.U.No.1 Tahun 1995 ditentukan bahwa modal yang
disetor itu besarnya minimal 50% dari setiap saham yang diterbitkan dari
modal yang ditempatkan.

Mencermati ketentuan dalam Pasal 369 WVK Ned sebagaimana dikutip
Prasetya ‘ tenminste tien horderd op elk bij de oprichiting ¢ geplaafs
aandeel’ is gestort,* minimum 10 persen atas tiap- tiap jumlah saham
yang ditempatkan (geplaatst) pada ketika pendirian N.V®. Bahkan sesuai
dengan Bab IV Pasal 26 Rancangan Undang-Undang Téntang Kitab
Undang- Undang Hukum Dagang Penerbitan TII Tahun 1968 dari
Lembaga Pémbinaan Hukum Nasional, seperti dikutip oleh

Prasetya’...terhadap setiap modal yang telah ditempatkan atau

8 purwosutjipto. Opeif. Hal 99-100

™ Rudhi Prasetyo. Kedudukan Mandiri dan Perianggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan
Terbatas Disertasi. Opeit. Hal 111

8 Soekardono. Opcit. Hal 133




106

dikeluarkan itu minimal 50% dari harga nominalnya sudah harus
disetor.® Kemudian ternyata ketentuan tersebut tetap diakai pada
Rancangan Undang- Undang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1974. Dalam Bab IV tentang Modal
dan Saham Pasal 26 aﬁzat (3): iPada setiap penempatan atau pengeluaran
saham harus sekufang-kurang;l}fa disetor .lima puluh perseratus dari
harga nominalnya.*” Dalam UU.No.l Tahun 1995 ketentuan tersebut
tctap diperahankar;., bahkan diatur dalam Pasal yang sama yaitu Pasal 26
walaupun dalam ayat yaﬁg berbeda,

Dinegeri Belanda sekarang ditentukan bahwa, paling sedikit 25% untuk
NV. atau 10% untuk B.V. dari nilai nominal setiap saham dari modal
yang ditempatkan telah disetor pada saat pendirian (“at least 25 per cent
(n.V), or 10 per cent (B.V.) of the par value per share issued is paid up ).
Apabila ketentuan tersebut belum dipenuhi , maka pembatasan tanggung
jawab dalam perseroan tidak berlaku (7he corporate limitation of labflity
is not effective before at least 23 per cent (N.V), or 10 per cent (B.V), of
the par value of capital issued upon incorporation is paid in )%

Di negeri Belanda, sanksi tentang pelanggaran terhadap ketentuan modal
disetor lebih ditekankan pada tidak berlakunya pembatasan tanggung
jawab dalam perseroan. Seperti juga dikemukan oleh Schilfgaa;de yang
dikutip oleh Nindyo, jika kemudian termyata modal yang disetorkan

kurang dari jumlah itu, maka direksi harus bertanggung jawab secara

Sf Rudhi Prasetya. Opcif. Hal. 113
¥ Nindyo Pramono. Opeit. Hal 59
# Steven R. Schuit. Dutch Business Law. Amsterdam, Kluwer Deventer. 1983, hal. 128, 134,
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prfbadi untuk seluruhnya atas segala perbuatan yang telah dilakukannyg
untuk perseroan, disamping harta kekayaan perseroan yang telah ada. Ini
diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Burgerlijk Wetboek Belanda.®

Di Indonesia, tidak ditemukan adanya S;il‘lksi atas pelanggaraﬁ terhadap
ketentuan mocial disetor seperti di negeri Belanda tersebut. U.U.No.1
Tahun 1995 tidak mengatur sama sekali sangsi atas pelanggaran
ketentuan tersebut.

Di dalam praktck pendirian Perscroan Terbatas, ada kewajiban bagi
pendiri untuk melampirkan bukti setoran modal dari Bank sebagai salah
satu persyaratan pada waktu mengajukan permohonan pengesahan akia
pendirian perseroan.”® Menteri Kehakiman tidak akan mengesahkan akta
pendirian Perseroan Terbatas jika bukti setoran modal tersebut tidak
dilampirkan atau jumlah setoran modalnya tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) U.U.No.1 Tahun 1995. ini merupakan salah satu bentuk
pengawasan preventif dari pemerintah,‘ namun ada celah yang dapﬁt
diterobosi oleh pendiri perseroan. Ada kemungkinan dapat menarik
kembali setoran modal tersebut beberapa saat setelah menerima bukti
setor dart Bank, hal ini dapat terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan

|
terhadap pemeliharaan modal perseroan dari pemerintah.

. Penambahan dan pengurangan modal pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas kadangkala membutuhkan penambahan modal

untuk melakukan ekspansi usaha, tetapi dapat juga melakukan

¥ Nindyo Pramono. Opeir. Hal 68
* Dep. Keh. RI. Opcit. Hal 6
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pengurangaﬁ modal  bila keadaan perseroan memang tidak
memungkinkan untuk mempertahankan kondisi modal yang ada.
Penambahan maupun pengurangan modgﬂ tersebut dilakukan terhadap
modal dasar perseroan. Untuk melakukan penambahan dan pengurangan
terhadap modal dasar tersebut, harus dilakukan dengan mengikuti
prosedur sepert: telah ditentukan oleh undang-undang dan anggaran
dasar perseroan.

UU No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang penambahan modal perseroan
dalam Bab Ketiga mulai dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 36,
sedangkan untuk pengurangan modal.diatur dalam Bab Keempat mulai
dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Bagaimana dengan KUHD dulu ? KUHD sama sekali tidak mengatur
baik mengenai penambahan modal maupun pengurangan modal
perseroan. |
Penambahan modal Perseroan Terbatas

Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS, demikian ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. .1
Tahun 1995, atau atas persetujuan komisaris, sesuai dengan ketentuan
Pasal 34 ayat (2) UU No. 1‘ Tahun 1995,

Jadi menurut Pasal 34 ayat (1)-W No. 1 Tahun 1995 untuk melakukan
penamt;ahan modal harus berdasarkén keputusan RUPS, keputusan
tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1995 yaitu

tentang ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara
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untuk perubahan anggaran dasar. Dengan keputusan RUPS tersebut
méka direksi perseroan kemudian mengadakan perubahan anggaran
dasar khusus mengenai modal dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No. 1
Tahun 1995, |

UU No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 34 ayat (2) juga membolehkan RUPS
untuk memberikan kewenangan kepada komisaris untuk memberikan
persetujuan penambahan modal perseroan, kewenangan tersebut
diberikan untuk waktu paling lama lima tahun. Menimbulkan pertanyaan
jika penambahan modal perseroan dilakukan hanya dengan persetujuan
komisaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar apakah juga
diperlukan penetapan RUPS sesuai ketentuaﬁ Pasal 14 ayat (1) UU No. 1
Tahun 1995 ?

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan
‘Cukup jelas’. Menurut penuiis sudah barang tentu direksi perseroan
harus melakukan pemanggilan RUPS guna menetapkan perubahan
anggaran dasar perseroan (sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU
No. 1 Tahun 1995) sehubungaﬁ dengan adanya perubahan terhadap
modal perseroan,

Apakah hal ini bukan merupakan suatu pemborosan, sebab walaupun
RUPS dapat memberikan kewenangan kepada komisaris tetapi tetap
harus ada penetapén RUPS untuk fne'ngadakan perubahan anggaran

dasar. Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995
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menurut hemat penulis sebenarnya merupakan pengaturan yang
berlebihan, sehingga dapat saja ditiadakan oleh pembuat undang-undang,
Untuk mengadakan penambahan modal cukup diatur dengan pasal 34
ayat (1) UU No 1 Tahun 1995, dan untuk penetapan RUPS mengenai
perubahan anggaran dasar sekaligus:d;lakukan pada waktu diadakan
RUPS untuk memutuskan penambahan modal perseroan.

Dalam penambahan modal perseroan, UU NO. 1 Tahun 1995 selain
mengatur tentang kemungkinan adanya klausula ‘blokkering’ seperti
ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1), juga mengatur adanya konsepsi baru
yang memungkinkan karyawan Perseroan Terbatas untuk turut serta
memiliki saham perseroan melalui lembaga ‘preemptive right#’
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2).”' Lembaga ini tidak dikenal
dalam KUHD. Ada kemungkinan maksud dan diadakannya lembaga ini
adalah untuk mendorong karyawan perusahaan untuk turut serta
mempunyai rasa memiliki perusahaan di tempat ia bekerja.
Pengurangan modal Perseroan Terbatas

Ketentuan tentang pengurangan terhadap modal perseroan diatur dalam
Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1995. ketentuan ii
diatur lebih banyak dibandingkan derilgan ketentuan yang mengatur
tentang penambahan modal. Hal tersebut disebabkan karena
'pengurangan modal  perseroan dipandang dapat rﬁerugikan kreditor

Perseroan Terbatas. Untuk menghindart adanya kerugian tersebut maka

*! Normin. S. pakpahan. Opcit. Hal 16-17
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ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) UU
No. 1 Tahun 1995. melalui ketentuan dalam pasal-pasal tersebut kreditor

dapat mengetahui adanya pengurangan modal perseroan, dan apabila

merasa keberatan kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis -

bahkan kemudian jika tidak puas atas keputusan tersebut, kreditor dapat
menggugat Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negen di tempat

kedudukan Perseroan Terbatas.
i :
Pengurangan modal perseroan menurut Rochmat Soemitro™ dapat
i
dilakukan dengan cara :

1. Membeli kembali saham-saham persercan yang dilakukan dari uang

~ yang berasal dari modal atau dari keuntungan yang diperoleh

perseroan.

S8

Memperkecil nominal saham dengan cara ‘afstempeling’ pada setiap
saham yang telah diterbitkan.

Membayar kembali harga saham yang telah disetorkan atau

L2

membebaskan pembayaran jum!ah harga saham yang belum disetor.
Rudhi Prasetya mengatakan bahwa cara ketiga yang dikemukakan oleh
Soemitro secara teknis disebut ‘disagio’. Selanjﬁtnya Rudhi
membedakan antara disagio dengan ‘amortisasi’. Menurutnya amortisasi
memang hampir sama dengan disagio, tetapi ada perbedaan yang hakiki
diantara keduanya. Amortisasi memang sengaja dilakukan agar terjédi

perubahan atas harta kekayaan perseroan, sedang disagio dilakukan

?2 Rochmat Soemitro. Opeit. Hal 25
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karena memang telah terjadi perubahan dalam harta kekayaan Perseroan
Terbatas. Selanjutnya Rudhi mengatakan bahwa yang dikhawatirkan
adalah jika pengurangan modal itu digunakan untuk tujuan yang dapat
merugikan pihak ketiga.”

Kekhawatiran yang dikemukakan oleh Rudhi tersebut tampaknya
mendapat tempat dalam UU No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diatur
dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, yang bertujuan untuk
melindungi kepentingan pihak ketiga terhadap kemungkinan dirugikan
sehubungan dengan adanya pengurangan modal perseroan.

Menurut hemat penulis, pendapat Soemitre yang ketiga tersebut dahulu
dikemukakan sebenarnya lebih kepada upaya untuk menghindarkan dirt
dari kemungkinan Perseroan Terbatas bubar karena telah menderifa
kerugian sebesar 75% dari modal ,dasar seperti diatur dalam Pasal 47
ayat 2 KUHD.

Jadi pada waktu direksi perseroan mengetahui adanya kerugian yang
diderita Perseroan Terbatas sampai dengan 50% dari modal dasar, maka
selain harus mengumﬁmka'n kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 47 ayat 1 KUHD, direksi juga dapat segera memanggﬁ RUPlS guna
memutuskan untuk mengadakan pengurangan modal dengan cara
‘afstempeling’ agar dapat menghidnarkan Perseroan Terbatas dari
kemungkinan bubar demi hukum karena kemudian ternyata Perseroan

Terbatas menderita kerugian skbesar 75% dari modal dasar.

®  Rudhi Prasetya. Kedudukan Mandivi Dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan
Terbatas. Opeit, Hal 116-117
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PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN
NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA

a. Pengertian pemertksaan

Mengenai pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas sepert:
vang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
merupakan hal yang sangat baru, karena dalam sistem perundang-
undangan Perseroan Terbatas yang lama (Dalam kitab Undang-Undang
Hukum Dagang) tidak diatur secara jelas. Untuk itu untuk membernkan
gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan maka perlu
diberikan batasan vyang jelas tentang apa yang dimaksud dengan
“pemeriksaan”.

Mengenai pengertian pemeriksaan itu sendirt oleh Undang-
Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi tentang
pemeriksaan, tetapi diberikan oleh para ahli bahwa pemeriksaan adalah
suatu bentuk yang dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap perseroan
guna mencegah kem;mgkihan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat
merugikan kepentingan bersama batk bagi perseroan sendiri dan atau
pemegang saham maupun pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan
realisasi asas kekeluargaan dan demokrasi ckonomi berdasarkan

. {
Pancasila.”

¢ Abdulkadir Muhamad. Opcit, Hal 103
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Dasar Hukum Pemeriksaan

Mengenai  dasar huikum pemeriksaan terhadap Perseroan
Terbatas oleh Peraturan Perunidang-undangan sebelum Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur sehingga juga
tidak ada pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa terhadap
perseroan. Akan tetapi, Undang~U.ndang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas yang baru ketéﬁtuan mengenai pemeriksaan telah
diatur dengan jelas oleh Undang-Undang tersebut yaitu pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 Bab VIIi dari Pasal 110 sampai dengan Pasal

113.%

. Maksud dan tujuan pemeriksaan Perseroan Terbatas

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap
Perseroan Terbatas da_xTi Pengadilan Negeri terhadap perseroan yang ada
di wilayah hukumnya adalah untuk mendapatkan suatu data-data dan
atau keterangan dalam hal terdapat data-data atau informasi dalam hal
terdapat dengan bilamana :

a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikah
para pemegang saham auat pthak I%etiga atau;

b). Anggota Direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang

Undang-Undang Perseroan Terbatas).

» Undang-Undang No. 1 Tahur 1995 Perseroan Terbatas Cetakan Rajawali Press Bandung
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Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan
yang dilakukan oleh ahli bukanlah pemeriksaan yustisial yang ditakukan
oleh hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli
dalam bidangnya itu misalnya akuntan publik, ahli dalam soal
pembukuan supaya dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

a). Ada dugaan ferjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan,
anggota direksi atau komisaris.

b). Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang
saham atau pihak ketiga.

¢). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan,
anggota direksi atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya
baik berupa pelanggaran Undaﬁg—Undang, anggaran dasar ataupun
kesusilaan. Beberapa contoh perbuatan melawan hukum adalah :

a). Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.

b). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.

¢). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan
perseroan tanpa persetujuan pemegang saham.

d). Manipulasi pembayaran pajak perseroan.

e). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.”®

¢. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas

% Opeit. Hal 103 - 104
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Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru
yaitt' Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
telah ditentukan secara komitatif’ oleh peraturan perundang-undangan
tersebut, schingga tidak semua orang atau sctiap orang dapat
mengajukan  pemeriksaan Perseroan Terbatas. Hal  demikian
dimaksudkan supaya jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan
pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Adapun pihak-pihak yang
dapat mengajﬁkan pemeriks;an Perseroan Terbatas adalah sebagai
berikut : |
a). Pemegang sahgm atas nama diri, sendiri atau atas nama Perseroan

Terbatas apabila mewakili sedil-dtnya 1/10 dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.

b). Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian
dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan.

¢). Atau kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.

Di sini pihak kejaksaan demi kepentingan umum dapat
mengajukan permohonan, pemeriksaan. Pihak kejaksaan ini seringkali
dapat juga bertindak dalam hal-hal masalah perdata demi kepentingan
umum. Dalam pengertian “kepentingan umum” termasuk juga
kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan
pelanggaran hukum, misalnya melakukan manipulasi pajak dalam hal ini

kejaksaan berwenang mewakili kepentingan negara, di samping itu
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kejaksaan juga mex#akili kepentingan masyarakat, seperti dalam perkara
perdata sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”’
d. Cara melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas

Bahwa pemeriksaan disini dimaksudkan, perﬁerisaan yang
dilakukan oleh para ahli yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pemeriksaan
disini bukan pemeriksaan yang bersifat litigasi (sengketa hukum) yang
dilakukan oleh pengadilan. |

Cara melakukan pemeriksaan, dilakukan oleh  yang
bersangkutan (pihak-pihak yang mempunyai kewenangan) yaitu:

1. Pemegang saham atas nama din sendifi atau atas nama Perseroan
Terbatas apabila memiliki 1/10 dari jumlah seluruh saham..

2. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Perjanjian
dengan Perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan.

3. Majelis dan dalam hal mewakili kepentingan umum. -

Dengan mengajukan permohonan sccara tertulis, berikut
alasannya. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan negeri yang
daerah hukum meliputi tempat kedud:ukan dari Perseroan Terbatas.

e. Hak dan kewajiban pemeriksa Perseroan Terbatas

Bahwa mereka yang diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri

dengan penetapan u'ntuk- melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan

Terbatas yang ada di wilayah; hukum pengadilan negeri tersebut berhak

77 Ibid, hal 104 - 106
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melakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen dan kekayaan
Perseroan Terbatas yang diangi_gap pgrlu untuk diperiksa.

Yang dimaksud dengzim dokumen adalah semua buku catatan
dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perscroan, direksi, komis_aris
dan semua karyawan perseroan*wajib memberikan segala keterangan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan selain pemeriksa mempunyai hak-hak seperti
tersebut di atas, pemeriksa juga mempunyai kewajiban untuk tidak
mengumumkan hasil pemeriksaan Perseroan Terbatas kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemenksa kepada
ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri memberikan salinan
laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang
bersangkutan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa
tersebut dapat mengungkapkan benar tidaknya dugaan yang terjadi
adanya pelanggaran hukum.

Permohonan pemeriksaan yang ditolak

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan
Terbatas ini dapat dikabulkan dan atau ditolak oleh ketua Pengadiian
Negeri, ketua pengadilan akan menolaknya jika permohonan
pemeriksaan terhadap perscroan tersebut berdasarkan suatu alasan-
alasan yang tidak wajar, sebab dalam kenyataannya sering terjédi pihak«
ppihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan hanya atas dasar

kepentingan yang sangat subjektif (kepentingan sepihak), maka setiap
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permohonan pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan
seksama sehingga pemeriksaan betul-betul sesuai dengan aturan yang

berlaku.

. Permohonan yang dikabulkan

Bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak untuk henolak atau
mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.
Permohonan pemeriksaan di sini dapat dikabulkan bilamana didasarkan
pada alasan-alasan yang wajar, Pengertian wajar di sini dalam penjelasan
Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan akan tetapi secara
umum pengertian wajar berarti apabila didukung oleh bukti-bukti yang
memperkuat dengan adanya pelanggaran hukum. Sebagai misal adanya
pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak
dan atau bilamana ada informasi dari pihak ketiga mengenai penjaminan
seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS. Dalam hal
pérmohonan pemeriksaan dikabulkan ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3

i
(tiga) orang ahli untuk 'me:lakukan pemeriksaan. Sedangkan yang
dimaksud ahli di sini adalah érané yang mempunyai ahli dalam bidang
vang akan diperiksa. Penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut
diartikan perintah untuk tingkat pertama dan terakhir.*®

Direksi, komisaris, karyawan perseroan‘ dan akuntan publik

yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli yang

% Ibid hal 106 - 108
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tkut melakukan pemeriksaan bahkan direksi wajib menyerahkan
perhituﬁgan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa
bilamana :
l. Bidang wusaha perseroan berkattan dengan pergerakan dana
masyarakat.

2. Persercan mengeluarkan surat pengakuan hutang.
3. Perseroan merupakan Perserocan Terbuka.”
. Peranan ketua Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan
Terbatas

Bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya sangat
berperan sekali terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau
mengabulkan permohonén pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya. Bila pembukuan pemeriksaan dikabulkan maka
ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan bagi pemeriksaan dan
pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan
pemeriksaan, selain itu ketua Pengadilan Negeri yang menentukan
jumlah biaya pemeriksaan yang ditentukan atas dasar keéhliannya dah
kemampuan persercan dan juga ketua Pengadilan Negeri dapat
menctapkan penggantian sc-;luruh/"scbagian biaya pemeriksaan kepada

pemohon, direksi dan atau komisaris

 1G. Rai Widjaya. Hukum Perusahaan. Opcit. Hal 206 - 207
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C. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERSEROAN
TERBATAS DI WILAYAH HUKUMNYA 7_
a. Pengertian Kewenangan
Sebelum mengutarakan lebih lanjut tentang kewenangan
Pengadilan Negeri, maka perlu diuraikan tentang pengertian
kewenangan, Kewenangan ialah hak dan tugas yang berikan oleh
peraturan perundang-undangan.
Di dalam Undang-Undang Perscroan Terbatas (Undang-Undang
No. T Tahun 1995) dimana diatur tentang kewenangan Pengadilan
Négeri untuk memeriksa Perseroan Terbatas yang ada di wilayah
hukumnya.100 | i
b. Macam-macam kewenangan Pengadilan Negeri
Mengenai kewenangan péngadilan kita ketahui bahwa tugas
pokok dari pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
adalah untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan
pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk yang mempunyai
wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat
pertama segala perkara perdata dan pidana kekuasaan Pengadilan Negeri
dalam perkara perdata meliputi semua sengkcta tentang hak milik atau
hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal

2 ayat 1 RO) kecuali dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain

% Wiryono Prodjodihoro. Hukum Acara Perdaia di Indonesia . Cet, Varkink Van Houven.
- Bandung. Hal 32 - 34




122

untuk memeriksa dan memutuskan misal perkara perceraian bagi yang
beraga:ﬁa Islam ke Pengadilan Agama. |

EPengertian setiap perkara perdata tidak hanya meliputi sengketa
saja akan tetapi di dalamnya mengandung pengertian penyelesaian
masalah’ yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter yaitu tuntutan
hak yaﬁg tidak mengandung sengketa. Macam-macam kewenangan
pengadilan adalah sebagai berikut :
A, Yuri:sdiksi

1. i’urisdiksi kontensiasa yaitu kewenangan pengadilan yang
?sungguh rya dimana hasil/produk dan kewenangan ini berupa
pjutusan vang berbentuk kasidemnator sifatnya memeriksa

sengketa antara penggugat dan tergugat.

‘t-.)

Yurisdiksi valentaria : peradilan extra vyudisiil yang bersifat

ajdministratif hanya 1 (satu) pihak saja yaitu pihak pemchon.
(jpermohonan) produk/hasil dari kewenangan tersebut berupa
\ “penetapan” yang sifatnya deklarator dan konstitutif '*!
B. Ko;rjlpetensi
a. Ij(ompetensi absolut
1 Mengenat  jenis lperk ra perceraian orang-orang yang
| beragama Islam diputus di Pengadilan Agama. Perceraian
‘ orang-orang selain

Islam diputus di Pengadilan Negeri.

10t g\ydikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. Liberty. Yogyakarta. Hal 17 -
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2. Mengenai tingkatan pengadilan
a. Pertama : perkara diajukan di Pengadilan Negeri.
b. Banding : diajukan di Pengadilan Tingé.
¢. Kasasi : diajukan kepada Mahmakah Agung
b. Kompetensi Relatif
Yaitu wewenang mengadili® pengadilan-pengadilan setingkat
menurut wilayah hukum masing-masing misal, PN Semarang,
PN Demak, dan lain-lain,

Kewenangan Pengadi]an Negeri untuk melakukan pemeriksaan
Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya tennésuk kewenangan
Peradilan yang bersifat ekstra yudisiil yang bersifat administratif.'”
¢. Batasan kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu
Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas banyak
memberikan kewenangan pada pengadilan untuk secara ekstra
yudisiil/secara administratif ikut campurtangan terhadap sepakterjang
dari Perseroan Te'rb:atas yang ada di wilayah hukumnya atas dasar
adanya permohonan dari pthak-pthak yang mempunyai ‘kewenangan
untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Perseroan  Terbatas  sekalipun  Pengadilan Negeri mempunyal

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas

102 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkarta Winata. Hikwm Acara Perdata dalam Prakiek.
Cet. Alumni Bandung. Hal 18-19.
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1

vang ada di wilayah hukumnya tetapi ada batasan dari kewenangan

tersebut antara lain :

Harus ada permohonan dari pihak-pihak tertentu yaitu dari :

- Pemegang saham atas nama dini sendiri atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (seper sepuluh) saham, dengan
hak suara yang sah.

- Pihak laip yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian
dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan

emeriksaan atau

- Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.'®

Selain terbats pada pihak-pihak tersebut di atas vang dapat
mengajukan permohonan pemeriksaan untuk diterima atau tidaknya
permohonan juga hanya terbatas di wilayah hukum dari Pengadilan

Negeri tersebut dalam arti bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh

melakukan pemeriksaan secara ekstra vyudisiil terhadap Perseroan

Terbatas yang berada di luar wilayah hukumnya. Sebagai contoh :

Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang melakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Kudus.

. Maksud dan tujuan kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-

Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur

3 ncdaang-Undang No. 1 Tatum 1995 tentang Perseroan Terbaras. Cet. Rajawali Press Bandung
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adanya kewenangan pengadilan untuk dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Persercan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Jaman
dahulu di dalam Kitab Undang—Undang Hukum Dagang tidaklah diatur
engenai pemeriksaan oleh pengadilan terhadap Perseroan Terbatas.'®

Pembentuk Undang-Undang mempunya! maksud dari tujuan
bahwa Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang nota
1;)f:ne sebagal benteng terakhir dari pencari keadilan yang ada di wilayah
hukumnya dapat mémbcri perlindungan hukum terhadap pihak-pihak
yang secara lelnitatif ditentukan dalam Undang-Undang, merasa
dirugikan haknya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh perseroan, direksi, komisaris supaya dapat dicegah
bilamana perbuatan terscbut yang merugikan belum terjadi dan segera
dihentikan manakala perbuatan yang merugikan telah terjadi.
Kewenangan ketua Pengadilan Negeri

Bahwa dalam hubungannya dengan pemenksaan oleh
Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah

hukumnya maka ketua Pengadilan Negeri banyak ikut menentukan

jalannya pemeriksaan terhadap perseroan tersebut dimana ketua

pengadilan dapat menolak adanya permohonan pemeriksaan dan juga
dapat mengabulkan bilamana ketua Pengadilan Negeri melihat bahwa
permohonan pemeriksaan tersebut diajukan dengan alasan tidak wajar

maka permohonan tersebut ditolak akan tetapi bilamana permohonan

'™ CST Kancil. Hukum Perusahaan Indonesia. Cet. Pradya Paramita. Bandung
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pemeriksaan itu atas dasar alasan yang wajar maka dikabulkan oleh
ketua Pengadilan Negeri kemudian ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan penetapan bag; pemeriksaﬁn dan pengangkatan paling
banyak 3 (tiga) cvang ahli unt;uk melakukan pemeriksaan dan membuat
laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua
Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan
salinan laporan hasil pemeriksaannya kepada pemohon dan perseroan
yang bersangkutan. K

Mengenai biaya pemeriksaan oleh ketua Pengadilan Negeri
ditentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan
tersebut dibayar oleh perseroan, akan tetapi ketua Penpadilan Negert atas
permohonan perseroan dapat menctapkan penggantian scluruh atau

sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau

1 : L 103
KOmisaris.

105

Indargo Gautama. Komeniar atas Undang-Undang No. | Tahun 1995 lentang Perseroan
Terbatas. Cet. Citra Aditya Bakti Bandung.




BAB III
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN
PERSEROAN TERBATAS DIWILAYAH HUKUMNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOQO. 1 TAHUN 1995
(Kajian yuridis setelah berlakunya Undang-Undéng No. 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas)

Setelah dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang
dikemukakan, maka dapatlah disajikan hasil penelitian dan pembahasannya yang
diperoleh baik dari sumber kepustakaan terhadap Undang-Undang serta beberapa
peraturan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap
pemeriksaan Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya menurut Undang-Undang

No. 1 Tahun 1995.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG KEWENANGAN
- PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN KEGIATAN PERSEROAN TERBATAS DI WILAYAH
HUKUMNYA MENURUT PERUND%ANG—UNDANGAN DI INDONESIA
1. HASIL PENELITIAN
Setelah dilakukan penelitian tentang kewenangan Perllgadiian.
Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Perseroan
Terbatas di wilayah hukumnya, maka dapat .disajikan hasil penelitian

sebagai berikut :
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a. Te.ntaﬁg kewenangan Pengadilan Negen terhadap pemeriksaan dan
pengawasan kegiatan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah
hukumnya.

b. Peclaksanaan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan
Terbatas yang ada‘ di wilayah hukumnya.

¢. Kendala-kendala yang dihadap: Pengadilﬁn Negeri dalam melaksanakan
pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.

Tentang kewcnangan P'cngad;lan Ncgeri' terhadap pemeriksaan
Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya dalam Perundang-undangan di
Indonesia pengaturannya tidak dapat kita jumpai di dalam KUHD, akan
tetapi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang
Perscroan Terbatas yang baru. Jika kita menyimak peraturan tentang hal
tersebut telah mengalami kemajuan yang lebih baik, karena telah diaturnya
tentang ikut campurnya lembaga pengadilan dalam hal pemeriksaan
Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya, sehingga nampak di
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang Perseroan
Terbatas yang baru terlihat lebih rinci dan lengkap, namun demikian dalam
praktek masih juga dijumpai hal-hal yang belum secara | jelas diatur,
sehingga penyelesaiannya harus menggunakan jalur pengadilan. |

Chatamarrasyid Ais telah berpendapat bahwa suatu Undang-
Undang  atau peraturan perundang-undangan pada umumnya tidaklah

pernah lengkap, ia selalu meninggalkan lubang-lubang atau titik kosong
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vang memeriukan penjelasan lebih ian_jutm seperti halnya Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin sangatlah
dibutuhkan perannya untuk mengantisfpasi kekosongan suatu Undang-
Undang atau peraturan perundang-undangan dalam praktek, berbagai
doktrin tentang hukum perusahaan banyak cukup membentu pengadilan
dalam menyelesaikan | berbagai sengketa yang melibatkan perusahaan
berbentuk Perseroan Terbatas, hal ini bukanlah hanya karena dalam
peraturan perundang-undangan belum lengkap mengatur; akan tetapi juga
hal-hal yang disengketakan atau dipermasalahkan belum diatur dalam
anggaran dasar dok‘cﬁn. Doktrin itu antara lain doktrin ultra vires, Piercing
the corporate veil. i

Undang-Undang No. 1 ;Tahun 1995 banyak mengalami kemajuan
yang cukup pesat termasuk di dalamnya telah diaturnya kewenangan
Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan
Terbatas dan juga mengatur secara tegas hal-hal yang harus dimuat dalam
Anggaran Dasar, yang di dalamnya' misal mengatur bahwa direksi harus
beritikad baik dalam menjalankan funtgsinya.

Perkembangan tersebut tentunya akan menjadikan badan hukuﬁ
Perseroan Terbatas lebih bﬁnyak diminati oleh masyarakat, sehingga dapat

mendukung pembangunan khususnya di bidang ckonomi.

97 Chatamarrasyid Als. 2001. Doktrin pada Hukum Korporasi sebagai pengisi kekosongan

Hukum. Semarang : Fak Hukum UNDIP
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. Pengertian kewenangan dan pemeriksaan

Sebelum mengutarakan lebih lanjut seara panjang lebar maka
perlu diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “kewenangan”.

Kewenangan ialah suatu hak yang diberikan oleh hukum atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam undang-Undang
No. 1 Tahun 1995 telah diatur tentang kewenangan Pengadilan Negen
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya.

Sedangkan pengertian “pemeriksaan” juga perlu kita jelaskan
supaya dapat memberikan gambaran pada kita dengan jelas dalam
undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan penjelasan tentang
pengertian tentang pemeriksaan tetapi menurut kamus Bahasa Indonesia
pemeriksaan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa
terhadap Perseroan Terbatas untuk mencegah kemungkinan terjadinya
pelanggaran hukum yang dapat merugikan perseroan, pihak ketiga atau
masyarakat pemegang saham.

. Dasar hukum kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri
terhadap Persercan Terbatas

Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang diatur

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.




Tabel 1

No

Pasal

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan |

pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995,

110 ayat 1-3

1.

3.

Pemeriksaan terhadap Persecroan dapat dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan
dalam hal terdapat dugaan bahwa ;

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum
yang merugikan pemegang saham atau pihak
ketiga; atau :

b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan
perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditakukan dengan mengajukan permohonan secara

tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perseroan.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hanya dapat dilakukan oleh :

a. Pemegang saham atas nama diri sendin atau atas
nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah;

b. Pthak lain yang dalam Anggaran Dasar atau
perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk
mengajukan permchonan pemeriksaan; atau

¢. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

111 ayat 1-7

wI

. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau

mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110.

. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan
tersebut tidak didasarkan atas alasan yangw ajar.
Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan
Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan
pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk
melakukan pemeriksaan.

Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan
perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh
perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3).
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Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan
kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk
diketahui.

6. Direksi, Komisaris dan semua karyawan perseroan
wajib memberikan segala keterangan yang diperiukan
untuk pelaksanaan pemeriksaan.

7. Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan
kepada pihak lain. '

1. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh
pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan
hasil pemeriksaannya.

1. Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan
dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Neger
menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

. Biaya sebagaimana dimaksud dibayar olch perseroan. -

Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pereroan

dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian

biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau

Komisaris.

Sumber : Bahan Hukum Primer

_U\

L3

112 ayat 1-2

W

4 | 113 ayat 1-3

¢. Macam-macam kewenangan Pengadilan Negeri

Mengenai kewenangan pengadilan kita ketahui bahwa tugas
pokok dari pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
adalah untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kep_adanya. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan
pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk yang mempunyai
wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilén ting}:at
pertama segala perkara perdat%':l dan pidana kekuasaan Pengadilan Negeri
dalam perkara perdata melipﬂti semua sengketa tentang hak milik atau

hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal

2 ayat 1 RO) kecual-i dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain
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untuk memeriksa dan memutuskan misal perkara perceraian bagi yang
beragama Islam ke Pengadilan Agama.

Pengertian setiap perkara perdata tidak hanya meliputi sengketa
saja akan tetapi di. dalamnya mengandung pengertian penyelesaian
masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter yaitu tuntutan
hak yang tidak mengandung sengketa. Macam-macam kewenangan
pengadilan adalah sebagai berikut :

A. Yurisdiksi
1. Yurisdiksi kontensiasa yaitu kewenangan pengadilan yang
esungguhnya dimana hasil/produk dari kewenangan im berupa
putusan yang berbentuk kasidemnator sifatnya memeriksa
sengketa antara penggugat dan tergugat.

Yurisdiksi valentaria : peradilan extra yudistil yang bersifat

N

administratif hanya 1 (satu) pihak saja yaitu pihak pemohon.
(permohonan) produk/hasil dari kewenangan tersebut berupa
“penetapan” yang sifainya deklarator dan konstitutif, 108
B. Kompetensi |
a. Kompetensi absolut

1. Mengenai jenis perkara perceraian orang-orang yang
‘ beragama Islam diputus di Pengadilan Agama. Perceraian
|

orang-orang selain Islam diputus di Pengadilan Negeri.

108 gudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. Liberty. Yogyakarta. Hal 17 -
| 18 ‘




134

2. Mengenai tingkatan pengadilan

. Pertama : perkara diajukan di Pengadilan Negeri.

e

=2

. Banding : diajukan di Pengadilan Tinggi.

. Kasasi : diajukan kepada Mahmakah Agung

[¢]

b. Kompetensi Relatif
Yaitu wewenang mengadili pengadilan-pengadilan setingkat
menurut wilayah hokum masing-masing misal, PN Semarang,
PN Demak, dan lain-lain.
Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan
Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya termasuk kewenangan

Peradilan yang bersifat ekstra yudisiil yang bersifat administratif.'”’

. Batasan kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa Undang—UndE}ng Perseroan Terbatas yang baru yaitu
Undang-Undang No. 1 tahuné 1995 tentang Perseroan Terbatas banyak
memberikan  kewenangan bada pengadilan  untuk secara ekstra
yudisiil/secara administratif ikut campurtangan terhadap sepakterjang
dari Persercan Terbatas vang ada di wilayah hukumnya atas dasar
adanya permohonan dari pihak-pthak yang mempunyaf kewenangan
untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pemeri.ksaan terhadqp
Perseroan  Terbatas sckalipun Pengadilan Negeri mempunyai

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas

19? Retnowulan Sutantio & Iskanaar Oeripkarta Winata. Hukum Acara Perdata dalam Prakiek,
Cet. Alumni Bandung. Hal 18-19.
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yang\ada di wilayah hukumnya tetapi ada batasan dari kewenangan

tersebut antara lain :

Harus ada permohonan dari pihak-pihak tertentu yaitu dan :

- Pemecgang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (seper sepuluh) saham, dengan
hak suara yang sah.

- Pihak lain vang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian
dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan penmohonan
pemeriksaan atau

- Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. 1o

Selain terbats pada pihak-pihak tersebut di atas yang dapat
mengajukan permohonan pemeriksaan untuk diterima atau tidaknya
permohonan juga hanya terbatas di wilayah hukum dari Pengadilan

Negeri tersebut dalam arti bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh

melakukan pemeriksaan secara ekstra yudisiil terhadap Perseroan

Terbatas yang berada di luar wilayah hukumnya. Sebagai contoli

Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang melakukan pemeriksagn

terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Kudus.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap Perseroan

Terbatas

" Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Cet. Rajawali Press Bandung
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Bahwa dalam hubungannya dengan pemeriksaan oleh
Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah
hukumnya maka‘ketua Pengadilan Negeri banyak ikut menentukan
jalannya pemeriksaan terhadap perseroan tersebut dimana ketua
pengadilan dapat menolak adanya permohonan pemeriksaan dan juga
dapat mengabulkan bilamana ketua Peﬁgadilan Negeri melihat bahwa
permohonan pemeriksaan terq_ebut diajukan dengan alasan tidak wajar
maka permohonan tersebut diito]ak akan tetapi bilamana perinohonan
pemeriksaan itu atas dasar alasan yang wajar maka dikabulkan oleh
ketua Pengadilan Negeri kemudian ketua Pengadilan Negeri

 mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling
banyak 3 (tiga) orang dhli untuk 1nclakﬁkan pemeriksaan dan membuat
laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua
Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan
salinan laporan hasil pemeriksaannya kepada pemohon dan perseroan
yang bersangkutan.

Mengenai biaya pemeriksaan oleh ketua Pengadilan Negeri
ditentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Biaya'pemeriksaan
tersebut dibayar oleh perseroan, akan tetapi ketua Pengadilan Negeri atas
permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau
sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi dan atau

. |
komisaris.''!

" ndargo Gautama. Komeniar atas Undang-Undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas. Cet. Citra Aditya Bakti Bandung.
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f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUPT
. Pada prinsipnya wewenang Pengadilan Negeri yang
dimungkinkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tercakup dalam
tiga (3) kategori sebagai berikut di bawah ini
a).  Kewenangan Biasa
ewenangan biasa ini dimaksudkan sebagai kewenangan pengadilan
untuk mengadili perseroan dan atau para pihak dalam perseroan
dalam kasus-kasus biasa baik scbagai Tergugat/terdakwa maupun
sebagai Penggugat/pelapor. Jadi baik dalam kasus perdata maupun
kasus pidana.
b). Gugatan Perseroan
Di samping gugatan atau dakwaan yang bersifat umum, maka
terdapat gugatan perseroan yakni gugatan yang khusus terbit dalam
hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya bahkan
hal yang sama. Secara mutatis muntandis juga herlaku dalam bidang
pidana, schingga muncul pula apa yang dapat kita sebut scbagai
dakwaan perseroan, Dalam hal ini juga perseroan ataupun para pihak
di dalamnya dapat berupa Tergugat/terdakwa ataﬁpun sebagai
Penggugat/pelapor. Ketentuan seperti ini di dalam KUHD tidak ada
sebelumnya gugatan Perseroan Terbatas tersebut disebutkan dalam
Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :
- asal 54 ayat (2) “Setiap pemegang saham (berapapun saham

1
yang dimiliki) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke
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pengadilan jika ada keputusan RUPS/Direksi, Komisaris yang
merugikannya.” .
i

- Pasal 85 ayat (3) “Pejmegang minimal 10% saham untuk dan
atas nama ‘perseroan éapat menggugat ke pengadilan terhadap
angpota direksi yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian
terhadap perseroan.”

- Pasal 98 ayat (2) “Pemegang r.r;inimal 10% saham untuk dan
atas nama perscroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap
Komisaris yang bersalah sehingga menimbulkan kerugia:n
kepada perseroan.”

- Pasal 38 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap
perscroan ke pengadilan jika dia keberatan atas pengurangan
modal.”

- Pasal 120 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan

terhadap Perseroan Terbatas (dalam likuidasi) ke pengadilan

karcna likuidator menolak tagihannya.”

- Pasal 121 “Kreditur dapat mengajukan tagihan melalwi

Pengadilan Negeri terhadap sisa harta kekayaan perseroan
setelah dilikuidast.”

Permohonan Penetapan Pengadilan

Di samping yang berbentuk gugatan kepada pengadilan oleh pihak-

pihak tertentu dapat mengajukan permohonan agar pengadilan
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mengeluarkan ketetapannya Undang-Undang Perseroan Terbatas

mengaturnya sebagat berikut

Pasal 67 ayat 1 huruf a “Pemegang saham (berapapun saham
yang dipegangnya) dapat memohon kepada “Ketua Pengadilan
Negeri” agar pemegang saham tersebut dapat melakukan sendiri
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan jika direksi atau
komisaris tidak melakukannya.”

Pasal 67 ayat 1 huruf b “Pemegang saham minimal 10 % dapat
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pemohon dapat
melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa
jika direksi atau komisaris tidak melakukannya.”

Pasal 90 ayat 1 “Direksi dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.”

Pasal 110 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar

dilakukan pemeriksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum
yang dimohon oleh E(I) Pemegang minimal 10% saham atas
nama sendiri atau aitas nama perseroan, (2) Pihak lain yang
disebut dalam anggaran dasar dan (3) Jaksa.”

Pasal 117 ayat 1 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar
perseroan dibubarkan yang dimintakan oleh (1) Jaksa, (2)

Pemegang minimal 10% saham, (3) Kreditur dan (4) Pihak
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yang berkepentingan berdasarkan cacat hukum dalam akta
pendirian,”

- Pasal 123 “Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar
Ketua Pengadilan Negeri terscbut mengangkat likuidator baru
dan memberhentikan likuidator lama tidak melakukan tugas
dengan baik atas permohonan dari (1) yang berkepentingan dan
(2) Jaksa.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terkandung maksud adanya

perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga agar

supaya dapat dilindungi hak-haknya sesuai aturan perundang-
undangan vyang berlaku mengingat bahwa lembaga pengadilan
merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan di masyarakat.

Atas dasar hal-hal tersebut maka hanya pengadilaniah yang diberi

wewenang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang dibe‘ri

wewenang melakukan pemeriksaan tethadap Perseroan Terbatas di

wilayah hukumnya, sedang lembaga-lembaga penegak hukum yang

lain seperti kepolisian, kejaksaan tidak diberi wewenang oleh '

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 untuk melakukan'pemeriksaan
seperti yang termaktup dalam Bab VIII Pasal 110 — 113 Undang-
Undang No. I Tahun 1995.1*

g. Kasus permohonan pemeriksaan térhadap Perseroan Terbatas di

Pengadilan Negeri

"2 Munir Fuady. Hukum Perusabacn dalam Paradigma Hukwm Bisnis. Hal 15 Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti Bandung.




141

A

, INDRA GAMAL & PARTNERS

Jalan Pekalongan No. 4 Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telephone (62-21) 3918585 (Hunting), Facsimile : (62-21) 3914585

No. Ref : 079/IGP/MGR-SW/VIII/02 Jakarta, 20 Agustus 2002

Kepada Yth,

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
J1. Gajah Mada No. 17 |
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Penetapan Pemeriksaan Perseroan Terbatas (PT)

DAYA GUNA SAMUDERA Thk

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH., Pengacara dan Penaschat

Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS yang beralamat di Jalan

Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

a. Qaktree Capital Management, LLC, berlamat di 333 South Grand Avenue,
Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus térlampir) (selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon I”), dan

b. Goldman Sachs International beralamat di Peterborough Court, 133 Fleet

Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus
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tertanggal, 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut
sebagal “Pemohon I17),
Pemohon I dan Pemohon [I secara bersama-sama untuk selénjutnya disebut
scbagai “Para Pemohon”. |
Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan
(untuk selanjutnya disebut “Permohonan”) berdasarkan Bab VIII Pasal 110
sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Ne. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tujuan untuk mendapatkan data
dan/atau keterangan menyangkut :
PT DAYA GUNA SAMUYUDRA Tbk. Suatu Perseroan Terbatas yang
tunduk pada hukum Indonesia, beralamat di Gedung Djajanti Plaza,
Lantai 5, J1. H. Fachruddin No. 19, Jakarta Pusat (sclanjutnya disingkat
sebagai “PT. DGS”).
Sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh PT. DGS sehingga merugikan Para Pemohon sebagai Pihak
Ketiga yang berkepentingan.
Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa DGS International Finance Company BV (“DGSFIC BV”) yang
berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu perusahaan yang

seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh PT DGS.

£

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk
memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dengan

cara melakukan penerbitan surat hutang berupa “Notes” dengan nama




(W)

143

“US$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007 (selanjutnya
disebut sebagai “Obligasi”) yang mana dana hasil penawaran atau
penjualan obligasi tersebut diterima dan dipergunakan dan dinikmati oleh
PT. DGS.

Bahwa sebagai konsekuensi ipenerimaan dan penggunaan dana hasil
penjualan  Obligasi, PT D;GS setuju untuk menjamin  semua
kewajiban/hutang-hutang DGSlF IC BV kepada para pemegang Obligasi
ierscbut dengan cara scbagaimana diatur dan tunduk pada suatu
perjanjian hutang piutang yang disebut ; INDENTURE tanggal 28 Mei
1997 (selanjutnya disebut “Perjanjian Indenture™) (Bukti P-1) yang
dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

* DGSFIC BV scbagai Issucr atau Penerbit Obligasi:

» PT. DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;

* Bankers Trust Company sebagat trustee atau Wali Amanat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal 4.18
tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang berbunyi :

. sepanjung  bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1)
Penjamin  akan  menyampaikan  kepada  Wali Af}zanaf; dan  atas
permintean menyampaikan kepade Wali Amanat, dan atas permintaan
menyampaikan pula kepada pemegang Obligasi (4) laporan tahunan,
termasuk laporan-laporan  keuangan tahunan  (termasuk neraca
keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham

dan arus kas) yang disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Aluntansi

B R TR et
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Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang dilengkapi dengan opini
tentang laporan untuk tahun yang bersangkutan oleh akuntan publik
independen yang diakui secara internasional, rekonsiliasi pendapatan
bersih, dan modal pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan
Prinsip-Prinsip Akutansi Umum yang berlaku di Amerika (GAAP AS),
rangkuman dala  kewangan yang terdiri dari data-data tentangd
Pendapatan  Bersih Konsd?!idasi yang  disesuaikan  (Adjusted
Consolidated net Income), éiaya Bunga Konsolidasi (Consolidated
Interest  Expense), beban Tetap Konsolidusi (Consolidated Fixed
Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Conso/idatéd EBITDA) yang
disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang terdiri
dari data-data tentang jumlah kapal penangkap ikan, kapal pendukung
dan kapal pengangkut berlemari pendingin, statistik volume tangkapan
dan penjualan tahunan menwrut kategori produk wtama dan harga
penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama, sesegera
mungkin setelah berakhirnya setiop tahun buku (tetapi selambal-
lambatnya 120 haru setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan)
dun (B) laporan-laporan sementara untuk setiap liga kudrral pertama
dari tiap tahun buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit
yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan
laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas)
untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan keuangan

bandingan untuk kuartal yang bersangkutan pada tahun buku
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.vebe!z‘mmya) rekonsiliasi pendapatan bersilt dan modal pemegang saham
berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data keuangan yang terdiri dari
data-data  tentang  Pendapatan  Bersih  Konsolidasi  dan EBITDA
Konsolidasi yang disusun berdasarkan GAAP, sesegera mungkin setelah
tersedia setelah berakhirnya setiap tiga kuartal pertama dari setiap
fahun buku (tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah ditutupnya
kuartal tersebut)...”

5. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (“Bukti P-2a, P-
2b”) telah berkali-Kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian
Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional
perusahaan dari Perseroan Terbatas.DGS, tetapi tidak mendapatkan
keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (“Bukti P-
3a, P-3b, P-3c”).

6. Bahwa berdasarkan ketentuaﬁn bab VIII Pemeriksaan terhadap Perseoan
Pasal 110 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan

untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan

bahwa :

a, Perseroan melakukan perb'uzﬁan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau

pihak ketiga.
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Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk pula
kepada Ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi :
“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya  dapat
difakukan oleh :

b, Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian

dengan perseroan diberi wewenang untuk  mengajukan

permohonan ini.”

Dengan demikian sccara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian
Indenture P@ra Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk
mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan
permohonan pemeriksaan aquo ini kepada Pengadilan Negeri dimana
Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisili.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7. Bahwa Para Pemochon menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta awal

tentang dugaan terjadinya serangkaian perbuatan meclawan hukum
yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. DGS sebegai berikut di

bawah ini :

a. Bahwa pada tahun 1995, Perseroan Terbatas. DGS telah emperoléh '

status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik
karenanya tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur khususnya
mengenai pasar modal.

b. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(selanjutnya disebut “Undang-Undang  Pasar Modal”) telah
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memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan afiliasi atau
pihak terafiliasi (Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal). Bahwa
terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur sedemikian rupa yaitu
untuk melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi, Perseroan
Terbatas. lDGS wajib meminta persetujuan pemegang saham
independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
Terbatas DGS atau jika persetujuan tersebut tidak diperoleh setelah
melalui RUPS sebanyak 3 (tiga) kali maka Perseroan Terbatas
DGS dapat meminta persetujuan tersebut kepada badan Pengawas
Pasar Modal (BAPEPAM).

. Bahwa seharusnya Persé:roan Terbatas DGS melaporkan kepada
publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli Obligasi
aquo yaitu ada pihak-pihak / perusahaan yang bertransaksi dengan
Perseroan Terbatas DGS sebagaimana dicantumkan dalam laporan
keuangan Perseroan Terbatas DGS yang meruquan pihak
terafiliasi dengan Perseroé.n Terbatas DGS dan karenanya
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS
dengan p thak-pihak terafiliasi -tersebut merupakan transaksi-
transaksi yang' mempunyai benturan kepentingan.

. Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak mclapor}:an
transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (conflict
Qf interést transactions) yang mana perbuatan ini melanggar

- Undang-Undang Pasar Modal,
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- Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22
Agustus 2000,

e. Bahwa ternyata berdasarkan laporan keuangan konsolidasi untuk
periode 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4) serta untuk
periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut sebagai
“Laporan Keuangan™), transaksi-transaksi yang mempunyai
berituran kepentingan aquo hanya dilaporkan sebagai transaksf~
transaksi dengan pihak ketiga biasa.

8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas
DGS tersebut antafa lain
(a)  Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya

Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group
ataupun afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh
BURHAN URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam
Prospektus tanggal 30 Septelhber 1996 yang diterbitkan oleh
Perseroan Terbatas DGS sehubungan dengan penawaran umum
100.000.000 lembar sahamnya (Bukti P-5).

(b)  Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY
tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah
Komisaris Utama dan pemegang saham pada Perseroan
Terbatas Hasil Nusa Buana (Perseroan Terbatas HNB) dan

Perseroan Terbatas Hasil Samudra Laut (Perseroan Terbatas




{c)

(d)
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HSL), sedangkan salah seorang anak BURHAN URAY yang
bernama SOEJONO VARINATA adalah Komisaris pada
Perseroan Terbatas HNB, pemegang saham dan Direktur pada
Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada Perseroan Terbatas
DGS hal-hal mana ciapat dilihat pada akta-akta notaris yang
telah mendapatkan n(;lnor Berita Negara (Bukti P-6a, Bukti P-
6b, Bukti 6¢).

Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah
pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide
. Bukti P-6¢), yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasazlr
Modal (Undang-Undang Pasar Modal), maka BURHAN
URAY dan SOEJONO VARINATA ciikualiﬁkasikan sebagai
Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama
ataupun Pihak Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.

Dalam Laporan Keuangan, Perseroan Terbatas DGS
melaporkan adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumiah
perusahaan yang didirikan di Singapura yaitu :

(1) New Guinea Pte Ltd (NGPL).

(i) WMP Trading Pte Ltd (WMP).

(ii1) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)

(iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo).

(v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)




(e

(a)

(b)

{c)
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Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah
milik dari BURHAN URAY, namun pada tahun 1994,
kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan-perusahaan
tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama
WONG KIIA TAI yang masuk atau merupakan pihak terafiliasi

dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukﬁ P-7a, P-7b, P-7c).

9. Berdasarkan fakta-fakat awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI
(anak dari BURHAN URAY vyang mengendalikan NGPL, WMP,
Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi yang
mempunyai benturan kepentfngan.

10. Bahwa ternyata dalam Lap?oran Keuangan (vide : Bukti P-4), atas
transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut di

atas, dilaporkan bahwasanya :

Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat
transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP,
Jetline, Borneo dan Natura;

Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagailpiutang-
piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi),
Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP,
Jetline, Borneo dan Natura) lalai‘ memenuhi  kewajiban
pembayarannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah

mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratué sembilan puluh

TR E}
£ B3 -“"'
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sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus
ribu enam ratus satu rupiah).
Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan perasahaan-
perusahaan Singapura (yang dikendalikan oleh WONG KIIA TAID
yang merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum

di bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12,

14.

Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan Pasal
1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.;97/PM/1996 Jo.
Peraturan No. VIILG.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS
berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan
Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar

Modal (BAPEPAM).

.Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan

Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan
ntuk tahun buku 2000-2001

Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil
tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan
tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan
mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang

saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Delisting

(Bukti P-8).
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Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

15.

16.

Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektusnya
yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat luas telah

memberikan pernyataan :

“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk, dan

Penjamin Pelaksana FEfelk bertangeung jawab  sepenuhnya atas

kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran

pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan int ternyata tidak benar dan tidak sejalan
dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang didirikan
di Singapura dan dikendalikan oleh “ WONG KHA TAI (anak
BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura
ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-
perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide: Bukti P-5, halaman 141).

Bahwa lebih jauh, akibat terjainya rangkaian perbuatan melawan
hukum tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas
DGS dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan
Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuhan kewajibénnya kepada
para pemegang Obligasi, termasuk Para Pemohon, terbukti Perseroan
Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan
pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga
menimbulkan kerugian b#gi Para Pemohon yang sampai saat ini

mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat
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puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas
koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana diakuinya
pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas Bursa Efék
Surabaya No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14 Maret 2002
(Bukti !_P—9) yang isinya antara lain menyatakan bahwa Perseroan

Terbatas DGS mengakui dan membenarkan tentang kelalaiannva /

kegapalannva dalam memenuhi kewajiban pembavarannva kepada

" pemegang Obligasi:

17.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas,
berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, ac}alah juga beralasan kiranya ]I;ara
Pemohon memohoﬁ kepada Pengadixian Negeri Jakarta Pusat, yang
memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS, untuk
menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-data
yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya membuat
laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Yang
Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.

Untuk keperluan ini, Para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen
sebagai berikut :

1. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;'

2. Iman Sarwoko, dengan rfomor akuntan negara D 1384; dan

"

3. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367
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i
Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo &

Sandjaja, Ernst & Young beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta

Tower 1 lantai 13, J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon
mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang terhormat berkenan menetapkan :

. Mengabulkan permohonan Para Pemohon unfuk seluruhnya,

. Menctapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :

),

a. Sandj aja, dengan nomor akuntan negara D 2231;

b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384,

¢.  Alwi Syahri, dengan nomqr akuntan negara D 1367,

darl Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja,
Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1,
Lantai 13, ;Talan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Persercan Terbatas Daya Guna
Samudera Tbk., terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan
operasional perusahaan.

Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli
ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.

Menetapkan besamya biaya pennohonén yang dibayar oleh Perseroan

Terbatas Daya Guna Samudera Thk.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan

dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.




Hormat kami,
Kuasa Para Pemohon

INDRA GAMAL & PARTNERS

M. Gamal Resmanto, SH

Santoswana, SH
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i 2, Pelaksanaan Pemeriksaan cleh Pengadilan Negeri terhadap Perserea:n
Terbatas di“}vilay.ah hukumnyé
a. Maksud 'dan tujuan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas
Sebelum  penulis  meneliti ya:ng lain, terlebih dahulu
menguraikan fentang pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri
terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya sebagai kata kunci
dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh
penulis.
Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap

Perseroan Terbatas dari Pengadilan Negeri terhadap perseroan yang ada

di wilayah hukumnya adalah untuk mendapatkan suatu data-data dan
atau keterangan dalam hal tefdapat data-data atau informas: dalam hal
terdapat dengan bilamana :

a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
para pcmegang saham auat pihak ketiga atau;

b). Anggota Direksi atau kemisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Undang-Undang Perscroan Terbatas)

Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan
yang dilakukan olehr ahli bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan

oleh hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli

e & e e “qen
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dalam - bidangr;ya itu misalnya akuntan publik, ahli dalam soal

pembukuan supaya dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :

a). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan,
anggota direksi atau komisaris.

b). Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang
saham atau pihak ketiga.

¢). Telah dimintakan data atau informasi yﬁng diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan i‘hu!-u.'m vang dilakukan oleh perseroan,

anggota direksi atau komisariis dapat berbagai macam.kemungkinannya

batk berupa pelanggaran Undang-Undang, anggaran dasar ataupun

kesusilaan. Beberapa contoh perbuatan melawan hukum adalah :

a). Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.

b). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.

c). Mengalihkaﬁ atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan
perscroan tanpa persetujuan pemegang saham.

d). Manipulasi pembayaran pajak perseroan.

¢). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari labé bersih.'*

Mengenai pelaksanaan pefneriksaan oleh Pengadilan Negeri
tcrhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya. Pemeriksaan yang
dimaksudkan di sini adalah ‘pem‘eriksaan yang dilakukan oleh ahli,

bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang

"3 Opeit. Hal 103 - 104
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hakim ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya

itu, misal akuntan publik ahli dalam soal pembukuan, supaya dapat

dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi

syarat-syarat berikut ini :

a). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan,
anggota direksi, komisaris.

b). Perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan perseroan,
pemegang saham, atau pihak ketiga.

c). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan akan tetapi
ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; anggota

direksi dan atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya baik

berupa pelanggaran Undang-Undang, Anggaran Dasar, ataupun

kesusilaan beberapa contoh perbuatan melanggar hukum itu adalah :

a). Korupsi yang dilakukan oleh direksi dan atau komisaris.

b). Usaha perscroan di gunakah untuk keuntungan pribadi.

¢}). Mengalihkan atau ménjalninkan sebagian atau seluruh kekayaan

erseroan tanpa persetyj ur;,m pemegang salham (RUPS). |

d). Memanipulasi pembayaran pajak perseroan.

c¢). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.

Pengajuan permohonan pemeriksaan permohonan pemeriksaan diajukan

secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerdh
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huktimnya' | meliputi  tempat kedudukan perercan. Permohonan

pemeriksaan tersebut hanya dapat diajukan oleh :

a). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang szh.

b). Pihak yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan
perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan,

¢). Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dalam hal pengertian “kepentingan umum” termasuk juga kepentingan

negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran

hukum. |

Bahwa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur adanya kewenangan

pengadilan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan

Terbatas yang ada di wilayah hukumnya. Jaman dahulu di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang tidaklah diatur engenai pemeriksaan

oleh pengadilan terhadap Perseroan Terbatas. e

Pembentuk Undang-Undang mempunyai maksud dari tujuan bahwa

Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang nota bene

sebagai benteng terakhir dari pencari keadilan yang ada di wilayah

hukumnya dapat memberi perlindungan hukum terhadap pihék—pihak

W4 ST Kancil. Hukum Perusahaan Indonesia. Cet. Pradya Paramita. Bandung
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yang secara lemitatif ditentukan dalam Undang-Undang, merasa
dirugikan haknya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakul\t_an oleh perseroan, dircksi, komisaris supaya dapat dicegah
bi!amana'perbuatan tersebut yang merugikan belum terjadi dan segera
dihentikan manakala perbuatan yang merugikan tefah terjadi.
Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pemeriksaan
pengadilan terhadap Perseroan Terbatas agaknya suatu hal kemajuan
tersendiri jika dibandingkan dengan KUHD, karena di dalam KUHD
tentang pemeriksaan Pengadiilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas
tidaklah diatur. Hal ini juga ?tidak lepas adanya pengaruh dari sistem
yang dipraktekkan di luar negeri (negara-negara maju). Keterlibatan
Pengadilan Negeri sangat jauh sedemikian jauhnya sehingga pengadilan
ikut memberi warna terhadap baik buruknya praktek hukum perseroan.
Artinya jika pengadilan itu baik maka praktek hukum perseroan pun
akan scmakin baik, scbaliknya jika Pengadilan Negeri tidak baik dan
atau tidak profesional maka praktek hukum perseroan juga semakin
tidak baik seperti yang diharapkan dalam dunia usaha dewasa ini.
Pemeriksaan tgerhadap Perseroan Terbatas ini merupakan hal
yang baru dan menunjukkan kemajuan yang baik dalam Undang-Undang
kita. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap
perseroan guna mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum

yang dapat merugikan kepentingan bersama, baik bagi perseroan itu
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sendiri, pemegang sazham, maupun pihak ketiga. Ketentuan ini
merup:akqn wujud realisasi asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Alasan dan tujuan pemeriksaan .terhadap Persercan Terbatas

dapat dilakukan dengan tiga ciri untuk mendapatkan data-data atau

keterangan dalam hal terdapat dugaan :

a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga. |

b). Anggota dircksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga. |

Sebelufn mengajukan permohonan pemeriksaan, pemohon telah lebih

dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang

dibutuhkan dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan

permintaan tersebut, maka Undang-Undang perseroén membérikan

upaya pemeriksaan sebagai upaya jalan keluar.

Salah satu hal yang sangat menonjol dalam Undang-Undang Perseroan

Terbatas adalah besarnya peranan Pengadilan Negeri untuk ikut

mencampuri urusan-urusan perseroan ini sebagai akibat pengaruh dari

sistem yang dipraktekkan di negara-negara maju.

Keterlibatan Pengadilan Negeri sangat besar sekali sehingga pengadilan

ikut memberi wama terhadap baik dan buruknya praktek hukum

perseroan di Indonesia.
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Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan
masyarakat menurut Undang-Undang No. I Tahun 1995 sebelum
pengesahan

Perlindungan  hukumi dapat dibedakan antara perlindungan
hukum bagi pemegang sahami bagi kreditor atau pihak ketiga lainnya,
dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan bagi pemegang saham
minoritas dalam pemberian hak-hak tertentu seperti hak menuntut dan
hak untuk menyelenggarakan RUPS (pasal 66 Undang-Undang No. 1
Tahun 1995), hak penawaran atas saham yang dikeluarkan (Pasal 36 dan
Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak menuntut pembelian
saham oleh perseroan dengan harga wajar (Pasal 55 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995), hak meminta pemeriksaan dan [ain-lain,
Perlindungan hukum bagi kepentingan umum antara lain dalam bentuk
pemberian wewenang kepada Kejaksaan untuk minta agar diadakan
pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 110 Undang-Undang No. 1
Tahun 1995).

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur dalam
Undang-Undang No. I Tahun 1995 adalah terdiri dari : |
1. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum Akta Pendinan

Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari  Menterl

Kehakiman, dan
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2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sefelah Akta Pendirian
Perseroan  Terbatas memperoleh pengesahan dari Mente%i
Kehakiman RL |

Manakala Akta Pendirian Perscroan Terbatas belum
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Undang-Undang

No. 1 Tahun 1995 memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi

pihak ketiga hanya dalam | (satu) pasal saja, yaitu Pasal 11 yang

menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk
kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan
setelah perseroan berstatus badan hukum, melalui penerimaan secara
tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan
perbuatan hukum ‘drimaksud (Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun

1995}

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 23 Undané—Undang No. 1

Tahun 1995 sebenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak

melaksanakan ketcntuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 1

Tahun 1995, tetapi ketentuan itu ternyata dapat juga dipakai sebagai

perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bentikad bafk, khususnya

bagi Perseroan Terbatas yaing belum didaftarkan dan diumumkan.

Adanya ketentuan itu mengurixtungkan bagi pihak ketiga, karena selain

dijamin kekayaan Perseroan Terbatas, juga dijamin kekayaan pengurus.

Sehingga dapat disiinpulkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1995, ada 2 pasal yang' memberikan perlindungan hukum
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bagi pihak ketiga pada Perseroan Terbatas yang masih dalam proses
pendirian. Sedang untuk Perseroan Terbatas yang belum memﬁeroleh

pengesahan, hanya diatur dalam 1 pasal saja (Pasal 11 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1995).

5

’ TABEL 2

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHDAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO.1TAHUN 1995

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YANG

NO | PASAL | pyATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1995
1 11 Pengambilalihan tanggung jawab oleh perseroan atas

perbuatan pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan.
Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal dalam tabel 10 adalah sebagai berikut
1. Pasal 11
1). Perbuatan hukum vyang dilakukan para pendiri untuk kepentingan
perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah
perseroan menjadi badan hukum apabila :

a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang
dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan
pihak ketiga;

b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan
kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang
lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan

atas nama perseroan, atau
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c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang
dilakukan atas nama perseroan.

2). Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterima, tidak diambil Ialih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka
masing-masing pendirian yang melakukan perbuatan hukum tersebut
bertanggung jawab secara pribadi atas akibat yang timbul.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan
masyarakat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sesudah
pengesahan
TABEL 3
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MEMPEROLEH PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995
PERLINDUNGAN HUXUM BAGI PIHAK KETIGA

NO | PASAL SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS MEMPEROLEH PENGESAHAN
1 23 Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan

Direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan
hukum yang dilakukan perseroan.

2 38 Perlindungan hukum bagi kreditor karena pengurangan modal.
3 88 Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik

4 | 110 ayat | Perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan
3 huruf a { keterangan apabila ada dugaan Direksi merugikan. perseroan

5 | 117 ayat | Perlindungan bagi kreditor untuk membubarkan perseroan '

1
Sumber : bahan hukum primer

Dari uraian di atas tampak bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun
1995 lebih jelas dalam memberikan perlindungan kepada para kreditor
atau pihak ketiga lainnya. Bunyi selengkapnya pasal-pase;l dalam tabel

11 adalah sebagai berikut :
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Pasal 23 bsd Pasal 21 dan 22

“Sebelum pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara

tanggung tenieng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum
vang dilakukan persercan.”

Pasal 38

(1). Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai
alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan
modal dengan tembusan kepada menteri.

(2). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan
wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan
disertai alasannya.

(3). Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak
memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka
dalam waktu 30 (tiga puluh) han terhitung séjak jawabén
ﬁerseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negéri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan
perseroan.”

Pasal 37 ayat (2)
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“Direkst  wajtb  memberitahukam  secara tertulis  keputusan
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada semua kreditor dan
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2
(dua) surat kabar harnian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal keputusan.”

Pasal 37 ayat (1)}

“Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS vang %dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan
sebagaimana Jdimaksud daliam Pasal 35.”

Pasal 35

“Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan
rapat, korum, dan jumlah suara unfuk perubahan Anggaran Dasar
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan atau

Anggaran Dasar.”

Pasal 34 ayat (1)

“Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukaﬁ berdasarkan

keputusan RUPS.”

Pasal 88

(1). Direksi wajib menerima persetujuan RUPS untuk mengalihkan
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar

kekayaan perseroan.




2).

(3}

(4).
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Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan
utang scluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili palirig

sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham

. dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit %

‘_ (tiga perempat) bagian dan jumlah suara terscbut.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian palng lambat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut

dilakukan.”

Pasal 110 ayat 3 hurufa

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat

dilakukan oleh :

a.

Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama
perseroan apabila mev?akﬂi paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dart jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah.”

Pihak lain: yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau
perjanjiaﬂ dengan perseroan diberi wewenang untuk
mengajukan permohcnan pemeriksaan, atau

Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.”
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Pasal lllﬂ ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimaf&a dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan mengajukan perm(;honan secara tertulis beserta alasannya ke

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan perseroan.”

Pasal 110 ayat (1)

“Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan

untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ini terdapat

dugaan bahwa :

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau
pihak ketiga.”

Pasal 117

(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas :

a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan
melanggar kepentingan umum;

b. Permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih
yang mewakili- paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah;.

¢. Permohonan kreditor berdasarkan alasan ;
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1. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit; atau
2. Harta'kekayaan. perseroan tidak cukup untuk melunast
seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
atau
d. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.
(2). Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukkén
likuidator.
Untuk memberikan perlindungan hukum bagi i)ihak ketiga dalam
Anggaran Dasar sebelum pengesahan
Tujua;n mendirikan perseroan adalah mencari keuntungan, oleh
karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut para pengurus harus
selalu berhubungan dengan pihak ketiga. Agar segala sesuatu berjalan
dengan baik tentunya dibutuhkan rambu-rambu bagi kedua pihak dalam
menjalankan kegiatannya terslebut; terutama perlindungan hukum bagi

i
para pihak. Sebelum sescorang memutuskan untuk melakukan hubungan

1 .
dengan suatu Perseroan Terbatas, tentunya terlebih dahulu ingin
mengetahui keadaan Perseroan Terbatas itu. Anggaran Dasar merupakan
salah satu bagian dari perseroan yang sangat penting, karena seseorang

dapat mengetahui kondisi manajemen Perseroan Terbatas. Anggaran

Dasar di samping berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk memperoleh
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pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai suatu badan hukum, juga

berisi aturan yang mengatur persoalan internal perseroan.

TABEL 4
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PTHAK KETIGA

SEBELUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN

YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

No

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM
PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG DIATUR DALAM
ANGGARAN DASAR

1

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas segala perbuatan Direksi
dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi.

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Untuk memberikan perlindungan bukum bagi pihak ketiga dan masyarakat

sesudah pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam

Anggaran Dasar

TABEL 5

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

SESUDAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

NO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SESUDAH
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG
DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan adanya pembatasan
kewenangan Direksi mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam
Pengadilan yang harus mendapat persetujuan dari 2 anggota Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan harus mendapat
persetyjuan RUPS

[ U%)

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan wajib diumumkan
dalam 2 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum perbuatan hukum
tersebut. '

Hak Direksi untuk memberi kuasa kepada seseorang tidak diperkenankan
yang bersifat umum, karena akan mengakibatkan pengalihan tugas kepada
pihak lain. ‘ :

Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

seluruh anggota Direksi, maka perseroan diwakili oleh Komisaris.
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i

6 | Perlindungan hukum bagi pihakéketiga atas penggantian pengurus yang
harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. '
Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah

Permohonan pemeriksaran oleh ;;engadilan tersebut dapat dikabulkan
juga dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri tergantung dari alasan-
alasan yang diajukan oleh pihak permohonan apakah atas dasar alasan
yang wajar atau tidak. Bila tidak wajar permohonan tersebut tidak
diterima akan tetapi bila alasannya wajar maka permohonan tersebut
diterima.
Bila dikabulkan maka Ketua Pengadildn Negeri mengeluarkan penetapan
dan pengangkatan paling banyak tiga (3) orang ahli untuk melakukan
pemeriksaan terhadap semua dokumen dan semua kekayaan yang
dianggap perlu diketahui.
Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua
Pengadilan Negeri selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan
salinan laporan dart hgsil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan
Terbatas yang bersangkutan dan selanjutnya ditentukan  biaya
pemeriksaan yang dibebankan pada perseroan dan juga atas usw_ul
perseroan biaya tersebut dapat dibebankan pada pemohon, direksi,
komisaris dari hasil penclitian di Pengadilan Negeri J akafta Pusat.

b. Cara melakukan pcrﬁeriksagn Perseroan Terbatas oleh Pengadilan
Negeri |

Bahwa pemeriksaan disini dimaksudkan, pemerisaan yang

dilakukan oleh para ahli yang ditetapkan oleh Pengadilan, ‘Pemeriksaan




173

disini bukan pemeriksaan yang bersifat litigasi (sengketa hukum) yang
dilakukan oleh pengadilan.
Cara melakuléan pexﬁeriksaan, dilakukan oleh yang
bersangkutgn (pihak-pihak yang mempunyai kewenangan) yaitu:
1. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan
Terbatas apabila memiliki 1/10 dari jumlah seluruh saham.
2. Pihak lain yang dalam Anggaran Da;;ar Perseroan atau Perjanjian
dengan Perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan.

Kejaksaan Negeri dalam hal mewakili kepentingan umum.

L

| Dengan mengajukan permohqnan secara tertulis, benkut
alasannya. Permohonan ini diajukan képada pengadilan negeri yang
daerah hukum meliputi tempat kedudukan dari Perseroan Terbatas.
Peranan ketua Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan
Terbatas.

Bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya sangat
berperan sekali terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau
mengabulkan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya. Bila pembukuan pemeriksaan dikabulkan maka
ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan bagi pemeriksaan dan
pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan

pemeriksaan, selain itu ketua Pengadilan Negeii yang mencntukan
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jumlah biaya pemeriksaan yang difentukan atas dasar keahliannya dan

kemampuan perscroan dan juga ketua Pengadilan Negeri dapat

menetapkan penggantia;i seluruh-/sebagian biaya perﬁeriksaan kepada
pemohon, direksi dan atau komisaris.

. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan

Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru
yaitu Undang-Undang' No. | Tahun 199-5 tentang Perseroan Terbatas
telah ditentukan secara komitatif oleh peraturan perundang-undangan
tersebut, schingga tidak semua orang Tatzztu setiap orang dapat
mengajukan  pemeriksaan iPerseroam Terbatas. Hal demikian
dimaksudkan supaya jelas tenétang pihak-pihak yang dapat mengajukan
pemeriksaan terhadap Perserban Terbatas. Adapun pihak-pihak yang
dapat mengajukan peineriksaan Perseroan Terbatas adalah sebagai
berikut :

a). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan
Terbatas apabila mewakili sedikitnya 1/10 dari jumlah selurqh
saham dengan hak suara. |

b). Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan at;lu perjanjian
dengan perseroan dibén’ wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan.

¢). Atau kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.

Di sini pihak kejéksaan demi kr;pentingan umum dapat

mengajukan permohonan pemeriksaan. Pihak kejaksaan ini seringkali
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dapat juga bertindak dalam hal-hal masalah perdata demi kepentingan
umum. . Dalam pengertian “kepentingan umum” termasuk juga
kepentingan negara ya'ng dirugi‘;can oleh perseroan yang melakukan
pelanggaran hukum, misalnya melakukan manipulasi pajak dalam hal ini
kejaksaan berwenang mewakili kepenting’aﬁ negara, di samping itu
kejaksaan juga mewakili kepentingan masyarakat, seperti dalam perkara
perdata sesuai dalam peraturan perundang;undangan yang berlaku.'"’
d. Hak dan kewajiban pemeriksa Perseroan Tgrbatas

Bahwa mereka yang diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri
dengan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan
Terbatas yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut berhak
melakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen dan kekayaan
Perseroan Terbatas yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Yang dimaksud dengan dokumen adalah semua buku catatan
dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris
dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan selain pemeriksa mempunyai hak|-hak seperti
tersebut di atas, pémeriksa juga mempunyai kewajiban untuk tidak
mengumumkan hasil pemeﬁlksaan Perseroan Terbatas kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada

ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri memberikan salinan

Y13 fbid. hal 104 - 106
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laporan hasil pemgriksaan kepada pemochon dan perseroan yang
bersangkutan. Hasil pemerxksaan yang dilakukan oleh pemeriksa
tersebut dapat mengungkapkan benar tidaknya dugaan yang terjadi

adanya pelanggaran hukum.
i

. Permohonan pemeriksaan y.{;ng dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

i
Bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak atau

mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.
Permohonan pemeriksaan di sini dapat dikabulkan bilamana didasarkan
pada alasan-alasan yang wajar. Pengertian wajar di sini dalam penjelasan
Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan akan tetapi secafra
wmum pengertian wajar berarti apabila didukung oleh bukti-bukti ;ar;g
memperkuat-dengan adanya pelanggaran hukum. Sebagai misal adanya
pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak
dan atau bilamana ada informasi dari pihak ketiga mengenai penjaminan
seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS. Dalam hal
pcrmohonan pcmcrlksaan dikabulkan ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan bagt pemeﬂks_aan dan pengangkatan paling banyak 3
(tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Sed;ngkan yang
dimaksud ahli di sini adalah 6rang yang mempunyai ahli dalam Bidang
yang akan dipenksa. Pcnetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut

diartikan perintah untuk tingkat pertama dan terakhir,'®

Y6 rpidd hal 106 - 108
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Direksi, komisaris, karyawan perseroan dan akuntan publik
yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli yané
ikut melakukan pemeriksaan bz;hkan direksi wajib menyerahkan
perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa
bilamana:

1. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana
masyarakat. ‘

2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.

3. Perscroan merupakan Perseroan Terbuka,'"

Permohonan pemeriksaan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan
Terbatas ini dapat dikabulkan dan atau ditolak oleh ketua Pengadilan
Negeri, ketua pengadilan akan menolaknya jika permohonan
pemeriksaan terhadap perscroan tersebut berdasarkan suatu alasan-
alasan yang tidak wajar, sebab dalam kenyataannya sering terjadi pihak-
pihak yang mengajukan permochonan pemeriksaan hanya atas dasar
kepentingan yang sangat subjektif (kepentingan sepihgk), maka setiap
permohonan pemeriksaan harus dilakuka:r'l pemeriksaan yaﬂg teliti dan
scksama sehingga pemeriksaa'ﬁ betul-betul sesuai dengan aturan yang

i
berlaku.

. Kasus permohonan pemeriksaan yang telah diperiksa oleh

Pengadilan Negeri

" 1G. Rai Widjaya. Hukum Perusahaan. Opcit. Hal 206 - 207
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INDRA GAMAL & PARTNERS
Jalan Pekalongan No. 4 Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telephone (62-21) 3918585 (Hunting), Facsimile : (62-21) 3914585

No. Ref : 079/1GP/MGR-SW/VIII/02 Jakarta, 20 Agustus 2002

Kepada Yth,

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
J1. Gajah Mada No. 17 |

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Penetapan Pemeriksaan Perseroan Terbatas (PT)

DAYA GUNA SAMUDERA Tbhk

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH., Pengacara dan Penaschat

Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS yang beralamat di Jalaq

Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dap atas nama

a. Oaktree Capital Management, LLC, berlamat di 333 South Grand Avenue,
Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus teﬂanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon I”), dan

b. Goldman Sachs International beralamat di Peterborough Court, 133 Fleet

Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus
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tertanggal 24 Juli*2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya disebut
sebagai “Pemohon II”).
Pemohon [ dan Pemohon II s;:cara berslama—sarna untuk selanjutnya disebut
scbagai “Para Pemohon”.
Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan
(untuk selanjutnya disebut “Permohonan”) berdasarkan Bab VIII Pasal 110
sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang NG. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tujua-n untuk mendapatkan data
dan/atau keterangan menyangkut :
PT DAYA GUNA SAMUDRA Tbk. Suatu Perseréan Terbatas yang
tunduk pada hukum Indonesia, beralamat di Gedung Djajanti Plaza,
Lantai 5, JI. H. Fachruddin No. 19, Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat
sebagai “PT. DGS”). |
Sehubungan dengan adanya dug;an perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh PT. DGS sehingga merugikan Para Pemohon sebagai Pihak
Ketiga yang berkepentingan.
Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sc;bagai berikut
. 1. Bahwa DGS International Finance Company BV (“DGSFIé BV™) yang
berkédudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu perusahaan yang
seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh PT DGS.
2 Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk
memperolch dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dengan

cara melakukan penerbitan surat hutang berupa “Notes” dengan nama
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“JS$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007 (selanjuinya
disebut sebagai “Obligasi®) yang mana dana hasil penawaran atau
penjualan obligasi tersebu% diteri_ma'dan dipergunakan dan dinikmati oleh
PT. DGS.

Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana hasil
penjualan Obligasi, PT DGS setuju untuk menjamin  semua
kewajiban/hutang-hutang DGSFIC BV kepﬁda para pemegang Obligasi
tersebut dengan cara sebagaimana diatu:r dan tunduk pada suatu
perjanjian hutang piutang yang disebut ; INDENTURE tanggal 28 Mei
1997 (selanjutnya disebut “Perjanjian Indenture™) (Bukti P-1) yané
dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

= DGSFIC BV sebagai Issuer atau Penerbit ‘Obligasi;

* PT. DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;

» Bankers Trust Company sebagai trustee afaﬁ Wali Amanat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal 4.18
tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang bcrbunyi : |

“ . sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1)

Penjamin akan menyampaikan kepada Wali Amanat, dan atas

permintaan menyampaikan kepada Wali Amanat, dan atas perminfaan .

menyampaikan pula kepada pemegang Obligasi (4) laporan tahunan,
termasuk  laporan-laporan ~ keuangan  tahunan (termasuk neraca
keuangan dan laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham

dan arus kas) yang disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi
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Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang dilengkapi dengan opini
tentang !apo;pn untuk tahun yang bersangkutan oleh akuntan publik
independen yang diakui secara in;femasz‘ona[, rekonsiliasi pendapatan
bersih, dan modal pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan
Prinsip-Prinsip Akutansi Umum yang ber!ﬁku di Amerika (GAAP AS),
rangkuman data  keuangan yang terdiri dari data-data  tentang
Pendapatan  Bersih Kanso/:idasi yané disesuaikan  (Adjusted
Consolidated net Income), Btjaya Bunga Konsolidasi (Consolidated
Interest  Expense), beban T e.!ap Konsolidasi (Consolidated Fixed
Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang
disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang terdiri
dari data-data tentang jumlah kapal penangkc)p ikan, kapal pendukung
dan kapal pengangkut berlemari pendingin, statistik volume tangkapaf:f
dan penjualan tahunan menurut kategori produk ulama dan harga
penjualan tahunan rata-rata menurut kategori produk utama, sesegera
mungkin setelah berakhirnya setiap lahun buku (tetapi selambai-
lambatnya 120 haru setelah ditutupnya talhun buku yang bersangkutan)
dan (B} laporan-laporan sementara untuk setiap-tiga kuartal pertama
dari tiap tahun buky, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit
yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan
laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham dan arus kas)

untuk dan sejuk berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan keuangan

bandingan untuk kuartal yang bersangkuton pada tahun  buku
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sebelumnya) rekonsiliasi pendapatan bersit dan modal pemegang saham
berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data keuangan yang terdiri dari
data-data  lentang Penc.lapatan .Bersih . Konsolidasi dan EBITDA
Konsolidasi yang disusun berdasarkan GAA};, sesegera mungkin setelah.

tersedia setelah berakhirnya setiap tiga kuartal pertama dari setiap

tahun buku (tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah ditutupnya

kuartal tersebut) ... ”

Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (“Bukti P-2a, P-2b”)

telah berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Indenture

untuk rnendapatkanl informasi keuangan dan operasional perusahaan dari

Perseroan Terbatas.DGS, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang

memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (“Bukti P-3a, P-3b, P-3¢”).

Bahwa berdasarkan ketentuan bab VIII Pemeriksaan terhadap Perseoan

Pasal 110 ayat (1) UUPT yang berbunyi

“Pemeriksaan terhadap pefseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum‘ yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau |

b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merngikan perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga. i

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk pula

kepada Ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi ;
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i
“Permohonan sebagaimana éiimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
difakukan oleh :
b. Pihak lain yang dalam Angéaran Dasar perseroan atau perjanjian

dengan perseroan _diberi wewenang untuk mengajukan

permohonan ini.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjiaq
Indenture Para Pemohon diberikan kéwenang‘an atau hak untuk'
mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan
permohonan pemeriksaan aquo ini kepada Pengadilan Negeri dimana
Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisikhi.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7 Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta awal

tentang dugaan terjadinya serangkaian perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. DGS sebegai berikut di

bawah ini :

a. Bahwa pada tahun 1995, Perseroan Terbatas. DGS telah
emperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan
publik karenanya tunduk dan mengikuti ketentuanilylang diatuf
khususnya mengenai pasar modal.

b. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modél
(selanjutnya disebut “Undang-Undéng Pasar Modeil”) telah
memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan afiliasi

atau pihak terafiliasi (Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal).
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Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur sedemikian

rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi,

Persercan Terbatas. DGS w'ajib meminta persetujuan pemegang

saham independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan Terbatas DGS atau jika persetujuan tersebut tidak
diperoleh setelah melalui RUPS sebanyak 3 (tiga) kali maka
Perseroan Terbatas DGS dapat m-eminta persetujuan  tersebut
kepada badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Bahwa secharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada
publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli
Obligasi aquo vyaitu ada pihak-pihak / perusahaan yang
bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana
dicantumkan dalam laporan keuangan Perseroan Terbatas DGS
yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas DGS
dan karenanya transaksi-%—transaksi yang dilakukan oleh Perseroan
Terbatas DGS dengan p?ihak—pihak terafiliasi tersebut merupakan
transaksi-transaksi yang mempunyai ben';uran kepentingan.
Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak " melaporkan
transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan
(conflict of interest transactions) yang mana perbuatan ini

melanggar :

- Undang-Undang Pasar Modal,
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- Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22:

Agustus 2000.

e. Bahwa ternyata befdasarkan -1aporan keuangan konsolidasi untuk
periode 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4) serta untuk

| periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut sebagai

“Laporan Keuangan™), .transaksi—t'r’ansaksi yang mempunyat
benturan kepentingan aquo hanya dlilaporkan sebagai transaksi-
transaksi dengan pihak ketiga biasa.

8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas
DGS tersebut antara lain :

(a). Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya
Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group
ataupun afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh
BURHAN URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam

Prospektus tanggal 30 Scptember 1996 yang diterbitkan oleh

Perseroan Terbatas DGS sehubungan dengan penawaran umum
100.000.000 lembar sahamnya (Bukti P-5).

(b). Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY
tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah
Komisaris Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbataé
'Hasil Nusa Buana (Perscroan Terbatas HNB) dan Perseroan

] Terbatas Hasil Samudra Laut (Perseroan Terbatas HSL),




(c).

(d).
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sedangkan salah seorang anak BURHAN URAY yang bernama
SOEJONO VARINATA adalah Komisaris pada Perseroan
Terbatas HNB, p'emegang'saham dan Direktur pada Perseroan
Terbatas HSL dan Direktur pada Perseroan Terbatas DGS hal-
hal mana dapat dilihat pada akta-akta notaris yang telah
mendapatkan nomor Berita Ng:garé'(Bukti P-6a, Bukti P-6b,
Bukti 6¢). |

Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah
pemegang saham mayofritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide :
Bukti P-6¢), yang olel; karenanya menurut ketentuan Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Undang-Undang Pasar Modal), maka BURHAN URAY
dan SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemegang
Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak
Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.

Dalam Laporan Keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan

adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan

[

yang didirikan di Singapura yaitu :
(i) New Guinea Pte Ltd (NGPL). |
(i) WMP Trading Pte Ltd (WMP).
(iii) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)
(iv) Bomcé Jaya Pte ilLtd (Borneo).

(v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)
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(e). Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah
milik dari BURHAN URAY,_ namun pada tahun 1994,
‘kepemilikan dan pengen.daliag atas perusahaan-perusahaan
tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bemama
WONG KIIA TAI yang masuk atau n.'lerupakan pihak terafiliast
dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-7a, P-7b, P-7c¢).

9. Berdasarkan fakta-fakat awai tersebut, j;:ias transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI
(anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP,
Jetlinle, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi yang
mempunyai benturan kepentipgan.

10. Bahwa ternyata dalam Laporan Keuangan (vide : Bukti P-4), atas
transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut di
atas, dilaporkan bahwasanya :

a. Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat
transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP, Jetline,
Borneo dan Natura;

b. Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebaéai piutang-
piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi);

¢. Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP, Jetline,
Borneo dan Natura) lalai memenuhi ke{vajiban pembayarannya
yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah mencapai Rp
799.897.100.601 - (tujuhi ratus sembilan puluh sembilan milyar
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delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu enam ratus

: satu rupiah).

| 11.Bahwa berdasarkan ‘fakta—tj“akt'a bahwa transaksi-fransaksi yang
dilakukan oleh Perseroan 1‘ Terbatas DGS dengan perusahaan-
perusahaan Singapura (yang‘ dikendalikan oleh WONG KIIA TAI
yang merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum
di bidang Pasar Modal dan telah merugikz;n Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12. Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan Pasaf

| huruf e Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.-97/PM/1996 Jo.
Peraturan No. VIILG.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS
berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan
Terbatas DGS secara tepat lwaktu kepada Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM).

13.Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan
Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan
untuk tahun buku 2000-2001. '

14. Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM teiah“ mengambil
tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan
tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan
mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang
saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau Delisting

(Bukti P-8).




189

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga
15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektusnya
yaitu tanggal 30 Sep;tember 1-996 kepada mésymakat luas telah
memberikan pernyataan :

“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk, dan

Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas

kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran

pendapat vang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan ini ternyata tidak benar dan tidak sejalan
dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang didirikan
di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI (anak
BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan Natura
ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-
perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide: Bukti P—S; halaman 141).

16. Bahwa lebih jauh, akibat terjainya rangkaian perbuatan melawan
hukum tersebut tclah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas
DGS dan pada jakhimya mcfanyebabkan ketidakmampuan Perseroan
Terbatag DGS dalam melaks:makan pemenuhan kewajibar\mya kepada
para pemegang Obligasi, termasuk Para Pemohon, terbukti Perseroan

Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan

pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga
menimbulkan kerugian bagi Para Pemcher yang sampai saat ini

mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat
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puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas
i

koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana diakuinya
i

pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas Bursa Efek

Surabaya, No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14 Maret 2002
(Bukti P-9) yang isinya antara lain menyatakan bahwa Perseroan

Terbatas DGS mengakui dan membenarkan tentang kelalaiannya /

kesagalannya dalam memenuhi kewajiban pembavarannva kepada

pemepang Obligasi:

17.Bahwa schubungan dengan hal-hal vyang dikemukakan di atas,

berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya Para
Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang
memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS, untuk
menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-data
yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya membuat
laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Yang
Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.

Untuk keperluan ini, Para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen
sebagai berikut : |

1. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;

2. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384; dan

3. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367
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Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo &
Sandjaja, Ernst & Young beralamat’ di Gedung Bursa Efek Jakarta
Tower. [ lantai 13, J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.
Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon
mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang terhormat bérkenan meneta;_)kan X
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikat :
a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231;
b.  Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384:
¢.  Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367,
dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja,
Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efck Jakarta Tower 1,
Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera Tbk., terutama terhzadap keadaan kekayaan, keuangan dan
i

operasional perusahaan.
]

Menetapkan biaya pemen'kéaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli

LS}

ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.

4. Menetapkan besarnya biaya permohonan yang dibayar oleh Perseroan
Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan :

dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.
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Hormat kami,
E

Kuasa Para Pemohon

INDRA GAMAL & PARTNERS
M. Gamal Resmanto, SH Santoswana, S}:I

3. Kendal:!t—kenda!a vang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam
melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas
a. Faktor Internal dari Pengadilan Negeri
-~ Dalam melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri selalu menemui kendala-
kendala yang dihadépi dan kendala-kendala tersebut berasal
dari dalam Pengadilan itu sendiri, yang antara lain dikarenakan
adanya penguasaan akan hukum pemisahan khususnya hukum
mengenai Pefseroan Terbatas oleh Ketua Pengadilan Negeri
yang satu dengan yang lain tidak s&ma, hal demikian itu juga
bisa mengakibatkan adanya penilaian dan pemahaman yang
berbeda terhadap permohonan pemeriksaan dart [;ara pemohon
tersebut,
- Selain hal penguasaan, ilmu pengetahuan yang dimiliki Ketua
Pengadilan satu dengan yang lain berbeda juga karena adanya
penunjukkan ahli melalui penetapan pengadilan yang

melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan kurang
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Menguasat ‘rnasélah yang%menjadi .Qbyek yang diperiksa sehingga hal
yang demikian ini akan lgaerakibat aﬁtara apa yang dimohonkan oieh
pemohon, tidak dapat mélakukan suatu pemeriksaan‘yang maskimal
yang dapat mengungkaip suatu permasalahan-permasalahan yan;g
terjadi pada badan usahaéyang berbentuk Perseroan Terbatas, antara
lain bila terjadi adanyé, pe?buatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Komisaris dana atau bireksi dari Perseroan Terbatas terscbut
mengalami suatu kerugia?n materiil yang tidak sedikit sebagai akibat
perbuatan tersebut. Unﬂ;lk mengetahui secara pasti dan jelas tentang
permasalahan tersebut yaing dihadapati oleh Perseroan Terbatas maka
diperlukan orang- orang ahli yang diangkat oleh pengadilan yang
benar-benar berpengalan}an dan pengetahuan yang cukup memadai
dalam hukum perusahaazm dan akuntans publik terhadap Perseroan
Terbatas yang diperiksa sehingga dapat memperoleh suatu hasil
pemeriksaan yang benar;—benar sesuai dengan harapan para pemohon
dan dapat memberikan% laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua

Pengadilan Negen dengén baik

b. Faktor Eksternal dari P;engadilan Negeri

Kendala-kendala yang Eclihadapi oleh Pengadilan Negeri suawaktu
melakukan pemeriksaanz terhadap Perseroan Terbatas selalu menemui
kendala-kendala. Kendata-kendala tersebut antara lain karena tidak
adanya sifat keterbukaaré; dari pihak karyawan, direksi, komisaris yang

ada pada perusahaan yaing berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas
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yang diperiksa tersebut, begitu juga termasuk didalamnya tentang
kemampuan pengetahuan yang dimiki para karyawan, direksi daﬁ
komisari tersebut, juga akan mempengaruhi kelancaran jalannya
pemeriksaan pengadilan terhadap Perseroan Terbatas tersebut, apabila
para karyawan, direksi dan komisaris itu mempunyai pengetahuan dan
keterbukaan yang baik maka akan jelas dapat membantu kelanaran
dari pemeriksaan tersebut dan juga diperoleh hasil pemeriksaan yang
sangat baik sekali sesuai harapan pemohon, karena dapat mengungkap
segala sesuatu yang terjadi yang menimpa perusahaan yang berbentﬁk
Perscroan Terbatas tersebut, seperti halnya tentang jumlah kerugian
yang dialami Perseroan Terbatas tersebut, akibat perbuatan melawan
hukum dari pihak-pihak tertentu yang antara lain karena Perseroan
Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS perlu waktunya, adanya
manupulasi pajak, adanya laporan fiktif kepada pemegang saham, dan
lain-lian yang intinya dapat merugikan pemegam saham atau '
Perseroan Terbatas tersebut, maka untuk melindungi pihak-pthak yang
dirugikan tersebut di dalam Perseroan‘Terbatas membentuk Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 telah mengaturnya secara jelas adanya
pemeriksaan Perseroan Terbatas untuk melindungi pihak — pihak

tertentu yang merasa dirugtkan
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B. PEMBAHASAN
Setelah dilakukan penelitian tentang kewenangan Pengadilan  Negeri
untuk melakukan pemeriksaan Perseroén Terbatas di wilayah hukumnya, maka
dapat disajikan pembahasansebagai berkut :
a). Tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan dan
pengawasan kegiatan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.
b). Pelaksanaan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas
yang ada di wilayah hukumnya.
¢). Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan
pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. |
Masalah kewenangan Pengadillan Negeri untuk melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas adalah suatu hal yang sangat baru dimana Pengadilan
Negeri dilibatkan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan Perseroan
Terbatas di wilayah hgkumnya. Hal demikian sebagai akibat adanya pengaruh
negara-negara maju dalam dunia usaha yang diterangkan dalam hukum positif di
Indonesia yaitu undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Tentang kewenangan Pengadilan Negeri'terhadap pemeriksaan Perseroan
Terbatas di wilayah hukumnya dalam Perundang-undangan di Indonesia
pengaturannya tidak dapat kita jumpai di dalam KUHD akan tetapi diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang
baru. Jika kita menyimak peraturan tentang hal tersebut telah mengalami
kemajuan yang lebih baik, karena telah diaturnya tentang ikut campurnya lembaga

pengadilan dalam hal pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di wilayah
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hilkumnya, sehingga nampak di dalam Undang-Undang No. | Tahun 1995
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru terlihat lebih rinci dan lengkap,
namun demikian dalam praktek masih juga dijumpai hal-hal yang belum secara
jelas diatur, schingga penyelesaiannya harus menggunakan jalur pengadilan.

Chatzfinarrasyid Ais telah berpendapat bahwa suatu Undang=Undan;g
atau peraturan perundang-undangan pada umumnya tidaklah pemnah lengkap, ia
selalu meninggalkan lubang-lubang atau titik kosong yang memerlukan
penjelasan lebih lanjut'™ seperti halnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas. Doktrin sangatlah dibutuhkan perannya untuk
mengantisipasi kekosongan suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-
undangan dalam praktek, berbagai doktrin tentang hukum perusahaan banyak
cukup membentu pengadilan dalam menyelesaikan berbagal sengketa yang
melibatkan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, hal ini bukanlah hanya
karena dalam peraturan perundang-undangan belum lengkap mengatur, akan
tetapi juga hal-hal yang disengketakan atau dipermasalahkan belum diafur dalam
anggaran dasar doktrin. Doktrin itu antara lain doktrin ultra vires, Piercing the
corporate veil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 banyak mengalami kemajuan yang
cukup pesat termasuk di dalamnya telah diaturnya kewenangan Pengadilan Negéri
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dan juga mengatur
secara tegas hal-hal yang harus dimuat dallam Anggaran Dasar, yang di dalamnya

misal mengatur bahwa direksi harus beritikad baik dalam menjalankan fungsinya.

% Chatamarrasyid Als. 2001. Doktrin pada Hukum Korporasi sebagai pengisi kekosongan
Hukum. Semarang : Fak Hukum UNDIP
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4

Perkembangan tersebut tentunya akan menjadikan badan hukum
Perseroan Terbatas lebih banyak diminati oleh masyarakat, sehingga dapat
mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

a. Pengertian kewenangan dan pemeriksaan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang wewenang dan
pemeriksaari maka perlu dibahas tentang pengertian nkewenangan dan
pemeriksaan,

Sebelum mengutarakan iebih‘ilanjut seara panjang lebar maka perlu
diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “kewenangan”.

Kewenangan ialah suatu hak yang diberikan oleh hukum atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku di dalam undang-Undang No. 1 Tahun
1995 telah diatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya.

Sedangkan pengertian “pemeriksaan” juga perlu kita jelaskan supaya
dapat memberikan gambaran pada kita dengan jelas dalam undang-Undang
No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tentang
“pemeriksaan tetapi menurut kamus Bahasa Indonesia pemeriksaan talah suatu
tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Perseroan Terbatas untuk
mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan
perseroan, pihak ketiga atau masyarakat pemegang saham yang menurut

penulis bisa berbentuk macam-macam, antara lain memanipulasi pajak, tidak

memberikan laporan kepada RUPS, adanya usaha perseroan hanya untuk
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kepentingan keuntungan pribadi, korupsi oleh Direksi dan Komisaris, dan lain-
lain dan dalam kenyataannya hal demikian sangat banyak terjadi dalam dunia
usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka penulis dengan diaturnya
pemeriksaan pengadilan dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas sangat setuju sekali supaya dapat menggairahkan dunia

" usaha, akan tetapi faktor moral para Direksi yang mewéldli Perseroan Terbatas
baik di dalam dan atau di luar pengadilan sangat menentukan baik tidaknya
jalannya perusahaan. Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas begitu
pula Komisaris sebagai penasehat Perseroan Terbatas juga harus jujur dan
mempunyai pengetahuan yang luas tentang badan usaha Perseroan Terbatas
tersebut sehingga dapat mengantarkan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha
yang tetap eksis dan diminati masyarakat dari dunia usaha.

. Dasar hukum kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negerti terhadap

Perseroan Terbatas

Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan

Terbatas yang ada di wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1995.

Tabel 6

No Pasal

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995.

4, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan
dalam hal terdapat dugaan bahwa :
¢. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum

yang merugikan pemegang saham atau pihak
ketiga; atau -

110 ayat 1-3
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d. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan
perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara
tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perseroan.

6. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
hanya dapat dilakukan oleh :

a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas
nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah;

b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar atau
perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk
mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

111 ayat 1-7

8. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau
mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110.

9. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan
tersebut tidak didasarkan atas alasan yangw ajar.

10. Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua
Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi

pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga)

orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. :

11. Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan
perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh
perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana,

dimaksud dalam ayat (3).

12.  Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan
kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk
diketahui. 4

13.  Direksi, Komisaris dan semua karyawan perseroan
wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan
untuk pelaksanaan pemeriksaan. '

14. Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan

kepada pibak lain.

112 ayat 1-2

3. Laporan hasil pemeriksaan ~ disampaikan  oleh
pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri.

4. Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan
hasil pemeriksaannya.
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4. Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan
dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri
menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
Biaya sebagaimana dimaksud dibayar oleh perseroan.

4 | 113ayat1-3 | 6. Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pereroan
dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian
biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau

th

Komisaris.

Sumber : Bahan Hukum Primer
Melihat dari dasar hukum tersebut menurut penulis sudah cukup jelas bahwa
pengadilan cukup mempunyai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya, hanya semua itu dasarnya “Surat
Permohonan” dan pemeriksaan di sini tidak bersifat litigasi tapi mengangkat ahli
melalui penetapan untuk melaicukan pemeriksaan. Di sini sifatnya “Perintah’.
Kewenangan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan tersebut bisa berjalan
dengan baik manakala dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan
dilandasi oleh moral yang baik dari hakim-hakim yang ada di pengadilan.
¢. Macam-macam kewenangan Pengadilan Negeri

Mengenai kewenangan pengadilan kita ketahui bahwa tugas pokok dari
pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan séti.ap perkara yang diajukan
kepadanya. Bahwa Pengadilan NegeriE merupakan pengadilan sehari-hari biasa
unfuk scgala penduduk yang mempunyai wewenaﬁg untuk memeriksa dan

memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana

kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa

tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan

lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO) kecuali dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan
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lain untuk m‘emeriksa dan memutuskan misal pérkara perceraian bagi yang
beragama [slam ke Pengadilan Agama.

Pengertian setiap perkara perdata tidak hanya meliputi sengketa saja akan
tetapi di dalamnya mengandung pengertian penyelesaian masalah yang
bersangkutan dengan yurisdiksi volunter yaitu tuntutan hak yang tidak
mengandung sengketa. Macam-macam kewenéngan pengadilan adalah sebagai
bertkut :

C. Yurisdiksi
1. Yurisdiksi kontensiasa yaitu kewenangan pengadilan yang sesungguhnya
dimana hasil/produk dari kewenangan ini berupa putusan yang berbentuk
kasidemnator sifatnya memeriksa sengketa antara penggugat dan tergugat.
2. Yurisdiksi valentaria : peradilan extra yudisiil yang bersifat administratif
hanya 1 (satu) pihak saja yaitu pihak pemohon. (permohonan)
produk/hasil dari kewenangan tersebut berupa “penctapan” yang sifatnya
deklarator dan konstitutif.'”
D. Kompetensi
a. Kompetensi a}bsolut
3. Mengenai jenis perkara perceraian orang-orang yang beragama Islam
diputus di Pengadilan Agama. Perceraian orang-orang selain Islam
diputus di Pengadiian Negeri.
4. Mengenai tingkatan pengadilan

a. Pértama : perkafa diajukan di Pengadilan Negeri.

9 gy dikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. Liberty. Yogyakarta. Hal 17 -
18 :
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b. Banding : diajukan di Pengadilan Tinggi.
c. Kasasi : diajukan kepada Mahmakah Agung
b. Kompetensi Relatif
Yaitu wewenang mengadili pengadilan-pengadiltan setingkat menurut
wilayah hukum masing-masing misal, PN Semarang, PN Demak, dan lain-
lain. |
Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan

Perscroan Terbatas yang ada di wilayahnya termasuk kewenangan

0
£ "*maka

Peradilan yang bersifat ekstra yudisiil yang bersifat administrati
menurut penulis bahv\;a kewenangan di sini lain dengan kewenangan
pengadilan yang lain. Di sini melalui penetapan hakim yang bersifat
perintah untuk mengangkat para ahli maksimal 3 orang sesuai dengan
keahliannya untuk melakukan ﬁemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada

di wilayah hukum pengadilan tersebut.

d. Batasan kewenangan Pengadilan Negeri
Sekalipun Pengadilan Negeri itu oleh undang-Undang No. 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk melakukan
pemeriksaarn, akaln tetapi kewenangan tersebut ada batasan-batasan yang jelas
tidak bisa semaunya sendin, sekalipun. keﬁvenangan Pengadilan Nege:ri

tersebut mempunyai kewenangan yang besar akan tetapi tetap tidak tak

terbatas.

120 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkarta Winata. Hukum Acara Perdata dalam Praliek.
Cet. Alumni Bandung. Hal 18-19.
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Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-
Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas banyak memberikan
kewenangan pada pengadilan untuk secara ekstra yudisiil/secara administratif
ikut campurtangan terhadap sepakterjang dari Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya atas dasar adanya permohonan dari pihak-pihak yang
mempunyal kewenangan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas‘ sekalipun Pengadilan Negeri
mempuny;i kewenangan untuk melakukan pemeﬁksaan terhadap Perseroan
Terbatas yang ada di wilayah hukumnya tetapi ada batasan dari kewenangan
tersebut antara lain :

Harus ada permohonan dari pihak-pihak tertentu yaitu dart ;

- Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila
mewakili paling sedikit 1/10 (seper sepuluh) saham, dengan hak suara
yang sah.

- Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan
persercan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemériksaan
atau

- Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, !

Selain terbats pada pilhak-pihak tersebut di atas vang dapat mengajukan

permohonan pemeriksaan untuk diterima atau tidaknya permohonan juga

hanya terbatas di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri tersebut dalam arti

bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh melakukan pemeriksaan secara ekstra -

"2 Unelang-Undang No. | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Cet. Rajawali Press Bandung
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yudisiil terhadap Perseroan Terbatas yang berada di luar wilayah hukumnya.
Sebagai contoh :

P'engadilan Negeri Ungaran tidak berwenang melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas yang adé di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Kudus.

. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri dituntut mempunyai kemampuan yang
memadai seiring dengan kemajuan dunia usaha dewasa ini, dimana karena
jabatannya Ketua Pengadilan Negeri harus dapat memberikan pelayanan
dengan semua pihak Vdengan baik termasuk dengan dunia usaha, kekuasaan
yang diktator dari ketua Pengadilan Negeri sudah tidak jamannya lagi
sekalipun Ketua Pengadilan Negeri (Hakim-hakim) dalam tugasnya langsung
bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa tidak pada atasan kantor
(manusia).

Bahwa dalam hubungannya dengan pemeriksaan oleh Pengadilan Negert
terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hukumnya maka ketua
Pengadﬂan Negerl banyak itkut menentukan jalannya pemeriksaan terhadap
perseroan tersebut dimana ketua pengadllan dapat menolak adanya
permohonan pemeriksaan dan juga dapat mengabulkan bilamana ketua
Pengadilan Negeri melihat bahwa permohonan pemeriksaan tersebut diéjukan
dengan alasan tidak wajar maka permohonan tersebut ditolak akan tetapi
bilamana permohonan pemeriksaan itu atas dasar alasan yang wajar maka

dikabulkan oleh ketua Pengadilan Negeri kemudian ketua Pengadilan Negeri
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mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3
(tiga) orang zhli untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasit
pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua Pengadilan Neged',
selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil
pemeriksaannya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Mengenai biaya pemeriksaan oleh ketua Pengadilan Negeri ditentukan
jumlah maksimum biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan tersebut dibayar
oleh perseroan, akan ftelapi ketua Pengadilan Negeri atas permohonan
perscroan  dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya
pemeriksaan kepada pemohon, direkst dan atau komisaris.'” |
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUPT

Pada prinsipnya wewenang Pengadilan Negeri yang dimungkinkan oleh
Undang-Undang Perseroan Terbatas tercakup dalam tiga (3) kategori sebagai
berikut di bawah ini :

a). Kewenangan Biasa
Kewenangan biasa ini dimaksudkan sebagai kewenangan pengadilan
untuk mengadili perseroan dan atau para pihak dalam perseroan dalam
kasus-kasus biasa baik scbagai Tergugat/terdakwa maﬁpun' sebagai
Penggugat/pelapor. Jadi baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana.

b). Gugatan Perseroan
Di samping gugatan atau dakwaan yang bersifat umum, maka terdapat

gugatan perseroan yakni gugatan yang khusus terbit dalam hukum

122 Indargo Gautama. Komeniar aras Undang-Undang No. | Tahun 1993 tentang Perseroan

Terbatas. Cet. Citra Aditya Bakti Bandung.
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perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnyé bahkan hal yang sama.

Secara mutatis muntandis juga berlaku dalam bidang pidana, sehingga

muncul pula apa yang dapat kita sebut sebagai dakwaan perseroan. Dalam

hal ini juga perseroan ataupun para pihak di dalamnya dapat berupa

Tergugat/terdakwa ataupun sebagai Penggugat/pelapor. Ketentuan seperti

ini di dalam KUHD tidak ada sebelumnya gugatan Perseroan Terbataé

tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Perseroaﬁ Terbatas sebagat
berikut :

- Pasal 54 ayat (2) “Setiap pemegang saham (berapapurlllsaham yang
dimiliki) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan
jika ada keputusan RUPS/Direksi, Komisaris yang merugikannya.”

- Pasal 85 ayat (3) “Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas
nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap anggota
direksi yang bersalah sehingga menimbultkan kerugian terhadap
perseroan.”

- Pasal 98 ayat (2) “Pemegang ﬁinimal 10% saham untuk dan atas
nama perseroan dapat menggugaf ke pengadilan terhadap Komisaris
yang bersalah sehingga menimbulkan kerugiaﬁ kepada perseroan.”

- Pasal 38 ayat (3) “Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap
perseroan ke pengadilan jika dia keberatan atas pengurangan modal.”

- Pasal 120 ayat (3) “Kreditur da,p:at mengajukan gugatan terhadap
Perseroan Terbatas (dalam likuidasij ke pengadilan karena likuidator

menolak tagihannya.”
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- - Pasal 121 “Kreditur dapat mengajukan tagihan melalut Pengadilan

Negeril terhadap sisa harta kekayaan perseroan setelah dilikuidast.”
¢). Permohonan Penetapan Pengadilan

Di samping yang berbentuk gugatan kepada pengadilan oleh pihak-pihak

tertentu dapat mengajukan permohonan agar pengadilan ﬁengeluarkan

ketetapannya Undang-Undang Perseroan Terbatas mengaturnya sebagai

berikut :

- Pasal 67 ayat 1 huruf a “Pemegang saham (berapapun saham yang
dipegangnya) dapat memohon kepada “Ketua Pengadilan Negeri” agar

pemegang szham tersebut dapat melakukan sendiri Rapat Umum

Pemegang Saham tahunan jika direksi atau komisaris tidak -

melakukannya.”

- Pasal 67 ayat 1 huruf b “Pemegang saham minimal 10 % dapat
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pemohon dapat
melakukan sendiri Rapat ﬁmum Pemegang Saham luar Eiasa jika
direksi atau komisaris tidak melakukannya.”

. Pasal 90 ayat 1 “Direksi dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan
Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat

Urnum Pemegang Saham.”

_ Pasal 110 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dilakukan '

pemeriksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dimohon

oleh (1) Pemegang minimal 10% saham atas nama sendirl atau atas
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nama, perseroan, (2) Pihak lain yang disebut dalam anggaran dasar dan
(3)J a.ksa.” |

- Pasal 117 ayat 1 “Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar
perseroan Elibubarkan yang dimintakan oleh (1) Jaksa, (2) Pemegang
minimal 10% saham, (3) Kreditur dan (4) Pihak yang berkepentingan
berdasarkdn cacat hukum dalam akta pendirian.” |

- Pasal 123 “Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Ketua
Pengadilan Negeri tersebut mengangkat likuidator baru dan
memberhentikan likuidator lama tidak melakukan tugas dengan baik
atas permohonan dari (1) yang berkepentingan dan (2) Jaksa.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atasA terkandung maksud adanya

perlindungan hukurﬁ bagi pemegang saham dan pihak ketiga agar supaya

dapat dilindungi hak-haknya sesuaj aturan perundang-undangan yang

berlaku mengingat bahwa lembaga pengadilan merupakan benteng

terakhir bagi pencari keadilan di masyarakat. Atas dasar hal-hal tersebut

maka hanya pengadilanlah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
No.l Tahun 1995 yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan
terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya, sedang lembaga-
lembaga penegak hukum yang lain seperti kepolisian, kejaksaan tidak
diberi wewenang oleh Undang-Undang No.l Tahun 1995 untuk
melakukan pemeriksaan seperti yang termaktup dalam Bab VIII Pasal 110

_ 113 Undang-Undang No. 1 Tabun 1995.'

123 Munir Fuady. Hukum Perusahaan dalom Pdradigma Hukum Bisnis. Hal 15 Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti Bandung.
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Bila kil.ta menyimak kewgnangan Pengadilan Negeri dalam UUPT maka
" terbagi menjadi 3 (tiga) kategori
a. Kewenangan biasa
b. Gugatan perseroan
¢. Permohonan penetapan Pengadilan Negeri.
Dimana Perseroan Terbatas sendiri sebagai badan hukum juga melakukan
perbuatan melawan hukum seperti manusia biasa.
g. Kasus permohonan pemeriksaan yang telah diperiksa oleh Pengadilan
Negert

i
PENETAPAN
Nomor : 114/PDT.P/2002/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2002, dari : M. GAMAL

RESMANTO, SH dan SANTOSWANA, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum

dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS yang beralamat di Jalap

Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

1. Oaktree capital Management, LLC, beralamat di 333 South Grand Avenu_e,
Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjuinya
disebut sebagai “Pemohon I”), dan |

2. Goldman Sachs International beralamat .di Peterbough Court, 133 Fleet

Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus
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tertangga! 24 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjutnya disebut
sebagai “Pemohon II”).

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut
sebagai “Para Pemohon”.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

- Setelah membaca permohonan Pemohon.

. Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

- Setelah mendengar Pemohon dipersidangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

20 Agustus 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2002 di bawah daftar nomor :

[14/PDT.P/2002/PN.JKT PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bzhwa DGS International Finance Company BV (DGSFIC BV)
\yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu
perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan
Terbatas DGS. |

9 Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk
memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangah internasional
dengan cara melakukan penerbitan surat hutang berupa “Notes”
dengan nama US$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007

(selanjutnya discbut sebagai “Obligasi”) yang mana dana hasil




o
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penawarén atau penjualan Obligasi tersebut diterima dan
dipergunakan dan dinikmati oleh Perseroan Terbatas DGS.

Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana hasil
penjuala‘n Obligasi, Perseroan Terbatas DGS setuju untuk menjamin
semua kewajiban/hutang piutang DGSFIC BV kepada para
pemegang Obligasi tersebut dengan cara sebagaimana diatur dan
tunduk pada suatu perjanjian hutang piutang yahg disebut
INDENTURE tanggal 28 Mei 1997 (selanjutnya disebut “Perjanjian
Indenture”) (Bukti P-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan
antaral:

» DGSFIC BV sebagai Issuer atau ppnerbit Obligasi;

= Perseroan Terbatas DGS sebagai Guarantor atau Penjamin;

= Bankers Trust Company sebagai rustee atau Wali Amanat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal
4.18 tentang Penyampaian Informast Keuangan yang berbunyi :
“_sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1)
Penjamin akan menyampaikan pula kepada Wali Amanat, dan atas
permintaan m@nyampaikan pula kepada Pemegang Obligasi (4)
laporan tahunan, termasuk laporan-laporan  keuangan  tahunan
(termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi, perbuahan modal
pemegang saha.'m dan arus kas) 'ycmg disusun berdasarkan Prinsip-
Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Indonesia (GAAFP) yang

dilengkapi dengan opini akuntan publik independen yang diakui
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secara internasional, rekonsiliasi pendapatan bersih, dan modal
pemegang saham yang telah diaudit berdasarkan Prinsi-Prinsip
Akuntansi Umum yang berlaku di Amerika Serikat (GAAP AS),
rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang|
Pendapatan  Bersih  Konsolidasi  yang c‘ﬁsesuaikan (Adfusted
Consolidated Net Income), Biaya Bunga Konsolidasi (Consolidated
Interest Expense), Beban Te{c}p Konsolidasi (Consolidated Fixed
Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang
disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yan.gr
terdiri dari data-data pendukung dan kapal pengangkut berlemari
pendingin, statistik volume tangkapan dan penjualan lahunan rata-
rata menurut kategori produk wtama dan harga penjualan tahunan
rata-rata  menurut kategori produk kutama, sesegera mungkin
setelah berakhirnya setiap tahun buku (tetapi selambat—lambatnyé
120 hari setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan) dan (B)
laporan-laporan sementara untuk setiap liga kuartal pertama dari
tiap tahun buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit
ya.ng disusun berldasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan
laporan !.'aba-rugi, per:;bai%an modal pemegang saham dan arus kas)
untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta  laporan
keuangan bandingan untuk kuartal yang bersangkutan pada tahun
buku sebelumnya) rekonsiliasi pendapatan  bersih dan modal

pemegang saham berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data




keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendupatan Bersih
Konsolidasi yang disesuaikan, Biaya Bunga Konsolidasi, Beban
Tetap Konsolidasi dan [EBITDA Konsolidasi  yang disusun
berdasarkan sestiap tiga kuartal pertama dari setiap tahun buku
(tetapi selambat-lambatnya 60 hari setelah  ditutupnya kuartal

fersebut)..”

. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (Bukti P-2a, P-2b)

telah - berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian
Indenture untuk mendapatkan informasi keuangan dan operasional
peruszhaan dari Perseroan Terbatas DGS, tetapi tidak mendapatkan

keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-

.3a, P-3b, P-3¢).

_ Bahwa berdasarkan ketentuan Bab VIII Pemeriksaan terhadap

Perseroan Pasal 110 ayat 91) UUPT yang berbunyi :

“pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan

untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan

bahwa :

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota‘ Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan

hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau

pihak ketiga.
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Ba‘hwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk
pula kepada ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi :
“permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} hanya dapat
dilakukan oleh :

b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian

dengan _perseroan diberi wewenang untuk meng jukan

permohonan ini.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian
Indenture Para Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk
mendapatkan informast keuangan sehingga dapat mengajukan
permohonan pcmlf;:riksaan aqﬁo ini kepada Pengadilan Negeri dimana

Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomistli.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7 Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti awal dan fakta-fakta

awal tentang dugaan terjadinya serangkaian Perbuatan melawan
hukum vyang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS sebagai
berikut di bawah ini :

a. Bahwa pada tahun 1996, Perseroan Terbatas DGS telah
memperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan
publik karenanya tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur
khususnya mengenai pasar modal.

b. Bahwa Undang-Undang No.. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal)
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telah memberikan pengertian hukum yang dimaksud dengan
afiliasi atau pihak terafiliasi (Pasa 1 Undang-Undang Pasar
Modal). Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur
sedemikian rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan
pihak terafiliasi, Perseroan Terbatas DGS wajib meminta
persetujuan pemegang saham independen dalam suatu rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas DGS atau jika
persetujuan tersebut tidak diperoleh setelah melalui RUPS
sebanya 3 (tiga) kali, maka Perseroan Terbatas DGS dapa_t
meminta persetujuan tersebut kepada Bédan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM).

Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada
publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli
Obligasi aquo yaitu ada pihak-pihak/perusahaan  yang
bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana
dicantumnkan dalam laporan Keuangan Perseroan Terbatas DGS
yang merupakan pihak tlaraﬁliasi dengan Perseroan Terbatas
DGS dan karenanya transaksi-_transaksi yang dilakukan oleh
Perseroan Terbatas DGS dengan pihak-pihak teraﬁliﬁsi tersebut
merupakan transaksi-transaksi yang mempunyai benturgn
kepenﬁngan.

Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak melaporkan

transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan
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(conflict of interest transanctions) yang mana perbuatan ini
melanggar : | |

¢ Undang-Undang Pasar Modal;

o Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2002 tanggal

22 Agustus 2000.

b. Bahwa temyata berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi
untuk periode 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4) serta

untuk periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut

mempunyai benturan kepentingan aquo hanya dilapork#n
sebagai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga biasa.
8. Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi  yang
| mempunyai benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh
, Perseroan Terbatas DGS tersebut antara lain :
a. Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya
Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group ataupun

afiliasi dari DJAJANT! GROUP, yang dimiliki oleh BURHAN

URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalarﬁ Prospektus
tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Perseroan
Terbatas DGS sehubungan dengan Penawaran Umum 100.000.000
lembar sahamnya (Bukti P-5).

b. Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY

tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah Komisaris

sebagai “Laporan Keuangan”), transaksi-transaksi yang'
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Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas Hasil Nusa
Bu\ana. (Perseroan Terbatas HNB) dan Perseroan Terbatas Hasil
Samudra laut (Perseroan Terbatas HSL),sedangkan salah seorang
anak BURHAN URAY yang bernama SOEJONO VARINATA
adalah Komisaris pada Perseréan Terbatas HNB, pemegang saham
dan Direktur pada Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada
Perseroan Terbatas DGS, hal-hal mana dapat dilihat pada akta-akta
notaris yang telah meﬁdapatkan nomor Berita Negara (Bukti P-6a,
Bukti P-6b, Bukti 6¢).
. Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah
pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide :
Bukti P-6¢) yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat
91) Undang-Undang No. § Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Undang-Undang  Pasar Modal} maka BURHAN URAY dan
SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemegang
Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak
Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.
. Dalam Japoran keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan
adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan
yang didirikan di Singapura, yaitu :

(i) New Guinea Pte Ltd (NGPL)

(i) WMP Trading Pte Ltd (WMP)

(iif) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)
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(iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo)
(v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)
d.  Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah

milik dari BURHAN URAY namun pada tahun 1994,

kepemilikan dan pengendalian atas perﬁsahaan—perusahaan
tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama
WONG KIIA TAI yang masuk atau merupakan pihak terafiliasi

dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukt'i P-7a, P-Tb, P-T¢).
9 Berdasarkan fakta-fakta awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI
(anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP,

Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi

yang mempunyai benturan kepentingan.

10. Bahwa ternyata dalam laporan keuangan (vide : Bukti P-4) atas

' transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut

di atas, dilapofkan bahwasanya :

(a) Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat
transaksi-transaksi penjualan” ekspor kepada NGPL, WMP,
Jetline, Borneo, dan Natura; -

(b) Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagai piutang-
piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi). |

(¢} Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut (NGPL, WMP,

Jetline, Borneo, dan Natura) lalai memenuhi  kewajtban
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pembayarannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah
mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratus sembilan puluh
sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh jﬁta seratus
ribu enam ratus satu rupiah).

11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan perusahaan-
perusahaan Singapura (yang terafiliasi oleh WONG KIIA TAI) yang
merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum di
bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melav«fan Hukum Kedua

12 Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan
Pasal 1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam Bo. Kep-97/PM/1996 Jo
Peraturan No. VIILG.VII berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS
bericcwajiban untuk menyampaikan laporan keuangan Perseroan
Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM);

13 Bahwa Perseroan Térbatas DGS tidak memenubi ketentuan
Kep.97/PM/1996 dengan itidak menyampaikan Laporan Keuangan
untuk tahun buku 2000 - 2001. |

14, Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil
tindakﬁn hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan
tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengan

mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang
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sah;lm-sahamn}'a diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau
Delisting (Bukti P-8)

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

_15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektus
yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat 1ulas telah

memberikan pemyataan :

“pERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk dan -

Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnva atas

kebenaran semua informasi atau fakta maierial serta kejujuran

pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan ini ternyata tidak benar dan tidak sejalan
dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang
didirikan di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI
(anak BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan
Natura ditermpatkan pada posisi atau kedudukan sebagal perusahaaﬁ—
perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide: Bukti P-5, halaman 141).

16. Bahwa lebih jauh, akibat terjadinya rangkaian perbuatan melawan
hukm tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas
DGS dan pada akhimya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan
Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya
kepada para pemegang Obligasi, termasuk para Pemohon, terbukti
Perseroan Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran

bunga dan pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga
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menimbulkan kerugian bagi Para Pemchon yang sampai saat ini
mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (seratus empat
puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas
koma dua puluh delapan | Dollar Amerika Serikat). Hal mana
diakuinya pula dengan tegas dalam surat kepada Perseroan Terbatas
Bursa Efek Surabaya No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14
Maret 2002 perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada
tanggal 6 Maret 2002 (Bukti P-9) yang sisinya antara lain
menyatakan bahwa Perseroan Terbatas DGS mengakui dan

membenarkan tentang kelalaiannya/kegagalannya dalam memenuhi

kewaiiban pembayarannya kepada pemegang Obligasi,

17.Bahwa sehubungan dengian hal-hal yang dikemukakan di atas,
berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya
Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
yang memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perscroan Terbatas DGS
untuk menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-
data yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya
membuat laporan ﬁasil pemeriksaannya untuk disamp'aikan kepada
Yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.

Untuk keperluan ini, para Pemohén mencalonkan ahli-ahli independen

sebagai berikut :

1. Sandjaja,dengan nomor akuntan negara D 2231.

2. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan

t




~

2.

2.

1.
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Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo &
Sandjaja, Emnst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta
Tower 1, lantai 13 J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon
mohon dengan hormat sudilah kiranya iBapak Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat vang terhormat berkenan menetapkan :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya :
Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :

a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231,

b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan

¢. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367.

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, utomo & Sandjaja,
Emst &‘ Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1,
lantai I, Jalan Jend. Surdirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera Thk, terutarna terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan
operasional perusahaan.

Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli
ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk
Menetapkan I_Jesamya biaya permohonan yang dibayar oleh

Péerseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk




Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Parﬁ
Pemohon Oaktree Capial Management, LLC, dan Goldman Sachs
International telah datang sendiri menghadap Kuasa Hukumnya @ M.
Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH, Pengacara dan Penasehat
Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS berdasarkan
Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2002 dan 24 Juli
2002 dan .setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Para
Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya,
Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa
fotocopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula
dicocokkan dengan bukti aslinya yaitu

. Bukti P-1 : terjemahan resmi Pegjanjian “Indenture” tertanggal 28

Mei 1997.
2. Bukti P-2a : terjemahan resmi pernyataan BNY Western Trust

Company perihal Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.

L)

Bukti P-2b : terjemahan resmi Surat Pernyataan Pemohon II

tertanggal 25 Juli 2002,

4. Bukti P-3a : terjemahan resmi Surat dari Cleary, Gottlieb, Steen &
Haruilton tertanggal 15 Mei 2002.

5. Bukti P-3b : terjemahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon I

tertanggal 16 Oktober 2002.




10.

11.

12
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Bukti P-3c : terjémahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon 1
te}tanggal 16 Oktober 2002.

Bukti P-4 : Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Terbatas Daya
Guna Samudera Tbk periode 31 Desember 2000 dan 1999.

Bukti P-5 : Prospektus Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera
Tbk yang diterbitkan tanggal 30 September 1996. |

Bukti P-6a : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera Tbk No 74 tanggal 26 Juni 1998 yang dibuat dihadapaﬁ
Machrani Moertolo Sonarto, SH Notaris di Jakarta.

Bukti P-6b ; Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Samudera
Laut No. 55 tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat di hdapan
Machranin Moertolo Sonarto, SH Notaris Di Jakarta

Bukti P-6¢ : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana
No. 146 tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Machram
Moertolo Sonarto, SH Notaris di Jakarta. |
Bukti P-7a : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Burhan Uray
atau Wong Ming Kiong (sebagai Tergugat I) pada Pengadilan Tinggi

Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember: 2001.

_Bukti P-7b : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Soejono

Varinata (sebagai Tergugat II) pada Pengadilan Tinggi Republik

Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.
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14. Bukti P-7¢ : Terjemahan rlesmi Affidavit (Pengakuan) Wong Kiia
Tai (sebagai Tegugat VII[} pada Pengadilan Tinggi Republik
Singapufa untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.

15. Bukti P-8 : Pengumuman “Jakarta Stock Ekchange” No.
Peng.1789/BEJ-PEI\/[/09-2000 tanggal 28 September 2000 Jo.
Pengumuman “Jakarta Stock Exchange” No. Peng-1528/BEJ-
PEM/08-2000 tanggal 1 September 2000 Jo. Press Release badaﬁ
Pengawasan Pasar Modal tanggal 31 Agustus 2000 mengenai
delisting,

16. Bukti P-9 : Surat dari Perseroan Terbatas Daya Guna Smaudera Tbk
tertanggal 14 Maret 2002 No. 484/DGS/Corp.Sec/03/2002 perihal
Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada tanggal 6 Maret 2002.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon

agar Pengadilan memberikan {jin, kepada Para Pemohon untuk

melakukan pemeriksaan “terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna

Samudera, Tbk terutama terhadap kekayaan, keuangan dan operasionél

perusahaan, alasannya Para Pemohon selaku pemegang Obligasi telah

berkali-kali menggunakan hakna berdasarkan Perjanjian Indenture untuk

mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dar

Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk, tetapi tidak -

mendapatkan keterangan yangmemuaskan dari Perseroan Terbatas Daya
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Guna Samudera, Tbk dan ada dugaan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk sehingga
merugikan Para Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan;
Menimbang,‘bahwa berdasarkan surat bukti produk P-2a, P-2b, terbukti
bahwa Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada Perseroan
Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk schingga timbul pertanyaan apakah
Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud tersebut di atas; |

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perscroan Terbatas, berbuhyi sebagai

berikut :

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan
untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan
bahwa :

2 Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatanmelawan
hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham ataulpihak
keti ga:

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Perseroar.
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Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 111 Undz_mg—Undang

Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menentukan sebagai

berikut :

(1) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan
atas alasan yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Para

Pemohon dan ternyata Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada

Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk maka permohonan Para

Pemohon dalam permohonan ini, beralasan hukum dan patut dikabulkan.

. Menimbang, bahwa karena permohonan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk dikabulkan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomér
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Pengac_iilan menangkat
masing-masing :

a. Sanjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231.

b. Iman Sarwroko, dengan ﬁomor akuntan negara D 1384

c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Darni Kan}:or Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja,

Ernst & Young, beralamat di Gc"c'iung Bursa Efek Jakarta, Tower 1 lantai
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13, JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53 jakarta 12190, selaku ahli independen

untuk melakukan pemeriksaan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan

Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,

maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 110, Pasal 111 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang

dan peraturan lain yang bersangkutan.

[

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
a. Sanjaja, dengan.nomor akuntan negara D 2231.
b. Iman Sarwroko, dengan nomor akuntan negara D 1384
¢. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367
Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja,
Emst & Young, Eeralamaft di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1
lantai 13, J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 jakarta 12190 lmtl:lk
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera, Tbk terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan

operasional perusahaan.
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Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli

L2

ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 229.000,- (dua
ratur dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian pembahasan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.

Bahwa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang

No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur adanya kewenangan .

pengadilan untuk dapatlmclakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas
yang ada di wilayah hukumnya. Jaman dahulu di dalafn Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang tidaklaﬁ diatar mengenai pemeriksaan oleh pengadilan
terhadap Perseroan Terbatas. 124

Pembentuk Undang-Undang mempunyai maksud dari tujuan bahwa
Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang nota bene sebagai
benteng terakhir dari pencan keadilan yang ada di wilayah hukumnya dapat
memberi perlindungan hukum ‘terhadap pihak-pihak yang secara lemitatif
ditentukan dalam Undang-Undang, merasa dirugikan haknya dengan adanya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi, komisaris
supaya dapat dicegah bilamana perbuatan tersebut yang merugikan belum
terjadi dan segera dihentikan manakala perbuatan yang merugikan telah

terjadi.

124 ST Kancil. Hukum Perusahaan Indonesia. Cet. Pradya Paramita. Bandung




Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan Terbatas yang ada di wilayah hﬁkumnya lebih jelas dengan

permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas seperti yang dimohonkan oleh

M. Gamal Ré:imanto, SH dan Santoswana, SH darl Penasehat Hukum _Indra

Gamal & Partners di J1. Pekalongan No. 24 Menteng Jakarta Pusat, untuk atas

nama : |

a, Oai%tree Capital Management, LLC, beralamat di 333 South Grand
Avenue, Lantai 28, Los Ange]es,i California, Amerika Serikat, berdasarkan
Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus
terlampir) (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon 1) dan;

b, Goldman Sachs International beralamat di Peterborough Court, 133

Fleet Street, London EC4A 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Juli 2002 (Suraf Kuasa Khusus terlampir) (selanjutnya

discbut sebagai “Pemchon I1”).

Pemohon | dan Pemohon Il secara bersama-sama untuk selanjutnya

discbut éebagai “Para Pemohon”.

Untuk mohon pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Déya Guna

Samudra Tbk. Dengan Register No. 1 14}Pdt P/2002/PN/Jak Pus
Mencermati k¢tentu_an dalam Undang-Undang. No. 1‘ Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas yéng mengatur tentang pemeriksaan

pengadilan terhadap Perseroan ferbatas agaknya suatu hal kemajuan

tersendiri jika dibandingkan dengan KUHD, karena di dalam KUHD

tentang pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas
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tidaklah diatur. Hal ini juga tidak lepas édanya pengaruh dari sistem yang
dipraktekkan di luar.negeri (negara-negara maju). Keterlibatan Pengadilan
Negeri sangat jauh sedemikian jauhnya sehingga pengadilan ikut memberi
warna terhadap baik buruknya praktek hukum perseroan. Artinya jika
pengadilan itu baik maka prakiek hukum perscroan puh akan semakih
baik, scbaliknya jika Pengadilan Negeri tidak bak dan atau tidak
profesional maka praktek hukum perseroan juga semakin ti&ak‘ batk
seperti yang diharapkan dalam dunia usaha dewasa ini

Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas ini merupakan hal yan'g
baru dan ‘menunjukkan kemajuan yang baik dalam Undang-Undang kita.
Pemeriksaan tersebut dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap
perseroan guna mencegah kemungkinan terjadinya ijelanggaran hukum
yang dapat merugikan kepentingan bersama, baik bagi persel;oan itu
sendiri, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan
wujud realisasi asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Alasan dan tujuan pemeriksaan tethadap Perseroan Terbatas dapat
dilakukan dengan tiga: ciri untuk mendapatkan data-data atau keterangan
dalam hal terdapat dugaan : |
a). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

pemegang saham atau pihak ketiga.
b). Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan pérseroan atau pemegang saham atau pihak

ketiga.
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Sebelum mengajukan pcrmohonan pemeriksaan, pemohon telah lebih
dahulu meminta iangsung kepada perseroan data atau keterangan yang
dibutuhkan dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatlkan
permintaan ters_ebut, maka Undang-Undang perseroan memberikan upaya
pemerikSaan sebagal upayé jalan keluar.
Salah satu hal vang sangat menonjol dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas adalah besamya peranan Pengadilan Negeri untuk ikut
mencampuri urusan-urusan perseroan ini sebagai akibat pengaruh dar1
sistem yang dipraktekkan di negara-negara maju.
Keterlibatan Pengadilan Negeri sangat besar sekali sehingga pengadﬂan
ikut memberi warna terhadap baik dan buruknya praktek hukum perseroan
di Indc;nesia.
Untuk memberikan perlihdungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat
menurut Undang—Uﬁdang No. 1 Tahun 1995 sebelum pengesahan
Perlindungan hukum dapat dibedakan antara perlindungan hukum bagi
pemegang saham, bagi kreditor atau pihak ketiga lainnya, dan masyarakat pada
umumnya. Perli'ndunglan bagi pemegang saham ‘minoritas dalam pemberian hak-
hak tertentu seperti hak menuntut dan hak untﬁk menyelenggarakan RUPS (pasal

66 Undang-Undang No. [ Tahun 1995), hak penawaran atas saham yang

dikeluarkan (Pasal 36 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), hak

menuntut pembelian saham oleh perseroan dengan harga wajar (Pasal 55 Undang-
Undang No. ! Tahun 1995), hak meminta pemeriksaan dan lain-lain.

Perlindungan hukum bagi kepentingan umum antara lain dalam bentuk pemberian




wewenang kepada Kejaksaan untuk minta agar diadakan pemeriksaan terhadap
pefseroan (Pasal 110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Perlindungan hukum bagi pihak ketipa yang diatur dalam Und.ang-Undéng
No. 1 Taliun 1995 adalah terdiri dari .
1. Perlindungan Eukum bagi pihak ketiga sebelum Akta Pendirian Peréeroan

Terbatas memperoleh pengesahan dari Menter! Kehakiman, dan
2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian Perseroan
Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RL K

Manakala Akta Pendirian Perseroan Terbatas belum memperoleh
pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya dalam 1
(satu) pasal saja, yaitu Pasal 11 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang
dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan,
mengikat perseroan setelah perseroan berstatus badan hukum, melalui penerimaan
secara tegas, pengambilalihan hak seria tanggung jawab dan pengukuhan
perbuatan hukum dimaksud (Pasal 11 U_ndang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
sehenarnya hanya merupakan sanksi bagi Direksi yang tidak r:nelaksarlakaz;
ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Ui}dang ‘No. 1 Tahun 1995, tetapt
ketentuan itu ternyata dapat juga dipakai sebagai perfindungan hukum bagi pihak
ketiga yang beritikad baik, khususnya bagi Perseroan Terbatas yang belum
didaftarkan dan diumumkan. Adanya ketentuan itu menguntungkan bagi pihék

ketiga, karena selain dijamin kekayaan Perseroan Terbatas, juga dijamin kekayaan
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L}

pengurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1995, ada 2 pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak

ketiga pada Perseroan Terbatas yang masih dalam proses pendirian. Sedang untuk

Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan, hanya diatur dalam 1

pasal saja (Pasal 11 Undang-Undang No. I Tahun 1995).

TABEL 7

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PITHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995

NO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
SEBELUM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YANG
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN

1995

PASAL

1

I3 Pengambilalihan tanggung jawab oleh perseroan atas
perbuatan pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan.

Sumber : bahan hukum primer

Bunyi selengkapnya pasal dalam tabel 10 adalah sebagai berikut :

Pasal 11

3). Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan

perseroan  sebelum perslerc_)an disahkan, mengikat perseroan setelah

perseroan menjadi badan hukum apabila :

a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang
dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan
Ipihak ketiga;

b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan

kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang




235

lain yang ditugaskan pendirt, walaupun perjanjian tidak dilakukan
atas nama peréeroan; atau

¢. Perseroan mengukukaan secara tertulis semua perbuatan hukum yang
dilakukan atas nama perseroan.

4). Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka
masing-masing pendirian yang melakukan perbuatan hukum tersebut
bertanggung jawab secara pribadi atas akibat yang timbul.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sesudah pengesahan
TABEL 8
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PTHAK KETIGA
SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MEMPEROLEH PENGESAHAN YANG DIATUR DALAM

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

NO | PASAL SETELAH AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS MEMPEROLEH PENGESAHAN
1 23 Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan

Direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan
hukum yang dilakukan perseroan.

2 38 Perlindungan hukum bagi kreditor karena pengurangan modal.

3 88 Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik

4 | 110 ayat | Perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan
3 huruf a | keterangan apabila ada dugaan Direksi merugikan perseroan

5 | 117 ayat | Perlindungan bagi kreditor untuk membubarkan perseroan

i
Sumber : bahan hukum primer

Dari uraian di atas tampak bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 lebih
jelas dalam memberikan perlindungan kepada para kreditor atau pihak ketiga

lainnya. Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam tabel 11 adalah scbagai berikut :

——— e - Ca R F s |
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1. Pasal 23 bsd Pasal 21 dan 22
“Sebelum pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renieng
bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.”

2. Pasal 38

(3).Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara
tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas :keputusan pengurangan modal
dengan tembusan kepada menteri.

(4).Dalam waktu 30 (tiga puluh) han terhitung sejak keberatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas
keberatan yang diajukan disertai alasannya.

(S}.Da‘aarn hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian
yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan.”

Pasal 37 ayat (2)

“Direksi wajib memberitahukam secara tertulis keputusan sebagaiména dimaksud

ayat (1) kepada semua kreditor dan mengumumbkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling 1ambaf 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal keputusan.”

Pasal 37 ayat (1)

P




“Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS vang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35.”
Pasal 35
“Keputusan RUPS‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah
suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan atau Anggaran Dasar.” .
Pasal 34 ayat (1) I
“Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS.”
3. Pasal 88
(1). Direkst -;vajib menerima persetujuan RUPS  untuk mengalihkan atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan
perseroan,
(2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud datam ayat (1) tidak boleh
merugikan pihak ketiga yang beritikad batk.
(3). Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
| seluruh atau sebagian besar kekayaan perserban sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit % (tiga perempat) bégian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh

paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
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(4). Perbuatan hukum sebagatmana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian palng lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.”

4. Pasal 110 ayat 3 hurufa

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan

oleh:

a. Pemegang saham atas nama dirt sendiri atau atas nama perseroan apabila
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara yang sah.”

b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan

perseroan dfberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan,
atau

¢. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umur.”

Pasal 110 ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Négeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.”

Pasal 110 ayat (1)

“Pemeriksaan ;ccrhadap perseroan dapat  dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data atau keterangén'da}am hal ini terdapat dugaan bahwa

c. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang

saham atau pihak ketiga; atau
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Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”

5, Pasal 117

(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas :

a.

1.

Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar

kepentingan umum;

Permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili

paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumiah seluruh saham

dengan hak suara yang sah;

Permohonan kreditor berdasarkan alasan ;

1. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
atau

2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau

Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat

hukum dalam pendirian perscroan.

Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukkan likuidator.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam Anggaran

Dasar sebelum pengesahan

Tujuan mendirikan perseroan adalah mencari keuntungan, oleh karena itu

dalam rangka mencapal tujuan tersebut para pengurus harus selalu berhubungan

dengan pihak ketiga. Agar segala sesuatu berjalan dengan baik tentunya

dibutuhkan rambu-rambu bagi kedua pihak dalam menjalankan kegiatannya
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tersebut; terutama perliﬁdungan hukum bagi para pihak. Sebelum seseorang
memutuskan untuk mélakukan hubungﬁn dengan suatu Perseroan Terbatas,
tentunya terlebih dahulu ingin mengetahut keadaan Perseroan Terbatas itu.
Anggaran Dasar mempak;'m salah satu bagian dari perseroan yang sangat penting,
karena seseorang dapat mengetahui kondisi manajemen Perseroan Terbatas.
Anggaran Dasar di samping berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk memperoleh
péngesahan dari Menteri Kehakiman sebagai suatu badan hukum, juga berisi
aturan yang mengatur persoalan internal perseroan. |
TABEL 9
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

SEBELUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN
YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBELUM
‘No | PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG DIATUR DALAM
ANGGARAN DASAR

1 | Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas segala perbuatan Direksi

dalam bentuk pembatasan kewenangan Direksi.

Sumber : bahan hukum primer yang sudah diolah
Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan masyarakat
sesudah pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam

Anggaran Dasar
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TABEL 10

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA

SESUDAH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SESUDAH

NO { AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN YANG
DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
1 | Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan adanya pembatasan
kewenangan Direksi mewakili perseroan baik di Iuar maupun di dalam
Pengadilan yang harus mendapat persetujuan dart 2 anggota Komisaris.
2

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan harus mendapat
persetujuan RUPS

V8]

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan baik sebagian atau seluruh harta perseroan wajib diumumkan
dalam 2 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum perbuatan hukum
tersebut.

4 | Hak Direksi untuk memberi kuasa kepada seseorang tidak diperkenankan
yang bersifat umum, karena akan mengakibatkan pengaliban tugas kepada
pihak lain.

5 | Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
seluruh anggota Direksi, maka perseroan diwakili oleh Komisaris.

6 | Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas penggantian pengurus yang

harus didaftarkan di Pengadilan Negerl.

Sumber : bahan hukum primer vang sudah diolah

Bila melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu sebelum dan

sesudah pengesahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, dan juga yang diatur dalam anggaran dasar baik sebelum dan

sesudah pengesahan Perseroan Terbatas dimana pengadilan tetap memberikan

perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yangmerasa dirugikan, di sini

ditempuh dengan. ara mengajukan permohonan secara tertulis oleh pihak-pihak

yang merasa dirugikan. Jadi di sini peranan Pengadilan Negeri sangat ikut

menentukan situasi kondusif bagi dunia usaha khususnya badan usaha yang




242

berbentuk Perseroan Terbatas, maka diperlukan Bakim—hakim yang jujur dan
mempunyat pcngetahuan yang luas demikian menurut pandangan penulis.
2. Pelaksanaan Pemerik.saan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perseroan
Terbatas di wilayah hukumnya
a. Maksud dan tujuan pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap
Perseroan Terbatas
Sebelum penulis meneliti yang lain, terlebih dahulu menguraikan
tentang pelaksapaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap
Perseroan Tefbatas di wilayah hukumnya sebagai kata kunci dalam
penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri J akarta Pusat oleh penulis;
Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap

Perseroan Terbatas dar;' Pengaditlan Negeri terhadap perseroan yang ada di

wilayah hukumnya adalah untx%k rﬁendapatkan suatu data-data dan atau

keterangan dalam hal terdapat data-data atau informasi dalam hal terdapat
dengan bilamana :

¢). Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para
pemegang saham auat pihak ketiga atau,

d). Anggota Direksi atau komisar;s m;:lakukan perbuaﬁn melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau'pihf:;tk
ketiga (Pasal 110 ayat 1 Undahg-ﬁndang No. 1 Tahun 1995 tentang
Undang-Undang Perseroan Terbatas) |

Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang

dilakukan oleh ahli bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh




hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam
bidan@ya itu misalnya qkuntan publik, ahli dalam soal pembukuan
supaya dapat dilakukan petlier;ksaan perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
d). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan,
anggota direksi atau komisaris.
¢). Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang
saham atau pihak ketiga.
f). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota
direksi atau komisaris dapat befbagai macam.kemungkinannya batk
berupa pelanggaran Undang-Undang, anggaran dasar ataupun kesusilaan.
Beberapa contoh perbuatan melawan hukum adalah :
f). Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.
g). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
h). Mengalihkan atau menjaminkan sebagian atau seluruh kekayaan
perseroan tanpa persetujuan pemegang saham.
{). Manipulasi pembayaran pajak perseroan.
j). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.'’
Mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri
terhadap Perseroan Terbatas di wilayé.h hukumnya. Pemeriksaan yang

dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli,

1235 Opeir. Hal 103 - 104
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bukanlah pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh hakim. Seorang
hakim ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam bidangnya itu,
misal akuntan publik ahli dalam soal pembukuan, supaya dapat dilakukan
pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syérat—syarat
berikut ini :
d). Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan,
anggota direksi, komisaris.
e). Perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan perseroan,
pemegang saham, atau pihak ketiga.
f). Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan akan tetapi
ditolak.
Perbuatan melawan hukum vyang dilakukan oleh persercan; anggota
direksi dan atau komisaris dapat berbagai macam kemungkinannya baik
berupa pelanggaran Undang-Undang, Anggaran Dasar, ataupun kesusilaan
beberapa contoh perbuatan melanggar hukum itu adalah :
f). Korupsi yang dilakukan oleh direksi dan atau komisaris.
g). Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.
h). Mengalihkan atau menjaminkan sebagia,ﬁ atau seluruh kekayaan
perseroan tanpa persetujuan pc1ﬁegang saham (RUPS).
i). Memanipulasi pembayaran pajak perseroan..
). Pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih.
Pengajuan permohonan pemeriksaan permohonan pemeriksaan diajukan

secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang dacrah
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\

hukumnya meliputi tempat  kedudukan — pereroan. Permohonan

pemeriksaan tersebut hanya dapat diajukan oleh :

d). Pemegang saham atas nama dir sendiri atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

g). Pihak yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan
perseroan  diberi  wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan.

f). Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dalam hal pengertian “kepentingan umum” termasuk juga kepentingan

negara yang dirﬁgikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran

hukum.

Permohonan pemeriksaan oleh pengadilan tersebut dapat dikabutkan juga

dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri tergantung dari alasan-alasan

yang diajukan oleh pihak permohonan apakah atas dasar alasan yang
wajar atau tidak. Bila tidak wajar permohonan tersebut tidak diterima akan
tetapi bila alasannya wajar maka permohonan tersebut diterima.

Bila dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penctapan

dan pengangkatan paling banyak tiga (3) orang ahli untuk melakukan

pemeriksaan terhadap semua; dokumeﬁ dan semua kekayaan yang
dianggap perlu diketahui.
Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua

Pengadilan Negeri selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan
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salinan laporan dari hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan

‘Terbatas  yang bersangkutan dan sclanjutnya ditentukan biaya

pemeriksaan yang dibebankan pada perseroan dan juga atas usul
perseroan biaya tersebut dapat dibebankan pada pemohon, direkst,

komisaris dari hasil penélitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

. Cara melakukan pemeriksaan Perscroan Terbatas oleh Pengadilan

Negeri

Bahwa pemeriksaan disini dimaksudkan, pemerisaan yang
dilakukan oleh para ahli yang ditctapkan oleh Pengadilan. Pemeriksaan
disini bukan pemeriksaan yang bersifat litigasi (sengketa hukum) yang
dilakukan oleh pengadilan.

Cara melék_ukan pemeriksaan, dilakukan oleh  yang
bersangkutan (pihak-pihak yang mempunyai kewenangan) yaitu:

4. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan
Terbatas apabila memiliki 1/10 dari jumlah seluruh saham.

5. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Perjanjian
dengan Perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan. |

6. Kejaksaan Negeri dalam hal mewakili kepentingan umum. .

Dengan m‘engajukan permohonan secara tertulis, berikut
alasannya. Pepnohonan ini diajukan kepada pengadilan negerl yang

daerah hukum meliputi tempat kedudukan dari Perseroan Terbatas.
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Peranan ketua Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan Perseroan
Terbatas. |

Bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya sangat
berperan sekali terhadap pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau
mengabulkan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas yang ada di
wilayah hukumnya. Bila pembukuan pemeriksaan dikabulkan maka
ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan bagi pemeriksaan dan
pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan
pemeriksaan, selain itu ketua Pengadilan Negeri yang menentukan
jumlah biaya pemeriksaan yang ditentukan atas dasar keahliannya dan
kemampuan perseroan dan juga ketua Pengadilan Negeri dapat
menetapkan penggantian selurul/sebagian biaya pemeriksaan kepada
pemohon, direksi dan atau korqsaris.

Seperti yang dilakukan ofeh INDRA GAMAL & PARTNERS di
J1. Pekalongan No. 4 Menteng Jakarta 10310 Indonesia, Telephone (62-
21) 3918585 pada waktu penulis melakukan penelitian di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dimana cara melakukan pemeriksaan diawali
dengan adanya surat permohonan dari pihak yang merasa dirugikan

seperti permohonan di atas.
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Dari cara melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri
tersebut narapak bahwa permohonan di sini diajukan dari pthak yang merasa
dirugikan akan hak-haknya.

Permohonan pemeriksaan di sini sifatnya litigasi (non yudisiil) akan tetapi
bersifat perintah untuk mengangkat ahli-ahli supaya melakukan pemeriksaan.
Dari permohonan di sini ada alasan yang wajar maka oleh Ketu;a Pengadilan
Negeri dikabulkan dan biaya pemeriksaan yang menanggung pihak Perseroan
Terbatas.

Dari permohonan tersebut di atas terlihat jelas intinya karena adanya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera.

Menurut pendapat kami lsekali.pun tertulis dalam Undang-Undang No 1Tahun
1995 selaku Ketua Pengadilan Negeri tapi dalam praktek tergantung hakim
siapa saja yang mendapat penunjukkan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi
betum tentu Ketua Pengadilan Negeri sendiri.

Seperti pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohona!m

pemeriksaan Pengadilan Negeri tersebut di atas :
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¢. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan

Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru
yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
telah ditentukan secara komitatif oleh peraturan perundang-undangan
terscbut, sehingga tidak semua orang atau setiap orang dapat
mengajukan  pemeriksaan Perseroan  Terbatas. Hal demikian
dimaksudkan supayé jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan
pemeriksaan terhadap Perseré)an Terbatas. Adapun pihak-pihak yang
dapat mengajukan pemerikséan Perseroan Terbatas adalah sebagai
berikut :

d). Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan
Terbatas apabila mewakili sedikitnya 1/10 dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.

¢). Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian
dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohdnan
pemeriksaan.

f). Atau kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum.

Di sini pihak kejaksaan demi kepentingan umum dapat
mengajukan permohonan pemeriksaan. Pihak kejaksaan ini seringkali
dapat juga bertindak dalam hal-hal masalah perdata demi kepentingqn
umum. Dalam pengertian “kepentingan umum” termasuk  juga
kepentingan negara yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan

pelanggaran hukmn; misalnya melakukan manipulasi pajak dalam hal ini
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kejaksaan berwenang mewakili kepentingan negara, di samping ifu
kejaksaan juga mewakili kepentingan masyarakat, seperti dalam perkara
perdata s':asuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.'?°

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan

pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas yang dianggap telah

melakukan perbuatan melawan hukum telah ditentukan secara lemitatif

oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dt”

sini tidak sembarang orang boleh/berhak mengajukan permohonan

pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas.

. Hak dan kewajiban pemeriksa Perseroan Terbatas

Bahwa permohonan pemeriksaan ahli Perseroan Terbatas itu
dimana melalui penetapan hakim untuk mengangkat ahli-ahli sesuat
bidangnya untuk melakukan pemeriksaan sebagai ontoh, ahli akuntan
publik, ahli administrasi, ahli perbankan dan lain-lain dan dari hasil
pemeriksaan tersebut terus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan salinan hasil
pemeriksaan seperti yang dimaksud dan di sini pemeriksa harus
menjamin kerahasiaannya.

Bahwa mereka yang diangkat oleh ketua Pengadilan Négeri
dengan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan

Terbatas yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut berhak

136 7hicd. hal 104 - 106 e
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melakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen dan kekayaan
Perseroan Terbatas yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Yang dimaksud dengan dokumen adalah semua buku catatan
dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris
dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan
vang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan selain pemeriksa mempunyai hak-hak sepertt

tersebut di atas, pemeriksa juga mempunyai kewajiban untuk tidak-

mengumummkan hasil pemeriksaan Perseroan Térbatas kepada pihak lain.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada
ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri memberikan salinan
laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang
bersangkutan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa
tersebut dapat mengungkapkan benar tidaknya dugaan yang terjadi

adanya pelanggaran hukum.

. Permohonan pemeriksaan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Menurut pendapat penulis bahwa ketua Pengadilan Negeri
benar-benar sangat hati-hati dan teliti serta mempunyai kemampuan yag
luas khususnya dalam bidang hukum perusahaan lebih khusus lagi
hukum/peraturan perundang—undangén tentang Perseroan Terbatas. Jadi
bila mengabulkan memang benar-benar sangat beralasan/bila tidak

memang benar-benar tidak ada alasan yang wajar.
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Bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak atau
mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbgtas.
Permohonan pemeriksaan di sini dapat dikabulkan bilamana didasarkan
pada alasan-alasan yang wajar. Pengertian wajar di sini dalam penjelasan
Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan akan tetapi secara
umum pengertian wajar berarti apabila didukung oleh bukti-bukti yang
memperkuat dengan adanya pelanggaran hukum. Sebagai misal adanya
pembukuan perseroan yang dibuat berlainan untuk memanipulasi pajak
dan atau bilamana ada informasi dari pihak ketiga mengenai penjaminan
seluruh harta kekayaan perscroan tanpa persetujuan RUPS. Dalam hal
permohonan  pemeriksaan dikabulkan ketua Pengadilan Negen
mengeluarkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3
(tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan yang
dimgksud ahli di sini adalah orang vang mempunyat ahli i:_ialam bidang

)5':
yang akan diperiksa. Penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut

diartikan perintah untuk tingkat pertama dan terakhir.'’

Direksi, komisaris, karyawan perseroan dan akuntan publik

yang telah ditunjuk oleh perseiroan tidak dapat ditunjuk sebagai ahli yang -

ikut melakukan pemeriksaan bahkan direksi wajib menyerahkan

perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa

bilamana :

127 1hid. hal 106 - 108
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Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana

fa—

masyarakat.
2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.

2
Perseroan merupakan Perseroan Terbuka. 128

VS

f. Permohonan pemeriksaan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri dituntut betul-betul memahami
permasalaﬁan yang diajukan ﬁdak hanya karena mempunyai
kewenangan lalu semaunya sendiri, selain itu juga harus mempunai jiwa
membela orang yang susah dart hak-haknya yang dirampas oleh pihak
yang kuat.

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan
Terbatas ini dapat dikabulkan dan atau ditolak oleh ketua Pengadilan
Negeri, ketua pengadilan akan menolaknya jika permohonan
pemeriksaan terhadap perseroan tersebut berdasarkan suatu alasan-
alasan yémg tidak wajar, sebab dalam kenyataannya sering terjadi pihak-
pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan hanya atas dasar
kepentingan yang sangat subjektif (kepentingan sepihak), maka setiap
permohonan pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan
seksama sehingga pemeriksaan betul-betul sesuai dengan aturan yang

berlaku.

128 1G. Rai Widjaya. Hukum Perusahaan. Opceit. Hal 206 - 207
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g. Kasns Permohonan Pemeriksaan yang telah di periksa oleh

Pengadilan Negeri. |

PENETAPAN
Nomor : 114/PDT.P/2002/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaa surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2002, dari @ M. GAMAL

RESMANTO, SH dan SANTOSWANA, SH, Pengacara dan Penaschat Hukum

dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS yang beralamat di Jalan

Pekalongan No. 2A, Menteng, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama :

~

J.

Qaktree capital Management, LL.C, beralamat di 333 South Grand Avenue,
Lantai 28, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 22 Juli 2002 (Surat Kuasa Khusus terlampir) (Selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon I""), dani
Goldman Sachs International beralamat di Peterbough Court, 133 Fleet
Street, London ECAA 2BB, Inggris berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Juli 2002 (Surat Kuasa.Khusus terlampir) (Selanjutnya disebut
sebagai “Pemohon I1”).
Pemohon 1 dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut
sebagai “Para Pemohon”.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

- Seielah membaca permohonan Pemohon.

. Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

- Setelah mendengar Pemohon dipersidangkan.
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Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

20 Agustus 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2002 di bawah daftar nomor :

. 114/PDT.P/2002/PN.JKT PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut ;

1.

9

Ul

Bahwa DGS International Finance Company BV (DGSFIC BV)
yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda merupakan suatu
perusahaan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan
Terbatas DGS.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya DGSFIC BV adalah untuk
memperoleh daﬁa dari lembaga-lembaga keuangan internasional
dengan cara melakukan penerbitan surat hutang berupa “Notes™
dengan nama US$ 225.000.000,00 10% Guaranteed Notes Due 2007
(selanjutnya disebut sebagai “Obligasi”) yang mana dana hasil
penawaran atau penjualan Obligasi tersebut  diterima  dan
dipergunakan dan dinikmati oleh Perseroan Terbatas DGS.

Bahwa sebagai konsekuensi penerimaan dan penggunaan dana haéil
penjualan Obligasi, Perseroan Terbatas DGS setuju untuk menjamin
semua kewajiban/hutang piutang DGSFIC BV kepada para
pemegang Obligasi tersebut dengan cara sebagaimana diatur dan
tunduk pada suatu perjanjian hutang piutang yang disebut

INDENTURE tanggal 28 Mei 1997 (selanjutnya disebut “Perjanjian
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Indenture™) (Bukti P-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan
antara

x DGSFIC BV sebagai Issuer atau penerbit Obligasi;

* Perseroan Terbatas DGS sebagai Guarantor atau Penjamin,

« Bankers Trust Company sebagai rustee atau Wali Amanat.

. Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Indenture yaitu pada Pasal

4.18 tentang Penyampaian Informasi Keuangan yang berbunyi :
“..sepanjang bagian manapun dari Obligasi belum dibayar, (1)

Penjamin akan menyampaikan pula kepada Wali Amanat, dan atas

permintaan menyampaikan pula kepada Pemegang Obligasi {4)

luporan tahunan, lermasuk laporan-laporan  keuangan tahunan
(termasuk reraca keuangan dan laporan laba rugi, perbuahan modal
pemegang saham dan arus, kas) yang disusun berdasarkan Prinsié;—
Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Indonesia (GAAP) yang
dilengkapi dengan opini akuntan publik independen yang diakui
secard imernasiolnai, rekonsiliasi pendapatan bersih, dan modal
pemegang saham. yang telah diaudit berdasarkan Prinsi-Prinsip
Akuntansi Umum  yang be%[aku di Amerika Serfkat: (GAAP AS),
rangkuman data keuangan yang terdiri dari data-data tentang
Pendapatan  Bersih  Konsolidasi  yang  disesuaikan (Adjusted
Consolidated Net Income), Biaya Bunga Konsolidasi (Consolidated
Inigrest Expensej, Beban Tetap Konsolidasi (Consolidated Fixed

Charges) dan EBITDA Konsolidasi (Consolidated EBITDA) yang
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disusun berdasarkan GAAP, serta rangkuman data operasi yang
terdiri dari data-data pendukung dan kapal pengangkut berlemari
pendingin, statistik volume Iangkdpan dan penjualan tahunan rata-
rata menurut kategori produk wtama dan harga penjualan tahunan
rata-rala menwrul  kategori produk kutama, sesegera  mungkin
setelah berakhirnya setiap tahun buku (tetapi selambat-lambatnya
120 hari setelah ditutupnya tahun buku yang bersangkutan) dan (B)
laporan-laporan sementara unfuk setiap figa kuartal pertama dari
tiap talmm buku, termasuk laporan keuangan yang belum diaudit
yang disusun berdasarkan GAAP (termasuk neraca keuangan dan
laporan laba rugi, perubahan modal pemegang saham darn arus kas) K
untuk dan sejak berakhirnya setiap kuartal (beserta laporan
keuangan bandingan untuk kuartal yang bersungkutan pada lahun
buku sebelumnya) rekonsiliasi pendopatan  bersih  dan modal
pemegang saham berdasarkan GAAP AS dan rangkuman data
keuangan yang terdiri dari data-data tentang Pendapatan Bersih
Konsolidasi yang disesuaikan, Biaya Bunga Konsolidasi, Beban
Tetap Konlso!idqsi : da}i EBITDA Konsolidasi ydng disusun
berdasarkan sestiap tiga kuartal pertama dari setiap tahun buku
(tetapi .s'e/ambat‘-‘{ambam}'/a 60 hari setelah ditutupnya kuartal
tersebut)... " ‘

. Bahwa Para Pemohon selaku pemegang Obligasi (Bukti P-2a, P-2b)

telah berkali-kali menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian
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[ndenture uniuk mendapati;an informasi keuangan dan operasional

perusahaan dari Perseroan Terbatas DGS, tetapi tidak mendapé.tkah

keterangan yang memuaskan dari Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-

3a, P-3b, P-3¢).

. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab VIII Pemeriksaan terhadap

Perseroan Pasal 110 ayat 91) UUPT yang berbunyi :

“Pemeriksaan terhédap perseroan dapat dilakukan dengan tujila:n

untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan

bahwa :

¢. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau

d. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau
pihak ketiga.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas serta menunjuk

pula kepada ketentuan Pasal 110 ayat 3b UUPT yang berbunyi :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat

dilakukan oteh :

¢. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian

dengan perseroan _diberi_ wewenang _untuk mengajukan

permohonan ni.”

Dengan demikian secara tegas berdasarkan Pasal 4.18 Perjanjian

Indenture Para Pemohon diberikan kewenangan atau hak untuk
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mendapatkan informasi keuangan sehingga dapat mengajukan

permohonan pemeriksaan aquo.‘ini kepada Pengadilan Negeri dimana

Perseroan Terbatas DGS beralamat atau berdomisili.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama

7. Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti awal dan fakta—fakfa
awal tentang dugaan terjadinya serangkaian Perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS sebagai
berikut di bawah ini :

a. Bahwa pada tahun 1996, Perseroan Terbatas DGS telah
memperoleh status sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan
publik karenan;,ra tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur
khususnya mengenai pasar modal.

b. Bahwa Undaﬁg-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (selanjutmya disebut Undang-Undang Pasar Modal)
telah memberikan péngertian hukum yang dimaksud dengan
afiliasi etau pihak terafiliasi (Pasa 1 Undang-Undang Pasar
Modal). Bahwa terhadap pihak-pihak terafiliasi telah diatur
sedemikian rupa yaitu untuk melaksanakan transaksi dengan

- pihak terafiliasi, Perseroan Terbatas DGS wajib meminta
per;etujuan I. pemegang saham independen dalam suatu rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas DGS atau jika
persetujuan terscbut tidak diperoleh setelah melalui RUPS

sebanya 3 (tiga) kali, maka Perseroan Terbatas DGS dapat
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meminta persetujuan tersebut kepada Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM).

Bahwa seharusnya Perseroan Terbatas DGS melaporkan kepada
publik, BAPEPAM termasuk para investor yang membeli
Obligasi aquo yaitu ada pihak-pihak/perusahaan yang
bertransaksi dengan Perseroan Terbatas DGS sebagaimana

dicantumkan dalam laporan Keuangan Perseroan Terbatas DGS

yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perscroan Terbatas

DGS dan karenanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
Perseroan Terbatas DGS dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut
merupakan transaksi-transaksi yang mempunyal benturan
kepentingan.

Bahwa ternyata Perseroan Terbatas DGS tidak melaporkan
transaksi-transaksi yang mempunyal benturan kepentingan
(conflict of interest transanctions) yang mana perbuatan ini
melanggar :

e Undang-Undang Pasar Modal,

e Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2002 tanggal

22 Agustus 2000.

Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Keuanéan Konsolidasi
untuk periode 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4} serta
untuk periode 31 Desember 2001 dan 2000 (selanjutnya disebut

sebagai “Laporan Keuangan™), transaksi-transaksi  yang
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mempunyai benturan kepentingan aquo hanya dilaporkan

sebagai transaksi-transaksi dengan pihak ketiga biasa.

8 Bahwa dugaan-dugaan terjadinya transaksi-transaksi  yang

€.

mempunyai benturan kepentingan yang telah dilakukan oleh

Perseroan Terbatas DGS tersebut antara lain :

Sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwasanya
Perseroan Terbatas DGS adalah perusahaan dalam group ataupun
afiliasi dari DJAJANTI GROUP, yang dimiliki oleh BURHAN
URAY (dan keluarga), hal mana dapat dilihat dalam Prospektus
tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Perseroan
Terbatas DGS sehubungan dengan Penawaran Umum 100.000.000
lembar sahamnya (Bukti P-5).

Pengendalian Perseroan Terbatas DGS oleh BURHAN URAY
tersebut dapat dilihat dimana BURHAN URAY adalah Komisaris
Utama dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas Hasil Nusa
Buana (Perseroan Terbatas HNB) dan Perseroan Terbatas Hasil
Samudra laut (Perseroan Terbatas HSL),sedangkan salah seorang
anak BURHAN URAY yang bemama SOEJONO VARINATA
adalah Komisaris pada Perseroan Terbatas HNB, pemegang saham
dan Direktur pada Perseroan Terbatas HSL dan Direktur pada
Perseroan Terbatas DGS, hal-hal mana dapat dilihat pada akta-akta
notaris yang telah mendapatkan nomor Berita Negara (Bukti P-6a,

Bukti P-6b, Bukti 6¢).
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g. Perseroan Terbatas HNB dan Perseroan Terbatas HSL adalah
pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas DGS (vide. .
Bukti P-6¢) yang oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat
91) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Undang-Undang Pasar Modal) maka BURHAN URAY dan
SOEJONO VARINATA dikualifikasikan sebagai Pemcgax;g
Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama ataupun Pihak
Terafiliasi dari Perseroan Terbatas DGS.

h. Dalam laporan keuangan, Perseroan Terbatas DGS melaporkan
adanya transaksi-transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan
yang didirikan di Singapura, yaitu :

(i) New Guinea Pte;‘. Ltd (NGPL)

(i) WMP Trading P:te Ltd (WMP)

(iii) Jetline Development Pte Ltd (Jetline)
(iv) Borneo Jaya Pte Ltd (Borneo)

(v) Natura Holdings Pte Ltd (Natura)

e. Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut sebelumnya adalah
milik dari BURHAN URAY namun pada tahun 1994,
kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan—perusahaa:.n
tersebut beralih kepada anak BURHAN URAY yang bernama
WONG KIIA TAI yang masui( atau merupakan pihak terafiliasi

dengan Perseroan Terbatas DGS (Bukti P-7a, P-7b, P-7¢).
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9. Berdasarkan fakta-fakta awal tersebut, jelas transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh Perseroan Terbatas DGS dengan WONG KIIA TAI
(anak dari BURHAN URAY yang mengendalikan NGPL, WMP,
Jetline, Borneo dan Natura) adalah merupakan transaksi-transaksi

yang mempunyai benturan kepentingan.

10. Bahwa ternyata dalam laporan keuangan (vide : Bukti P-4) atas

transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut

di atas, dilaporkan bahwasanya :

(a) Terdapat piutang-piutang usaha Perseroan Terbatas DGS akibat
transaksi-transaksi penjualan ekspor kepada NGPL, WMP,
Jetline, Borneo, dan Natura,

(b) Piutang-piutang usaha tersebut digolongkan sebagai piutang-
piutang usaha kepada pihak ketiga (bukan pihak terafiliasi).

(c) Perusahaan-perusahaan Singapura terscbut (NGPL, WMP,
Jetline, Bomeo, dan Natura) lalai memenuhi kewajiban

pembayarannya yang per tanggal 31 Desember 2001 saja telah

mencapai Rp 799.897.100.601,- (tujuh ratus sembilan puluh .

sembilan milyar delaﬁan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus

ribu enam ratus satu rupiah).
11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh .Perseroan Terbatas DGS dengan perusahaan-

perusahaan Singapura (yangieraﬁliasi oleh WONG KIIA TAI) yang

1,
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merupakan pihak terafiliasi tersebut melanggar ketentuan hukum di °

bidang Pasar Modal dan telah merugikan Para Pemohon.

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua

12. Bahwa Perseroan Terbatas DGS juga telah melanggar ketentuan

Pasal 1 huruf ¢ Keputusan Ketua Bapepam Bo. Kep-97/PM/1996 Jo
Peraturan No. VII1.G. V1 berdasarkan mana Perseroan Terbatas DGS
berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan Perseroan
Terbatas DGS secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAMY;

13.Bahwa Perseroan Terbatas DGS tidak memenuhi ketentuan
Kep.97/PM/1996 dengan tidak menyampaikan Laporan Keuangan
untuk tahun buku 2000 — 2001,

14. Atas pelanggaran ketentuan tersebut BAPEPAM telah mengambil
tindakan hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS dan dilakukan
tindak lanjut oleh Perseroan Terbatas Bursa Efek Jakarta dengén
mengeluarkan Perseroan Terbatas DGS dari daftar perusahaan yang
saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau
Delisting (Bukti P-8)

Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

15. Bahwa Perseroan Terbatas DGS sewaktu menerbitkan prospektus
yaitu tanggal 30 September 1996 kepada masyarakat lluas‘ telah

memberikan pernyataan
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“PERSEROAN TERBATAS DAYA GUNA SAMUDERA Tbk dan

Penjamin Pelaksana Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas

kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran

pendapat vang tercantum dalam prospektus ini.”

Yang mana pernyataan iﬁi ternyata tidak benar dan tida'.k sejalan
dengan kenyataan hukum dimana sejumlah perusahaan yang
didirikan di Singapura dan dikendalikan oleh WONG KIIA TAI
(anak BURHAN URAY) yaitu NGPL, WMP, Jetline, Borneo dan
Natura ditempatkan pada posisi atau kedudukan sebagai perusahaan-
perusahaan yang tidak terafiliasi. (vide : Bukti P-5, halaman 141).

Bahwa lebih jauh, akibat terjadinya rangkaian perbuatan melawan
hukm tersebut telah mengakibatkan keterpurukan Perseroan Terbatas
DGS dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Perseroan
Terbatas DGS dalam melaksanakan pemenuban kewajibannya
kepada para pemegang Obligasi, termasﬁk para Pemohon, terbukti
Perseroan Terbatas DGS lalai memenuhi kewajiban pembayaran
bunga dan pokok Obligasi terhitung sejak bulan Juni 2001 sehingga
menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon yang saimpai saat ini
mencapai kurang lebih sebesar USD 147.226.715.28 (serétus empat
puluh tujuh juta dua ratus dua putuh enam ribu twjuh ratus lima belas
koma dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Hal mana
diakuinya pula dengan tegas dalam surat kepada Perscroan Terbatas

Bursa Efek Surabaya No. 484/DGS/Corp.Sec./03/2002 tanggal 14
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Maret 2002 perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada

tanggal 6 Maret 2002 (Bukti P-9) yang sisinya antara lain

menyatakan bahwa Perseroan Terbatas DGS mengakui dan

membenarkan tentang kelalaiannva/kegagalannya dalam memenuhi

kewaijiban pembayarannya kepada pemegang Obligasi.

17.Bahwa schubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas,
berdasarkan Pasal 110-113 UUPT, adalah juga beralasan kiranya
Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
yang memiliki yurisdiksi hukum terhadap Perseroan Terbatas DGS
untuk menunjuk ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data-
data yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas DGS dan selanjutnya
membuat laporan hasil pemeﬁkéaannya untuk disampaikan kepada
Yang Terhormat Ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan Para Pemohon.
Untuk keperluan ini, para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independen
sebagai berikut ;
4, Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231
5. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan
, 6. Alwi Syahri, dengan nomci)r akuntan negara D 1367
. Ketiganya dari Kantor Akunfan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo &

Sandjaja, Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta

Tower 1, lantai 13 J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
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Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum atas, Para Pemohon

mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketva Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang terhormat berkenan menetapkan :

5.

6.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya :
Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :

a. Sandjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231,

b. Iman Sarwoko, dengan nomor akuntan negara D 1384, dan

¢.  Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367.

Dart Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, utomo & Sandjaja,
Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1,
lantai I, Jalan Jend. Surdimman Kav. 52-53 Jakarta 12190 untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera Tbk, terutama terhadap keadaan kekayaan, kevangan dan
operasional perusahaan.

Mene:apkan biaya lpemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli
ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk
Menetapkan besarnya biaya permohonan yang dibayar oleh

Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera Tbk

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para

Pemohon Oakiree Capial Management, LLC, dan Goldman Sachs

International telah datang sendiri menghadap Kuasa Hukumnya : M.

Gamal Resmanto, SH dan Santoswana, SH, Pengacara dan Penasehat

Hukum dari Law Firm INDRA GAMAL & PARTNERS berdasarkan
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Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2002 dan 24 Juli

2002 dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Para

Pemchon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya,

Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa

fotocopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula

dicocokkan dengan bukti aslinya yaitu

1.

_[\.)

L3

Bukti P-1 : terjemahan r_esmi Perjanjian “Indenture” tertanggal 28
Mei 1997.

Bukti P-2a : terjemahan resmi pernyataan BNY Western Trust
Company perihal Perseroap Terbatas Daya Guna Samudera Tbk.
Bukti P-2b terjemahaﬁ resmi Surat Pernyataan Pemohon I
tertanggal 25 Juli 2002.

Bukti P-3a ; terjemahan resmi Surat dari Cleary, Gottlieb, Steen &
Hamilton tertanggal 15 Mei 2002,

Bukti P-3b : terjemahan resmi Surat Pernyataan dari Pemohon I
tertanggal 16 Oktober 2002.

Bukti P-3c¢ : terjemahan resmi Surat Pemyataan dan Pemohon.l
tertanggal 16 Oktober 2002.

Bukti P-4 - Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Terbatas Daya
Guna Samudera Tbk periode 31 Desernber 2000 dan 1999.

Buktil P-5': Prospektus Persercan Terbatas Daya Guna Samudera

Tbk yang diterbitkan tanggal 30 September 1996.




11.

12.

14,

15.
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Bukti P-6a : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera Tbk No 74 tanggal 26 Juni 1998 yang dibuat dihadapan
Machrani Moertolo Sonarto, SH Notaris di fakarta.

Bukti P-6b : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Samudera
Laut No. 55 tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat di hdapan
Machranin Moertolo Sonarto, SH Notaris Di Jakarta

Bukti P-6¢ : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Nusa Buana
No. 146 tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Machran:
Moertolo Sonarto, SH Notanis di Jakarta.

Bukti P-7a : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Burhan Uray
atau Wong Ming Kiong (sebagai Tergugat 1) pada Pengadilan Tinggi

Republik Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.

. Bukti P-7b : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Soejono

Varinata (sebagai Tergugat I1) pada Pengadilan Tinggi Republik
Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.

Bukti P-7¢ : Terjemahan resmi Affidavit (Pengakuan) Wong Kiia
Tai (sebagai Tegugat VII[) pada Pengadilan Tinggi Republik
Singapura untuk sidang tanggal 29 Nopember 2001.

Bukti P-8 : Pengumuman “Jakarta Stock Exchange” No.
Peng.1789/BEI-PEM/09-2000 tanggal 28 September 2000 Jo.
Pengumuman “Jakarta Stock Exchange” No. Peng-1528/BEJ-

PEM/08-2000 tanggal 1 September 2000 Jo. Press Release badan
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Pengawasan Pasar Modal tangga! 31 Agustus 2000 mengenai
delisting.

16. Bukti P-9 : Surat dari Perseroan Terbatas Daya Guna Smaudera Tbk
tertanggal 14 Maret 2002 No. 484/DGS/Corp.Sec/03/2002 perihal
Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat pada tanggal 6 Maret 2002.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan tersebtﬁ di atas ; |

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon

agar Pengadilan memberikan ijin, kepada Para Pemohon untuk

melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera, Tbk terutama terhadap kekayaan, keuangan dan operasional
perusahaan, alasannya Para Pemohon selaku pemegang Obligasi teldh
berkali-kali menggunakan hakna berdasarkan Perjanjian Indenture untuk
mendapatkan informasi keuangan dan operasional perusahaan dari
Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk, tetapi tidak
mendapatkan keterangan yangmemuaskan dari Perseroan Terbatas Daya
Guna Samudera, Tbk dan ada dugaan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, =Tbk sehinggé
merugikan Para Pemohon sebagai pthak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti produk P-2a, P-2b, terbukti
bahwa Para Pemohbn adalah pemegang Obligasi pada Perseroan

Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk sehingga timbul pertanyaan apakah
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Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud tersebut di atas;

,Menimbang babwa menurut ketentuan Pasal 110 Undang—Undang

Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai

berikut :

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan
untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan

bahwa :

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikah

pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perﬁuatanmelawan
hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga.

(2) Pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perscroan. |

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 111 Un&ang—Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menentukan sebagal

berikut : |

(3} Ketua Pengadilan Negéri berhak menolak atau mengabulkan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
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(4) Ketu@ Pengadilan Negeri'sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan
atas alasan yang wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Para

Pemohon dan ternyata Para Pemohon adalah pemegang Obligasi pada

Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Thk maka permohonan Para

Pemohon dalam permohonan ini, beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk dikabulkan .

maka berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan menangi{at

masing-masing :

a. Sanjaja, dengan nomor akuntén negara D 2231.

b. Iman Sarwroko, dengan nomor akuntan negara D 1384

¢. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367

Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja,

Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower | lantai

13, J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 jakarta 12190, selaku ahli independen

untuk melakukan pemeriksaan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan

Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,

maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;
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* Memperhatikan akan ketentuan pasal 110, Pasal 111 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang
dan peraturan lain yang bersangkutan.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
MENETAPKAN:

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,

6. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut :
a. Sanjaja, dengan nomor akuntan negara D 2231,
b. Iman Sarwroko, dengan nomor akuntan negara D 1384
c. Alwi Syahri, dengan nomor akuntan negara D 1367
Dari Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko, Utomo & Sandjaja,
Ernst & Young, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1
lantai 13, JI. Jend. Sudirman Kav. 52-'53 jakarta 12190 untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Daya Guna
Samudera, Tbk terutama terhadap keadaan kekayaan, keuangan dan
operasional perusahaan.

7. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli-ahli
ditanggung Perseroan Terbatas Daya Guna Samudera, Tbk

8. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 229.000,- (dua
ratur dua puluh sembilan ribu ruptah);

Demikian pembahasan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.
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3. Keandala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam
melakukan pemeriksaan Perseroan Terbatas
a. Faktor Internal dari Pengadilan Negeri
- Dalam melakukén pemeriksaan Perseroan Terbatas , yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri selalu menemui kendalé;
kendala yang dihadapi dan kendala-kendala tersebut berasal
dari dalam Penga_dilan itu seﬁdin’, yang antara lain dikarenakan
adanya penguasaan akan hukum pemisahan khususnya hukum
mengenat Perseroér} Terbatas oleh Ketua Pengadilan Negeri
yang satu dengan yang lain tidak sama, hal demikian itu juga

bisa mengakibatkan adanya penilaian dan pemahaman yang

berbeda terhadap permohonan pemeriksaan dari para pemohon "

tersebut.

- Selain hal penguasaan, ilmu pengetahuan yang dimiliki Ketua
Pengadilan satu dengan vang lain berbeda juga karena adanya
penunjukkan ahli melalui penetapan pengadilan yang
melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan kurang
menguasal masalah  yang menjadi obyek yaﬁg diperiksa
sehingga hal yang demimkian ini akan berakibat 'antara apa
yang dimohonkan oleh pemohon, tidak dapat melakukan suatu
pemeriksaan yang maksimal yang dapat mengungkap suatu
pennasalahén-permasalahan yang terjadi pada badan usaha

yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut, antara lain bila
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terjadi adanya perbuatan elawan hukum yang dilakukan oleh’

Komisaris dana tau Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut

yang ebrakibat Perseroan Terbatas tersebut mengalami suatu
kerugian materiil yang tidak sedikit sebagai akibat perbuatan
tersebut. Untuk mengetahui seara pasti dan jelas tentang
permasalahan tersebut yang dihadapi Perseroan Terbatas maka
diperlukan oreing-orag ahli yang diangkat oleh pengadilan yang
benar-benar mempun\yai pengalaman dan pengetahuan yang
cukup memadai dalam hukum perusahaan dan akuntan publik
terhadap Perseroan Terbatas yang diperiksa sehingga dapat
memperoleh suatu l}gsil pemeriksaan yang benar-benar sesuai
dengan harapan para?pemohon dan dapat membernikan laporan
hasil pemertksaan ktlepada Ketua Pengadilan Negeri dengan
baik.
Menurut pendapat penulis bahwa setiap kendala selalu dapat
diée]esaikan namun juga diperfukan beberapa hal secara koperhensif
terutama kendala internal pengadilan dimana kondisi pengadilan
yang kurang baik harus dibenahi mulai dan ketua safnpai denga:n
bawahan dan juga harus transparan serta sumber daya manusianya
juga ditingkatkan, serta yang tidak kalah pentingnya bahwa sikap
kejujuran harus dimiliki orang-orang yang ada di. pengadilan

terutama hakim-hakimnya, ftu semua akan dapat membert angin

segar bagi dunia usaha.
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Faktor Eksternal dari Pengadilan Negeri

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri sewaktu
melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas selalu
menemui  kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain
karena tidak adanya sifat leterbukaan dari pihak karyawan, direksi,
komisarts yang ada pada perusahaan yang berbentuk badan usaha
Perseroan Terbatas yang diperiksa tersebut, begitu juga termasuk di
dalamnya ten;cang kemampuan pengetahuan yang dimiliki para
karyawan, direksi dan komisaris tersebut, juga akan mempengarulﬁ
kelancaran jalannya pemeriksaan oleh pengadilan terhadap
Perseroan Terbatas tersebut apabila para karyawan, direksi dan
komisaris itu mempunyai pengetahuan dan keterbukaan yang baik
maka jelas akan dapat membantu kelancaran dari pemeriksaan
tersebut dan juga diperoleh hasil pemeriksaan yang sangat baik
sekali sesuai harapan para pemohon, karena dapat mengungkap
segala sesuatu yang terjadi yang menimpa perusahaan yang

berbentuk Perseroan Terbatas tersebut, seperti halnya tentang jumlah

kerugian yang dialami Perseroan Terbatas tersebut, akibat perbuatan

melawan hukum dari pihak-pihak tertentu yang antaralain karena
Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS perlu waktunya,
adanya manipulasi pajak, adanya laporan fiktif kepada pemegangs
aham, dan lain-lain vang intinya dapat merugikan para pemegang

saham atau Perseroan Terbatas tersebut, maka untuk melindungi
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pihak-pihak yang dirugikan tersebut didalam Persercan Terbatas
pembentuk undang-Undang No. 1 Tahun 1995 telah mengaturnya
secara jelas adanya pemeriksaan Persercan Terbatas untuk
melindungi pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Menurut penulis bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh
Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan bila pemeriksaan
itu akan berhasili maka harus dilakukan dengan ermat dan faktor-
faktor yang mempengaruhi itu harus diatasi lebih dahulu sehingga
kendala-kendala yang dihadapi tidak ada lagi. Untuk mengatasi
kendala eksternal tersebut harus dengan pendekatan yang baik dan
dengan metode yang baik pula sehingga baik karyawan, Direksi dan
atau Komisaris bisa koperatif dengan adanya pemeriksaan tersebut

sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Dari uraian mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri untuk
melakukan pemeﬁksaan terhadap Perseroan Terbatas di wilayah hukumnya
sebagai mana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III maka dapat diambil
heberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap
Perseroan Terbatas vang ada di wilayah hukumnya. Di dalam KUHD
tidaklah diatur sama sekali baru dikenalkan dan diatur pada Undang-
Undang No.l Tahun 1995 tentang Pérseroan Terbatas. Hal imt
dimaksudkan sebagai upaya kontrol terhadap Perseroan Terbatas guna
mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat
merugikan kepentingan bersama, baik bagi perseroan sendiri, pemegang
saham, maupun pthak ketiga.

2. Alasan daﬁ tujuan pemeriksaan Perseroan Terbatas
Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan :

a. Perseroan melaquan perbuatan melawan hukum yang merugikan

pemegang saham atau pihak ketiga.
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b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak
ketiga.

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan dan pemohon lebih
dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang
dibutuhkan. Bila perseroan menolak atau. tidak memperhatikan
permohonan tersebut maka Undang-Undang perseroan memberikan
upaya pemeriksaan sebagai jalan keluar.
Pemeriksaan dan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh ahli bukan pemeriksaan yustisial yang dilakukan oleh
hakim. Seorang ahli dapat melakukan pemeriksaan karena ahli dalam
bidangnya. Misal, akuntan publik ahli dalam soal pembukuan. Supaya
dapat dilakukan pemeriksaan perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai
berkut :

a. Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum oleh perseroan 1
anggota direksi atau komisaris.

b. Perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perseroan, pemegang
saham, atau pihak ketiga.

¢. Telah dimintakan data atau informasi yang diperlukan tetapi ditolak.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota

direksi atau komisaris dapat’ berbagai macam kemungkinannya, baik

berupa pclaﬁggaran, Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau kesusilaan

Sebagai contoh :
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v" Memanipulasi pem.bayaran pajak.

v Korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris.

v" Usaha perseroan digunakan untuk keuntungan pribadi.

4. Pengajuan permohonan pemeriksaan Perseroan Terbatas :

Permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis beserta alasan-

alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan perseroan. Permochonan p‘émeriksaan tersebut hanya dapat
diajukan oleh :

a. Pemegang saham atas nama diri sendirl atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau pengajuan
dengan perseroan diberi wewénang untuk mengajukan permohonan
pemeriksaarn.

c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum termasuk juga kepentingan negara

yang dirugikan oleh perseroan yang melakukan pelanggaran hukum, -

Misal : melakukan manipulasi pajak. Dalam hal ini kejaksaan
berwenang mewakili kepentingan negara. Di samping itu kejaksaan
dapat juga mewakili kepentingan masyarakat. Misal dalam hal
perkara perdata. i

5. Bahwa tidak semua permohonan pemeriksaan ke pengadilan itn semua

dikabulkan, akan tetapi juga ada yang ditolak. Permohonan dikabulkan
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manakala permohonan tersebut didasarkan pada alasan yang wajar yaitu

alasan yang didukung oleh bukti-bukti yang memperkuat dengan adanya

pelanggaran hukum, Misalnya :

a. Ada dug pembukuan perseroan vang dibuat berlainan untuk
memanipulasi pajak.

b. Ada penjaminém seluruh harta kekayaan perseroan tanpa persetujuan
RUPS.

Bila permohonan dikabulkan, maka ketua Pengadilan Negeri/Hakim

yang ditunjﬁk mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan

pengangkatan paling banyak 3 (tiga) ofang ahli untuk melakukan

pemeriksaan. Yang dimaksud ahli di sini adalah orang yang mempunyai

keahlian dalam bidang vang akan dipieriksa. Pihak direksi wajib

nienyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik

untuk diperiksa apabila

a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pergerakan dana
masyarakat.

b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang.

¢. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.

. Hak dan kewajiban pemeriksa.

Bahwa pemeriksa berhak untuk memeriksa semua dokumen dan
kekayaan perseroaﬁ yang dianggap perlu untuk diketahui, sedangkan
yaﬁg dimaksudkaﬁ dengan dokumen adalah semua buku, catatan dan

surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, direksi, komisaris
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dan semua karyawgn perseroan wajib memberikan ketcraﬁgan yang
diperlukan untuk pe.!aksanaan pemeriksaan.
Pemeriksa wajib merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke ketua Pengadilan
Negeri, selanjutnya ketua Peﬁgadilan Negeri memberikan salinan
laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang
bersangkutan, dan hasil pemeriksaan tersebut dapat mengungkap benar
atau tidaknya dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum.
7. Penentuan biaya |
Bila permohonan pemeriksaan itu dikabulkan oleh ketua Pengadilan
Negeri/Hakim yang memeriksa maka ketua Pengadilan Negeri /Hakim
yang memeriksa menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
Dalam menetapkan biaya pemeriksaan, bagi pemeriksa ketua Pengadilan
Negeri mendasarkan pada keahlian pemeriksa dalam batas kemampuan
perscroan. Biaya pemeriksaan tersebut dibayar oleh perseroan, tapi
perseroan dapat menetapkan bahwa penggantian seluruh atau sebagian
biaya pemeriksaan kepada pemohon; anggota direksi dan komisaris.
- Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebelum‘dan sesudah: pengesahan
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 1 -tahun 1995 tidak mengatur perlindungan
hukum bagi pihak ketiga selama Perseroan Terbatas dalam proses pendirian.
Hanya dibedakan antar perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama

Perseroan Terbatas belum memperoleh pengesahan dan setelah Perseroan
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Terbatas berbadan hukum. Bagi Perseroan terbatas sebelum pengesahan pihak

ketiga hanya dilindungi dalam Pasal 1 yaitu :

Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa,

perbuatan hukum para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan

disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila .

a.

Perseroan menyatakan menerima perjanijan yang dibuat pendiri atau orang
lain yang ditugaskan pendiri dengan pthak ketiga;

Perseroan menyatakan mengambil alih hak dankewajiban yang timbul dari
perjanjian pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun
perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.

Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yaﬁg

ditakukan atas nama perseroar.

Dalam hal perbuatan hukum tidak diambil alih perseroan, masing-

masing pendiri bertanggung jawab pribadi atas akibat yang timbul.

Bagi Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukum lebih jelas

pengaturannya dalam memberikan perlindungan kepada pihak ketiga seperti :

1.

Pasal 38 ayaat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang
hak yang diberikan kepada kreditur Perseroan Terbatas untuk mengajukan
keberatan terhadap rencana pengurangan modal perseroan, dalam waktu
60 hari dengan tembusan kepada Menteri. Dalam hal perseroan tidak
memberikan penyelesaian, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).
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Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan
bahwa Direksi Perseroan Terbatas wajib meminta persetujuan RUPS
untuk menjaminkan kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak
boleh merugfkan pihak ketiga yang beritikad baik. Keputusan RUPS sak}
apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit % (tiga
perempat) dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit %
(tiga perempat) dari jumlah suara tersebut. Harus diumumkan dalam 2
(dua) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari perbuatan hukum

tersebut dilakukan.

Pasal 110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa pihak

ketiga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negen untuk
melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, apabila ada dugaan Direksi
telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga.

Pasal 117 Undang-Undang No. ! Tahun 1995 menentukan bahwa bagi
kreditor yang menderita kerugian karena kepailitan Perseroan Terbatas,
dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membubarkén
perseroan disertai alasannya.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang diatur oleh Pasal 23 bsd Pasal
21 dan 22 Undang—Undang No. 1 tahun 1995 menentukan bahwa selama
pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara
tanggung renteng bertanggung jawab untuk segala perikatan yang

dilakukan oleh perscroan. Seperti diketahui bahwa perbuatan hukum
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Direksi dapat terjadi sejak Perseroan Terbatas itu didirikan, baik atas

pemberian kuasa maupun atas kehendak sendiri.

_ Perlindungan hukum sebelum dan sesudah pengesahan menurut

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 berlaku, isi Akta
Pendirian dan Anggaran Dasar harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan
oleh Departemen Kehakiman RI (Kepmen Ri No. M.01-PR 0801 Tahun
1996). Sehingga secara umum masing-masing Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas sama, dalam mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga hanya
menunjuk pada Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas yang sudah berbadan
hukum, tidak ada yang mengatur khusus perlindungan hukum bagi pihak
ketiga selama Perseroan Terbatas mgsih dalam proses pendirian, perlindungan
hukum bagi pihak ketiga itu dalam: bentuk pembatasan kewenangan Direksi
(ultra vires) sebagai berikut :

1. Pembatasan kewenangan Direksi utnuk meminjam atau meminjamkan
uang atas nama perseroan atau mendirikan suatu usaha baru harus dengan
persetujuan salah satu Komisarisnya, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat
kabar.

2. Perbuatan hukum. untuk mengalihkanl, melepaskan hak atan menjadi
jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan,

haruslah mendapat persetujuan RUPS dan wajib diumumkan dalam 2

(dua) surat kabar.
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Direksi tidak diperkenankan pemberian kuasa yang ebrsifat umum, agar
tidak mengakibatkan pengalihan tugas kepada pihak lain.

Keharusan mendaftarkan pengpantian anggota pengurus sesual dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Para Direktur harus bertindak bersama-sama atau salah seorang Direfctur

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direktur lainnya.
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REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulaﬁ yang dikemukakan maka rekomendasi yang dapat

diajukan adalah :

1.

!\J

Kewenangan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Perseroan Terbatas seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroaﬁi Terbatas. Dalam Praktek masih juga ada
hal-hal yang harus dijabarkan lebih lanjut karena di dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 dan penjelasannya tidak diatur dan tidak
dijelaskan yaitu mengenai ﬁenetapan tersebut bersifat final atau tidak
final (Pasal 111 (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995). Dalam praktek
dijabarkan bahwa penetapan tersebut diartikan bersifat peritah untuk
tingkat pertama dan terakhur. |

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selama Perseroan Terbatas masih
dalam proses pendirian hendaknya diberi pengaturan khusus atau dalam
pembahasan terhadap tentang perseroan ditindak lanjuti dengan
penerbitan peraturan pelaksana dan sosialisasinya di masyarakat
schingga Perseroan Terbatas benar-benar mampu memberikan

perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga dan pelaku usaha

secara keseluruhan.
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